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ABSTRAK

Pendaftaran Tanah untuk pertama kali '(;nitial
Registration) yang dilakukan terhadap tanah—taqah girik atau
milik adat memerlukan data pendukung berupa Salinan LetteF c,
Surat Keterangan Riwayat Tanah dan Surat Keter;ngan; Tldag
Sengketa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa yang diambil dari
buku-buku register tanah tingkat desa yang memerlukan
kecermatan pada saat pengisiannya, pemeliharaan dén
penyimpanannya sehingga menjadi qata yang dijamin
kebenarannya. Hal ini menjadi tanggung jawab dari Kepala Desa
karena apabila terdapat kekeliruan berdampak pada kes§lahan
data yang menjadi dasar pembuatan Surat Keterangan Rlyayat
Tanah dan Surat Keterangan Tidak sengkeFa{ yang pada akthnya
juga berdampak pada kekeliruan data f}S}k dan data.yurldls
dalam penerbitan sertipikatnya. Hal 1inil dapat. menimbulkan
permasalahan tanah seperti overlapping / sertipikat ganda /
tumpang tindih.

Kesalahan dalam mengeluarkan data tanap tersebuF,
seorang Kepala Desa dapat dimintai pertanggpngjayaban baik
secara pidana, perdata atau sanksi admlnlstrat%f .berupa
teguran, pemberhentian sementara atau 'tetap dari jabatan
kepala desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2005.

Untuk mengurangi terjadinya kesalahan data register
tanah tingkat desa, perlu pembinaan, bimbingan dan penyuluhan
sehingga meningkatkan pengetahuan aparat desa ghgsusnyé
mengenai peraturan di bidang pertanahan daq admln%st;a51
pemerintahan, sedangkan untuk mengurangi .tgrjadlnya
overlapping tersebut perlu kecermatan dan ketelitian dalam
proses pendaftaran tanah khususnya pada pengukuran dan
pemetaan di kantor pertanahan. .

Untuk penyelesaian masalah overlgpplng tersebut,
berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 Kantor Pertanahan
dapat membatalkan sertipikat tersebut baik atas permohonan
pihak vyang berkepentingan ataupun berdasarkan kewenangan
Pejabat Kantor Pertanahan.

v
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ABSTRACT

Initial Registration that conducted to land/grounds girik or
tradition property needs supporting data in the shape of Copy of
Letter C, Bank statement of Land History and Bank statement “Free
of Law Suit” that released by Kepala Desa (Head of Coutryside)
that taken from the books of land/ground register countryside
level. Existing Data at register book referred, needed careful
attention when its admission filling, its maintenance and
repository until become veritable data. This condition becomes the
responsibility of Kepala Desa because if mistaken in its admission
fill up the affect to data mistake be at the bottom of Bank
statement making Land History and Bank statement free of lawsuit,
which is also affected to physical data and Jjudicial formality
data in publication certificate. The result in mistake in
releasing such the Kepala Desa can be asked responsibility either
through crime, civil or sanction administrative have the shape of
exhortation, layoff or remain to be from head ([position /
occupation] countryside.

Mistakes of physical data and judicial formality, also
resulted in the incidence {[of] overlapping problem / overlap
certificate or double certificate. Despite of other reasons the
problem, a complete inexistence of land registry map specially
when the government applied the Government ordinance Number 10 in
1961 anc with Government ordinance Number 24 in 1997 possibilities
overlapping can be minimized for by PP 24 / 1997 have been enabled
usage modern technology in measurement and mapping.

For problem solution overlapping certificate, the Office of
Land Affairs has the authority to cancel certificates, based on
State's Minister rule of Agrarian Affairs / Head of National of
land affairs Number 9 in 1999. The right of office of land affairs
for cancellation this certificate is an applied system as used in
land registry which is publication system negative, since the
government does not gives guaranty for the data truth or
explanation existing in certificate referred [as], then there is
no rule of 1law for right owner and related to third party
land/ground is referred [as]. Nevertheless, the system can be fix
with existing principle in customary law. The institute
rechtsverwerking that is do to its time can cause lose land right
if pertinent during old ones did not labour it and its land/ground
is referred [as] controlled other party pass by rights acquirement
in good faith. With principle utility referred [as] then negative

publication system that wearied also, contain positive elementary
body.
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BAB I
PENDAHULUAN

A.Latar belakang

Dengan perkembangan ekonomi yang semakin pesat, maka
semakin banyak pula tanah masyarakat yang tersangkut dalam
kegiatan ekonomi seperti melalui jual beli, sewa menyewa,
jaminan hutang atau hubungan hukum lainnya baik dengan
perorangan atau badan hukum. Oleh karena itu sangat
diperlukan adanya perangkat hukum yang dapat memberikan
jaminan kepastian hukum bagi masyarakat khususnya di bidang
pertanahan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1360 tanggal
24 September 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria yang juga dapat disebut Undang-Undang Pokok Agraria
(UUPA) telah mengakhiri dualisme hukum pertanahan yang
berlaku saat itu dan meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan
Hukum  Agraria Nasional, serta memerintahkan  kepada
pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah di seluruh

wilayah Indonesia. Pasal 19 ayat (1) UUPA menetapkan bahwa

1.Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah
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diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik
Indonesia menurut ketentuan-ketentuan Yyang

diatur
dengan peraturan pemerintah. 1)

Dihadapkan kepada kebutuhan untuk melengkapi peraturan
pelaksanaan UUPA, maka kebijaksanaan pertanahan baik dalam
bidang penguasaan dan penatagunaan tanah, bidang hak atas
tanah serta bidang pengukuran dan pendaftaran tanah,
seyogjanya direncanakan perdasarkan suatu pola dengan urutan
prioritas yang ditentukan perdasarkan pemenuhan kebutuhan
masyarakat, dimulai dengan kebijaksanaan untuk memenuhi
kebutuhan yang paling mendasar, tanpa mengabaikan perlunya
diciptakan kebijakan yang menunjang perkembangan kebutuhan
ekonomi yang dinamis. 2)

Pelaksanaannya adalah dengan dikeluarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 (Lembaran Negara Republik
Indonesia  tahun 1961 Nomor 28), tentang Pendaftaran
Tanah, tanggal 23 Maret 1961. Pendaftaran tanah tersebut
meliputi :

a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan  tanah yang

ran dan surat-surat ukur.
menghasilkan peta-peta pendafta

1)Indonesia, Peraturan Dasar Pokok-Pokok  Agraria, UU

Nomor 5
tahun 1960, LN No. 104 tahun 1960, TLN No.2043, Ps 19.

2)Maria S.W. Sumardjono, KEBIJAKAN PERTANAHAN Antara Regulasi dan
Implementasi C:at. 3, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005), Hal.19-20.
’ .
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Dengan adanya peta-peta pendaftaran dan surat ukur inilah
dapat diperoleh kepastian mengenai letak, batas dan luas
tanah;

b.Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak atas
tanah tersebut, termasuk hak Jjaminan atas tanah vyang
membebani tanah tersebut. Pendaftaran ini memberi
keterangan baik tentang status haknya juga pemegang
haknya;

c.Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku

sebagai alat pembuktian yang kuat.

Hasil vyang dicapai melalui pelaksanaan pendaftaran
tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961,
belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Sejak tahun 1982
sampai saat ini melalui program fotogrametris areal tanah
untuk wilayah pemukiman yang sudah dipetakan pada peta baru
mencapai 592.500 hektar yang meliputi 204 kota. Padahal
areal pemukiman yang potensial tetapi belum dipetakan
meliputi luas 4.456.413 Hektar. 3)

Dengan demikian peta-peta yang tersedia untuk wilayah

pemukiman belum mencapai 12 persen dari 1luas wilayah

3)Soni Harsono, Kebijakan di Bidang Pendaftaran Tanah Dalam
Memasuki Pembangunan Jangka Panjang, Cet. 1, (Yogyakarta : Andi Offset,
1999), hal.7.
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pemukiman yang potensial, belum lagi ditambah wilayah
pemukiman lainnya dan wilayah selain pemukiman.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PP 10 / 1961,
antara lain sebagai akibat belum tersedianya dana yang cukup
dan pendaftaran tanah vyang dilakukan secara sistematik
memerlukan waktu yang lama, sehingga masih banyak tanah-
tanah yang belum terdaftar.

Untuk mengurangi kendala yang dihadapi dalam
pelaksanaan pendaftaran tanah maka pemerintah menerbitkan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, tanggal 8 Juli
1997 tentang PENDAFTARAN TANAH, yang merupakan penyempurnaan
PP 10 / 1961, dan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala
Badan Partanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 rahun
1997, xTanggal 8 Juli tahun 1997 tentang PENDAFTARAN TANAH.

Dalam PP 24 / 1997, penyempurnaan yang dilakukan berupa
penegasan berbagai hal yang meliputi :

1.Pengertian pendaftaran tanah

2.Asas-asas dan tujuan penyelenggaraan Pendaftaran
tanah yaitu memberikan kepastian hukum dan menghimpun
serta menyajikan informasi yang lengkap mengenai data
fisik dan data yuridis suatu bidang tanah.

3. Penegasan, penyederhanaan serta peningkatan tata cara

Pertanggungjawaban kepala..., Siti Hariyani, FH Ul, 2008
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pendaftaran tanah.

4. Kemungkinan penggunaan teknologi modern dalam
pengukuran dan pemetaan.

5. Kemungkinan pembukuan bidang tanah yang data fisik dan
atau data yuridisnya belum 1lengkap atau masih
disengketakan.

6 .Kekuatan pembuktian sertipikat ... 4}

Yang dimaksud Pendaftaran tanah adalah rangkaian
kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus
menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan,
pengolahan, pembukuan dan penyajian serté pemeliharaan data
fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar
mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun,
termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-
bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan
rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. 5)

Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan
luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar,

termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian

4)Arie S.Hutagalung, Serba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan
Ekonomi (Suatu Kumpulan Karangan), Cet.2, (Depok : Badan Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), hal.272.

5)Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah, PP No.
24 tahun 1997, LN No. 50 tahun 1997, TLN No.3696, Ps.l. angka 1.
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bangunan di atasnya, sedangkan Data Yuridis adalah
keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan
rumah susun yand didaftar, pemegang haknya dan hak pihak
lain serta badan-badan lain yang membebaninya. 6)

Dalam pendaftaran tanah dikenal AJUDIKASI yaitu
kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran
tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan
kebenaran data fisik dan data yuridis mengenal satu atau
beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan
pendaftarannya.

Dengan demikian dalam PP 24 /1997 terdapat
penyempurnaan Peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1361 yaitu
penegasan beberapa hal vyang belum jelas dalam peraturan
lama, antara lain pengertian pendaftaran tanah, asas-asas
dan tujuan penyelenggaraannya yang disamping untuk
memberikan kepastian hukum Jjuga dimaksudkan untuk menghimpun
dan menyajikan informasi yang lengkap mengenail data fisik
dan data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan;
prosedur pengumpulan data penguasaan tanah juga dipertegas

dan dipersingkat serta disederhanakan.7)

6) Ibid, Pasal 1 angka 6 dan angka 7

i di Indonesia Himpunan Peraturan-
i sono Hukum Agraria '
peratZnged;u;ﬁx:Tan;h, Cet.17, (Jakarta : Djambatan, 2006), hal.554
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Data fisik dan data yuridis yang dikumpulkan dalam
proses pendaftaran tanah salah satunya diperoleh dari data
yang terdapat dalam buku register tanah tingkat desa /
kelurahan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya data
pertanahan yang tercatat dalam buku register tanah tingkat
desa/kelurahan.

Yang dimaksud dengan buku register tanah tingkat desa
atau kelurahan adalah suatu daftar tanah yang memuat
mengenai subjek hak, objek hak, hak itu sendiri serta
perbuatan hukum mengenai tanah, yang diselenggarakan oleh
pemerintah desa / kelurahan termasuk peta desa (sekarang

kelurahan) .

Berdasarkan kebijaksanaan pemerintah dalam rangka
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979, tentang
Pemerintahan Desa telah diambil langkah-langkah antara lain
menyempurnakan struktur organisasi dan administrasi
pemerintah desa, maka buku-buku register di tingkat desa
meliputi :

a.Buku tanah di desa/kelurahan
b.Register pemilikan tanah
c.Keputusan desa

d.Buku pengusahaan kas desa

e.Buku peralihan hak tanah
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Masalah yang dihadapi dalam pengumpulan data pertanahan
adalah apakah data pertanahan tingkat desa telah diisi
secara baik, benar, lengkap dan selalu mutakhir, serta
terpelihara dengan baik. Sebab ada kemungkinan terhadap
suatu bidang tanah, data yang ada hanya terdapat pada buku
register tanah tingkat desa. Apabila data tersebut tidak
terpelihara dengan baik membuka peluang terjadinya sengketa
atau permasalahan tanah dikemudian hari dalam memastikan
pemilik tanah yang sebenarnya atas bidang tanah yang belum
bersertipikat, karena Pproses pemilikan dan penguasaan tanah
khususnya di desa yang terjadi sebelum adanya UUPA, umumnya
tidak didukung oleh pukti-bukti tertulis yang lengkap,
karena peralihan hak (jual-beli, hibah, tukar menukar,
pewarisan maupun pelepasan hak) dalam masyarakat desa cukup
dilakukan di depan atau diketahui kepala desa yang bukan
hanya bertindak selaku saksi tetapi juga dalam kedudukannya
selaku kepala adat yang menanggung bahwa peralihan hak

tersebut tidak melanggar hukum yang berlaku.

Peralihan hak dengan cara demikian tentunya mudah
menimbulkan sengketa terutama karena tidak ada dibuatkan
akta peralihan hak di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-

undangan bahwa “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas
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satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah,
pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan
hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya
dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat
oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku”. s)

Sebagaimana dinyatakan oleh Soni Harsono "“Disadari
bahwa meningkatnya sengketa tanah selain disebabkan
kebutuhan tanah untuk pembangunan yang terus meningkat,
disebabkan juga karena data pertanahan secara lengkap belum
tersedia pada tingkat desa/kelurahan”. 9)

Data tanah yang ada pada register tanah tingkat desa /
kelurahan itu menjadi data awal proses pendaftaran tanah
secara sporadik. Yang dimaksud pendaftaran tanah secara
sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama
kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah
dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa / kelurahan
secara individual atau massal. 10)

Pada umumnya yang menjadi objek dari pendaftaran tanah

8) Indonesia, PENDAFTARAN TANAH, Opcit, Ps. 37 ayat (1).
9) Soni Harsono, Loc cit.

10) Boedi Harsono, Opcit, hal. 558.
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secara sporadik di kabupaten Bogor adalah tanah-tanah milik
adat, tanah garapan, tanah eks perkebunan atau tanah Negara
baik melalui proses pengakuan hak ataupun permohonan hak.

Untuk proses tersebut diperlukan data pendukung
diantaranya girik, atau salinan letter C yang diperoleh dari
register buku tanah tingkat desa / kelurahan, sesuai dengan
ketentuan dalam peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997, Pasal 76. 11)

Girik tersebut sebenarnya merupakan surat pengenaan
pajak dan tanda pembayaran pajak atau landrente atas nama
pemilik tanah yang di kalangan rakyat dianggap dan
diperlakukan sebagai bukti pemilikan tanah, oleh karena
itu orang belum merasa aman bila girik dari tanah yang
dibelinya belum dibalik nama ke atas namanya.

Sejalan dengan ketentuan bahwa hanya tanah yang
berstatus hak milik adat vyang dikenakan landrente atau
Verponding Indonesia, serta adanya keinginan dan wusaha
orang untuk mempunyai petuk pajak dengan dirinya sebagai
wajib pajak, membenarkan praktik untuk menggunakan data

yang tercantum dalam petuk pajak sebagai petunjuk yang

ll)Herman Hermit, Cara Memperoleh Sertipikat Tanah Hak Milik,
Tanah Negara dan Tanah Pemda (Teori dan Praktek Pendaftaran Tanah di
Indonesia), Cet. 1, (Bandung : Mandar Maju, 2004), hal.7.
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kuat mengenai status tanahnya sebagai tanah hak milik adat
dan wajib pajak sebagai pemiliknya. Kenyataan tersebut
dapat digunakan sebagai unsur pembantu dalam penegasan
konversi hak milik adat menjadi hak milik menurut UUPA
mengenai tanah-tanah yang dimintakan pendaftaran menurut PP
10/1961 dan PP 24/1997. 12

Pendaftaran tanah yang dilakukan menghasilkan
sertipikat hak atas tanah Yyang merupakan alat pembuktian
yang kuat sebagaimana dinyatakan didalam ketentuan Pasal 19
ayat (2) huruf C, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2),
dan Pasal 38 ayat (2) UUPA.

Sertipikat hanya merupakan tanda pukti yang kuat dan
bukan merupakan tanda bukti yang mutlak / sempurna menurut
ketentuan UuPA dan peraturan pemerintah yang
melaksanakannya (PP 10/1961 dan PP 24/1997). Hal ini
berarti bahwa keterangan—keterangan yang tercantum di
dalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima (oleh
Hakim) sebagai keterangan Yyang penar selama dan sepanjang

tidak ada alat pembuktian yang membuktikan sebaliknya. 13)

12) Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembtentu}{gn

' i -
Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya). Ce ‘
{Jakarta : Djambatan, 2003), hal.85.

13) Arie S.Hutagalung, Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum
Tanah, Cet. 1, {(Jakarta : LPHI, 2005), hal.s8l.
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Dalam kenyataannya tidak mudah melakukan pendaftaran
tanah secara sporadik karena sebagian besar penguasaan atau
pemilikan tanahnya tidak didukung oleh alat-alat pembuktian
vyang mudah diperoleh dan dapat dipercaya kebenarannya, oleh
karena itu sering kali terjadi kesalahan dalam penerbitan
sertipikatnya sehingga menimbulkan sengketa baik sengketa
kepemilikannya maupun batas-batasnya atau bahkan terjadi
tumpang tindih (overlapping) dari bidang tanah yang telah
selesai pendaftaran tanahnya.

Yang dimaksud dengan tumpang tindih (overlapping)
adalah atas satu bidang tanah telah diterbitkan dua
sertipikat dengan nomor berbeda dengan luas dan atau atas
namz orang yang sama atau berbeda. Sebagai contoh
Dalam penerbitan sertipikat hak milik nomor 500/ desa
Cogreg, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, setelah
selesai proses pendaftaran tanahnya beberapa waktu kemudian
diketahui bahwa bidang tanah yang sama sudah memiliki
sertipikat atas nama orang lain.

Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan
tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian
sebagai bahan penulisan tesis dengan judul: PERTANGGUNG
JAWABAN KEPALA DESA MENGENAI DATA TANAH DALAM BUKU REGISTER

TANAH TINGKAT DESA DAN PERANANNYA DALAM PROSES PENDAFTARAN
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TANAH SECARA SPORADIK (tinjauan kasus overlapping
penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 500 / Cogreg,
Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor).
B. Pokok permasalahan

Atas dasar latar belakang permasalahan sebagaimana
telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang akan
diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi sertipikat ganda atau overlapping ?

2. Bagaimana penyelesaian permasalahan atas penerbitan
Sertipikat Hak Milik Nomor 500/Cogreg, Desa Ciseeng,
Kabupaten Bogor tersebut ?

3. Bagaimana pertanggung jawaban kepala desa atas data-
data tanah yang diberikan dalam proses pendaftaran
tanah khususnya vyang berkaitan dengan penerbitan
Sertipikat Hak Milik nomor 500/Cogreg, Desa Ciseeng,
Kabupaten Bogor tersebut?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan

.

tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif

.

yang bertujuan untuk memperoleh gambaran atas masalah

yang disampaikan serta untuk melukiskan kondisi yang

ada dalam masyarakat.
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2. Penelitian diagnostik yaitu suatu penelitian yang
dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan mengenai
sebab-sebab terjadinya suatu masalah.

3. Penelitian evaluatif yang bertujuan untuk memberikan
penilaian atas kegiatan atau program yang telah
dilaksanakan dalam kegiatan pendaftaran tanah secara
sporadik dan pencatatan buku register tanah ditingkat
desa.

Berdasarkan metode penelitian yang dipergunakan
tersebut, maka alat pengumpulan data yang dipergunakan
adalah studi dokumen yang dilakukan terhadap data sekunder
terutama bahan hukum primer yang meliputi Undang-Ungang
Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok--Pokok
Agraria, Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2006
tentang Badan Pertanahan Nasional serta peraturan-peraturan
lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Sedangkan
data hukum sekunder Yyang dipakai meliputi buku-buku,
artikel, data fisik dan yuridis yang dikeluarkan Kantor
Pertanahan Kabupaten Bogor, dan data tanah berupa salinan
girik atau letter C Yyang dikeluarkan berdasarkan buku

register tanah yang ada di kantor desa. Dan untuk menunjang
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studi dokumen tersebut juga dipergunakan wawancara dengan
informan yaitu pemilik tanah dan kepala desa setempat serta
pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.

Data yang telah diperoleh itu kemudian diolah,
dianalisis dan dikonstruksi secara kualitatif kemudian
hasilnya akan disampaikan dalam bentuk yang bersifat
evaluatif.

D. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan dalam tesis ini terdiri dari 4
Bab, masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab sesuai
dengan pembahasan dalam bab yang bersangkutan, yaitu :
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Pokok Permasalahan
C. Metode Penelitian
D. Sistematika Penulisan
BAB II PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA MENGENAI DATA
TANAH DALAM BUKU REGISTER TANAH TINGKAT DESA
DAN PERANANNYA DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH
SECARA SPORADIK.
A. Peralihan Hak atas tanah-tanah Bekas Milik

Adat.

B. Proses Pendaftaran Tanah.
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mengenai

data-data tanah dalam Buku Register tanah

tingkat Desa.

BAB III TINJAUAN KASUS OVERLAPPING PENERBITAN

SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 500 / COGREG,

KECAMATAN CISEENG, KABUPATEN BOGOR.
A. Proses Jual Beli dan penerbitan
Hak Milik Nomor 500/Cogreg,
Ciseeng, Kabupaten Bogor.
B. ANALISA PERMASALAHAN
BAB IV PENUTUP
A.Kesimpulan

B.Saran-saran
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BAB II
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA MENGENAI DATA
TANAH DALAM BUKU REGISTER TANAH TINGKAT DESA DAN PERANANNYA

DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH SECARA SPORADIK.

A.Peralihan hak atas tanah-tanah bekas milik adat.

Dalam kegiatan masyarakat terutama berkaitan dengan
kegiatan ekonomi, banyak anggota masyarakat yang melakukan
peralihan hak atas tanah antara lain melalui jual beli,
hibah, tukar-menukar atawpun waris; Karena itu sangat
diperlukan adanya perangkat hukum yang memberikan kepastian
hukum bagi masyarakat khususnya di bidang pertanahan.

Pentingnya pengaturan  masalah tanah ini karena
sebagaimana menurut Soerjono Soekanto, “Sebagai salah satu
unsur essensial pembentukan negara adalah tanah. Tanah
memegang peran vital dalam kehidupan dan penghidupan Negara
yang bersangkutan. Lebih-lebih yang bercorak agraris,

pemanfaatan tanah Sebesar-besarnya untuk kemakmuran

rakyat”.ia)

ha1 };; Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta : Rajawali),
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Untuk peralihan hak (khususnya jual beli) atas tanah

yang belum bersertipikat harus memenuhi persyaratan yang

pada umumnya berlaku pada peralihan hak, yaitu

a.

Syarat Materiil, yang meliputi :
1. Syarat Subjektif yaitu pihak yang mengalihkan adalah
pemilik atau pemegang hak atas tanah, berhak mengalihkan,
dan cakap melakukan perbuatan hukum pengalihan hak atas
tanah tersebut, serta Yyang menerima pengalihan adalah
pihak yang diperkenankan menerima pengalihan tersebut.

2. Syarat Objektif yaitu tanah yang menjadi objek
peralihan hak tidak ada larangan untuk diperalihkan,
mempunyai surat-surat yang menjadi dasar kepemilikannya,
tidak menjadi objek sengketa.

Syarat Formil, yaitu setelah dipenuhinya syarat materiil,
maka PPAT dapat membuat akta peralihan haknya dengan

dihadiri dan ditandatangani oleh para pihak dan dua orang

saksi, yang salah satunya adalah kepala desa/lurah.

Dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997

disebutkan bahwa PPAT wajib menolak membuat akta mengenai

bidang tanah yang belum persertipikat atau belum terdaftar

bila kepadanya tidak disampaikan

1.

Surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat

(1) PP 24 / 1997 atau surat keterangan Kepala Desa
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/Kelurahan yang menyatakan, bahwa yang bersangkutan
menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (2); atau

2. Surat Keterangan yang menyatakan, bahwa bidang tanah yang
bersangkutan belum bersertipikat dari kantor pertanahan
atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari
kedudukan kantor pertanahan, dari pemegang hak vyang

bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan.

Dalam Hukum Adat, peralihan hak mengenai tanah atau
transaksi tanah, dikenal dua macam, pertama yang merupakan
perbuatan hukum sepihak dan kedua Yang merupakan perbuatan
hukum dua pihak. Transaksi tanah yang bersifat perbuatan
hukum sepihak, sebagai contoh pendirian suatu desa dan
pembukaan tanah oleh seorang warga persekutuan. Transaksi
tanah yang Dbersifat perbuatan hukum dua pihak adalah
pengoperan ataupun penyerahan dengan disertai pembayaran
kontan dari pihak lain pada saat ity juga. Dalam hukum
tanah, perbuatan hukum ini disebut transaksi jual (di Jawa

disebut adol atau sade). 15

Pengertian jual beli tanah atau transaksi/pemindahan

15) Adrian Sutedi, Peralihan hak atas tanah
i dan pendaft
Cet. 1, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hal. 39 p arannya,
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Hak tanah dalam hukum adat adalah suatu perbuatan
pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai.
Terang berarti bahwa pemindahan hak tersebut harus dilakukan
di hadapan kepala adat yang berperan sebagai pejabat,
sedangkan tunai ialah perbuatan pemindahan hak dan
pembayaran dilakukan secara serentak”.ie

Berbeda dengan pengertian jual beli menurut Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1457, Jual beli
adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak vyang satu
mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan

pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Menurut Subekti, yang dimaksud jual beli adalah suatu
perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang
satu (sipenjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas
suatu barang, sedang pihak lain (si pembeli) berjanji untuk
membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai

imbalan dari perolehan hak milik tersebut. im

Karena sebagian besar tanah-tanah di pedesaan

merupakan tanah-tanah yang belum dilakukan pendaftaran

16)Tim Pengajar Hukum Adat, Seri Buku Ajar HUKUM ADAT (HUKUM
KEBENDAAN DAN PERIKATAN ADAT), Universitas Indonesia, tahun 2000, hal
20.

17) Subekti, Aneka perjanjian, Cet.10, (Bandung : Citra Aditya
Bakti, 1995), hal 1.
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tanah artinya merupakan tanah Yang belum bersertipikat
yang pada umumnya berupa tanah bekas milik adat maka
untuk peralihan haknya perlu peranan Kepala Desa dalam
menyaksikan peralihan hak tersebut baik selaku kepala adat
juga selaku pejabat yang menjamin bahwa peralihan hak
tersebut telah dilakukan secara benar dan tidak melanggar

hak orang lain.

Karenanya sebelum adanya UUPA, peralihan hak atas tanah
bekas milik adat tersebut cukup dilakukan di hadapan kepala
adat (Kepala Desa) yang berarti bahwa peralihan hak
tersebut telah dilakukan secara sah, karena secara adat
peralihan hak tersebut cukup dilakukan secara tunai dan
terang.

Menurut Ter Haar “Pembantuan dari penghulu-penghulu
rakyat untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum
(Rechtshandeling) yang menimbulkan suatu perubahan yang
diinginkan dalam ketertiban hukunm dan yang berhak atas
perlindungan hukum maka ia harus dilaksanakan dengan
pembantuan penghulu-penghulu rakyat atau kepala-kepala dusun
yang tugasnya itu (di Jawa) disebut dengan perkataan yang
menunjukkan bahwa mereka itu menanggung (tanggung) bahwa
pPerbuatan itu sudah cukup tertib dan sudah cukup sah menurut

hukumnya. Mereka menjadikan perbuatan itu sampai kelihatan
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oleh umum, mengangkatnya sampai ketertiban hukum umum,
menjadikannya terang dan tidak gelap, peteng”. 1is

Mengenai perlunya peranan kepala desa dan fungsinya
dalam peralihan hak tanah bekas milik adat ada beberapa
pendapat :

a. Ter Haar menyatakan : “Bila perjanjian itu dilaksanakan
di luar pengetahuan penghulu masyarakat maka ia tak
ditingkatkan sampai ketertiban  hukum, tak  berlaku
terhadap pihak ketiga, dan sipenerima oleh dunia 1luar

tak diakui sebagai yang berhak atas tanah juga dalam

hubungan kedua belah pihak maka bila timbul
perselisihan mengenai hak atas tanah-tanah risikonya
ada pada sipenerima yang tidak menerimanya dengan

terang”. 19
b. Arie S. Hutagalung dan Suparjo Sujadi menyatakan :
“...dengan disaksikan Kepala Desa yang fungsinya adalah
untuk : a) Menjamin kebenaran tentang status tanahnya,
pemegang haknya, keabsahan bahwa telah

dilaksanakan dengan hukum vyang berlaku
(‘terang’) .

18)Ter Haar, terjemahan Soebakti Poesponoto, Asas-asas dan
susunan Hukum Adat, Cet. 9, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1987), hal.84.

19) Ibid, hal. 85
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b)Mewakili warga desa (unsur publisitas)”.20)

c. Menurut Iman Soetignjo, pengertian terang dijelaskan
sebagai berikut : Mengalihkan hak atas tanah menurut
hukum adat, harus dengan dukungan (medewerking)
kepala suku / masyarakat hukum /desa agar perbuatan
‘terang’, dan sahnya (rechtsgeldigheid) ditanggung kepala
tersebut. 21

d. Subekti menyatakan :

“Oleh karena adagium ‘pembeli beritikad baik harus
dilindungi’ dalam hukum adat dikenal tidak hanya dalam
lalu lintas barang bergerak saja, tetapi mengenai semua
macam barang, bergerak atau tidak bergerak, maka
sebaiknya ketentuan tersebut dinyatakan berlaku untuk
semua macam barang. Kemudian dalam hal ini juga
pengalaman dan yurisprudensi perlu diperhatikan, antara
lain yurisdrudensi perihal kehadiran seorang pejabat
(Kepala Desa) dalam transaksi-transaksi, yang membuat

transaksi - transaksi itu ‘terang’, karenanya perlu

20)Arie S. Hutagalung dan Suparjo Sujadi, Pembeli beritikad baik
dalam konteks 3jual beli menurut ketentuan hukum Indonesia, Hukum &
Pembangunan, Nomor 1, Tahun ke-35, hal. 32

21) Iman Soetignjo dikutip oleh J.Kartini Soedjendro, Perjanjian

peralihan hak atas tanah yang berpotensi konflik, (Yogyakarta
Kanisius, 2001), hal.50
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dicantumkan dalam suatu ketentuan yang menyatakan

bahwa apabila suatu transaksi dilakukan di muka

seorang pejabat, maka para pihak dapat dianggap beritikad
baik”. 22)
Setelah adanya UUPA dan peraturan pelaksanaannya yaitu

PP 10 / 1961 juncto PP 24 / 1997, peralihan hak atas tanah

dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual

beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan

dan perbuatan hukum pemindahan hak 1lainnya, kecuali
pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan
jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang

berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Karenanya sejak tanggal 24 September 1961, berdasarkan
peralihan hak  atas tanah  harus dilakukan di hadapan
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan dibuatkan akta
peralihan haknya dan selanjutnya dilakukan pendaftaran
di kantor pertanahan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 dan
Pasal 22 PP 10 / 1961 juncto Pasal 37 ayat (1) PP 24 / 1997,

sehingga untuk hal ini dapat dikatakan bahwa “terhitung

22) Subekti, Kumpulan karangan hukum perikatan,

arbitrase dan
Peradilan, (Bandung : Alumni, 1980), hal. 12,

. Pertanggungjawaban kepala..., Siti Hariyani, FH Ul, 2008



25

mulai tanggal 24 September 1961 tata cara jual beli
tanah menurut norma-norma hukum adat tidak berlaku lagi,
adapun yang masih berlaku adalah prinsip-prinsip atau
asas-asas jual beli tanah menurut hukum adat terutama
berkenaan dengan peralihan hak”. 23)

Untuk proses peralihan hak tersebut diperlukan data-
data mengenai tanah yang berupa pipil, ketitir, petuk, girik
atau letter C, yang diperoleh dari buku register tanah
tingkat desa / kelurahan. Girik tersebut sebenarnya
merupakan surat pengenaan pajak dan tanda pembayaran
pajak atau landrente atau IPEDA yYang di kalangan rakyat
dianggap dan diperlakukan Sebagai bukti pemilikan tanah;
untuk hal ini ditegaskan dalam Keputusan Mahkamah Agung
tanggal 10 Februari 1960 Nomor 34/K/Sip/1960 bahwa :

Surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti

mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang

yang namanya tercantum dalam petuk pajak  bumi

tersebut, akan tetapi Petuk itu hanya merupakan

suatu tanda siapakah yan )
: g harus membayar pajak
dari sawah yang bersangkutan. 2¢) g o

Sehingga “persoalan tentang IPEDA inj tidak hanya berkaitan

dengan soal pajak atau soal keuangan negara saja tetapi

23) Arie S. Hutagalung dan Suparjo Sujadi, Op.cit, hal 35

24) Boedi Harsono, Hukum A i
graria Indonesia, Himpunan Peraturan-
peraturan Hukum Tanah, Cet.l15, (Jakarta : Djambata;, 2002), hal.s85
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juga menyangkut soal pertanahan dan benda-benda yang ada di
atas atau di dalamnya. Hal mana berarti pengaturan-
pengaturan tentang IPEDA ini berhubungan erat sekali dengan
soal pertanahan, kehutanan, pertambangan, perkebunan dan
lain sebagainya”. 25)

Mengenai Girik, letter o atau petuk itu
sendiri berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan melalui
Dirjen Pajak No. SE-15/PJ.6/1993 tanggal 27 Maret 1993
melarang Kantor Pajak Bumi dan Bangunan menerbitkan girik,
petuk pajak bumi atas permintaan  Seseorang atau badan
untuk digunakan sebagai pukti hak dan Surat Edaran No. SE-
32/PJ.6/1993, tanggal 10 Juni 1993 yang salah satu isinya
melarang menjadikan girik dan sejenisnya sebagai dasar
status hukum / hak atas peralihan hak atas tanah. Akan
tetapi dalam kehidupan sehari~-hari masyarakat merasa
belum merasa aman apabila letter C atau giriknya belum
dibalik nama ke atas namanya, sehingga untuk peralihan hak
atas tanah bekas milik adat diperlukan Letter C atau girik,
juga keterangan dari Kepala Desa mengenai tanah tersebut,

keterangan mana o©oleh Kepala Desa / Lurah diberikan

25) Abdurrahman, Tebaran pikiran mengenai Hukum Agraria, (Bandung
: Alumni, 1985), hal. 231
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berdasarkan catatan-catatan yang terdapat pada buku-
buku register tanah tingkat desa khususnya buku
tanah, buku register pemilikan tanah dan buku peralihan hak
atas tanah.

Dari catatan-catatan Pada buku-buku tersebut Kepala
Desa/Lurah mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Sengketa, dan
Surat Keterangan Riwayat Tanah Yang berisi mengenai subjek
(pemilik tanah), status tanah, 1letak, 1luas dan batas-
batasnya serta mengenai peralihan haknya apabila sebelumnya
ada peralihan hak dari pemilik-pemilik sebelumnya baik
dengan akta peralihan haknya secara di bawah tangan seperti
segel ataupun dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dengan
demikian terlihat betapa pentingnya data yang  terdapat
pada buku register tanah dji tingkat desa, sehingga
sangat perlu diperhatikan cara-cara pengisiannya serta
pemeliharaan data tersebut sehingga menjadi data tanah
yang benar, dapat dipertanggung jawabkan dan selalu
mutakhir, karena apabila ada kesalahan dalam pengisian buku-
buku register tanah tersebut dapat menimbulkan permasalahan
atau sengketa tanah di kemudian hari.

Selanjutnya untuk peralihan hak atas tanah yang belum
bersertipikat tersebut dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat

Akta tanah dengan dibuatkan akta peralihan haknya sebagai
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syarat untuk dapat dilakukan pendaftaran di kantor
pertanahan. Akta peralihan hak atau Akta PPAT tersebut
merupakan salah satu sumber data dan menjadi dasar
pendaftaran tanah, karenanya PPAT bertanggung jawab
untuk memeriksa syarat-syarat untuk sahnya perbuatan hukum
tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 1989 dan Peraturan

Pemerintah Nomor 37 tahun 1998, telah ditekankan beberapa

perbuatan hukum yang menjadi tanggung jawab PPAT yaitu :

1. Mengenai kebenaran dari kejadian yang termuat dalam akta,
misalnya mengenai jenis perbuatan hukum yang dimaksud
oleh para pihak, mengenai sudah dilakukannya pembayaran
dalam jual beli, dan lain sebagainya;

2. Mengenai objek perbuatan hukum, baik data fisik maupun
data yuridisnyars

3. Mengenai identitas para penghadap yang merupakan pihak-

pihak yang melakukan perbuatan hukum. 26)

B.Proses Pendaftaran Tanah.

Pendaftaran tanah yang dilakukan untuk tanah-tanah yang

26) Adrian Sutedi, Op.Cit, halaman 93

Pertanggungjawaban kepala..., Siti Hariyani, FH U, 2008 -



29

belum bersertipikat khususnya berupa tanah bekas milik adat
adalah pendaftaran tanah untuk pertama kali (Initial
Registration), yaitu kegiatan pendaftaran yang dilakukan

terhadap objek pendaftaran tanah vyang belum didaftar

berdasarkan PP 10 / 1961 dan PP 24 / 1997

Tentang pendaftaran tanah khususnya tanah milik adat
dapat melihat pada bagian akhir penjelasan umum angka III
UUPA yang berbunyi “adapun hak-hak yang ada pada mulai
berlakunya undang-undang ini semya akan dikonversikan
menjadi salah satu hak yang baru menurut UUPA”. Yang
dimaksud konversi adalah perubahan hak-hak atas tanah dari
hak-hak lama yaitu  hak-hak atas tanah yang ada sebelum
UUPA menjadi hak-hak baru yang diatur dalam UupA. Hak-hak

lama meliputi hak-hak yang diatur dan tunduk pada hukum adat

dan hukum barat (BW).

Pendaftaran tanah untuk pertama kali dapat dilakukan
secara sistematik dan secara Sporadik. Pendaftaran tanah
secara sistematik adalah pendaftaran tanah untuk pertama
kali yang dilakukan secara serentak Yang meliputi semua
objek pendaftaran tanah Yang belum didaftar dalam wilayah
atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Pada daerah atau
wilayah yang tidak dilakukan pendaftaran tanah secara

sistematik, pada umumnya masyarakat atas prakarsa atau
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inisiatif sendiri melakukan pendaftaran tanah atas bidang
tanah miliknya, dengan melakukan pendaftaran tanah secara
sporadik. Yang dimaksud dengan pendaftaran tanah secara
sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama
kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah
dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa / kelurahan
secara individual atau massal. Dalam pendaftaran tanah
secara sporadik pihak-pihak yang terlibat antara lain Kepala
Kantor Pertanahan yang dalam pelaksanaannya dibantu Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT), pejabat lain yang ditugaskan
untuk melaksanakan kegiatan tertentu dan Kepala Desa [/

Lurah.

Kegiatan dan pelaksanaan pendaftaran tanah untuk
pertama kali meliputi :

a. Pengumpulan dan pengelolahan data fisik, yaitu meliputi:
1.pembuatan peta dasar pendaftaran; 2.Penetapan batas
bidang-bidang tanah; 3.pengukuran dan penetapan bidang-
bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran; 4. Pembuatan
daftar tanah; dan 5.Pembuatan surat ukur.

b. Pengumpulan dan pengolahan data yuridis serta pembukuan
haknya

c. Penerbitan sertipikat;

d. Penyajian data fisik dan data yuridis, dan
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Penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Tujuan diadakan pendaftaran tanah adalah untuk :
Memberikan kepastian hukum serta Perlindungan hukum bagi
pemegang hak atas tanah atau hak-hak lain yang telah
terdaftar sehingga pemegang hak bersangkutan dapat dengan
mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang
bersangkutan. Untuk itu diberikan kepadanya sertipikat
hak atas tanah sebagai tanda bukti hak:;

Sebagai informasi bagi pihak-pihak yang hendak melakukan
perbuatan hukum terhadap suaty bidang tanah dan
atau bangunan di atasnya;

Menciptakan tertib administrasi pertanahan sebagai bagian

dari tertib administrasi pemerintahan

Ada beberapa indikator untuk melihat keberhasilan

pemerintah dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan

antara lain :

1.

2.

3.

Diketahuinya siapa yang memiliki/menguasai sesuatu bidang

tanah, dan jenis penggunaan tanah.

Bagaimana hubungan hukum antara bidang tanah dengan yang

menguasai bidang tanah.

Berapa luas suatu bidang tanah yang dimiliki oleh orang

atau badan hukum.
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4. Dimana letak tanah tersebut yang dapat dipetakan
berdasarkan suatu system proyeksi peta vang dipilih,
sehingga dapat dihindari tumpang-tindih sertipikat.

5. Informasi yang disebutkan pada angka 1, 2, 3 dan 4 di
atas dikelola dalam system informasi pertanahan vyang
memadai.

6. Penyimpanan dokumen yang tertib, teratur, dan terjamin
keamanannya,

7. Terdapat prosedur tetap Yang sederhana, cepat namun

akurasinya terjamin. 27)

Dalam mengajukan permohonan pendaftaran tanah secara
sporadik data yuridisnya dibuktikan dengan alat-alat bukti
di antaranya berupa pukti-bukti kepemilikan sebagaimana
dimaksud dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) PP 24/1997, yang
dapat berupa:

a. Grosse Akta hak eigendom Yyang diterbitkan berdasarkan
Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad 1834-27), yang
dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan
dikonversi menjadi hak milik; atau

b. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan

27). Ibid , hal. 165
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Ordonantie tersebut sejak berlakunya UUPA sampai tanggal
pendaftaran tanah dilaksanakan menurut PP 1071961 di
daerah yang bersangkutan; atau

Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan
Peraturan swapraja yang bersangkutan; atau

Sertipikat Hak Milik vyang diterbitkan berdasarkan
Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1959; atau

Surat Keputusan Pemberian Hak Milik dari pejabat yang
berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA,
yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang
diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang
disebutkan di dalamnya; atau

Akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan, yang
dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat / Kepala
Desa/Kelurahan, yang dibuat sebelunm berlakunya PP ini;
atau

Akta Pemindahan hak yang dibuat PpAT, yang tanahnya belum
dibukukan; atau

Akta TIkrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum
atau sejak mulai dilaksanakan PP 28/1977; atau

Risalah lelang yang dibuat pejabat lelang yang berwenang,

yang tanahnya belum dibukukan; atau
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J. Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti
tanah yang diambil pemerintah atau Pemerintah Daerah;
atau

k. Petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, ketitir dan
Verponding Indonesia sebelum berlakunya PP 10/1961; atau

1. Surat Keterangan Riwayat Tanah yang pernah dibuat oleh
Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; atau

m. Lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama
apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, Pasal IV
dan Pasal VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA.

Kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997, prosedurnya sebagai

berikut :

1. Pendaftaran permohonan dengan menyerahkan asli akta jual
beli (lembar kedua) berikut lampirannya dan membayar

biaya permohonan.

2. Pengukuran, untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan
data fisik, yang meliputi kegiatan :
a.Pengukuran dan Pemetaan;
b.Pembuatan peta dasar pendaftaran;

c.Penetapan batas Bidang tanah, dimana pihak penjual

dan pembeli hadir untuk menunjukkan batas-batas bidang
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tanah kepada petugas Kantor Pertanahan, termasuk meminta
tanda tangan tetangga batas tanah sebagai bukti
persetujuan atas batas-batas tanahnya.

Pengumpulan dan penelitian data yuridis bidang tanah.
Pengumpulam Data Fisik, Data Yuridis, dan pengesahannya.
Data fisik dan data yuridis tersebut selama 60 (enam
puluh) hari diumumkan di Kantor Desa dan Kantor
Pertanahan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat
atau pihak vyang berkepetingan mengajukan keberatan.
Setelah jangka waktu pengumuman berakhir, data fisik dan

data yuridis oleh Kepala Kantor Pertanahan disahkan

dengan suatu berita acara.

Penegasan konversi dan pengakuan hak, yaitu :

a. Bila hak atas bidang tanah mempunyai bukti tertulis
lengkap atau tidak 1lengkap tetapi ada keterangan
saksi maupun penyataan yang bersangkutan dan tanahnya
dikuasai yang bersangkutan atau oleh orang lain
dengan itikad baik serta tidak ada gangguan, maka
oleh kepala Kantor Pertanahan ditegaskan konversinya
menjadi hak milik atas nama pemegang hak yang
terakhir dengan memberi catatan tertentu;

b. Bila hak atas bidang tanah tidak ada bukti

kepemilikan secara tertulis, tetapi dapat dibuktikan
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dengan kenyataan bahwa yang bersangkutan menguasai
secara fisik selama 20 tahun berturut-turut, maka
oleh Kepala Kantor Pertanahan diakui sebagai hak
milik dengan memberi catatan tertentu.

Baik penegasan konversi maupun pengakuan hak ini
Kepala Kantor pertanahan tidak mengeluarkan Surat

Keputusan (SK) .

6. Pembukuan hak dilakukan perdasarkan alat bukti dan

berita acara pengesahan hak atas bidang tanah, yaitu :

a.

Untuk bidang tanah Yyang data fisik dan data
yuridisnya sudah lengkap dan tidak ada sengketa, maka
dilakukan pembukuan dalam buku tanah sesuai ketentuan
Pasal 29 PP 24 / 1997;

Untuk bidang tanah yang data fisik dan data
yuridisnya belum lengkap dilakukan pembukuan dalam
buku tanah dengan catatan mengenai hal-hal yang belum
lengkap. Catatan ini dihapus bila telah diserahkan
tambahan alat pembuktian yang diperlukan atau telah
lewat waktu 5 (lima) tahun tanpa ada yang mengajukan
gugatan ke pengadilan mengenai data yang dibukukan;
Untuk bidang tanah Yyang data fisik dan atau data
yuridisnya disengketakan tetapi tidak diajukan

gugatan ke Pengadilan, maka pembukuan dalam buku
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tanahnya diberi catatan mengenai adanya sengketa
tersebut dan kepada pihak yang keberatan
diberitahukan oleh Kepala Kantor Pertanahan untuk
mengajukan keberatan ke Pengadilan mengenai data yang
disengketakan dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari
dihitung sejak disampaikan pemberitahuan tersebut.
Catatan tersebut dihapus bila telah diperoleh
penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang
bersengketa; atau diperoleh Putusan Pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap mengenai sengketa yang
bersangkutan; atau setelah 90 (Sembilan puluh) hari
sejak disampaikan pemberitahuan tertulis tidak
diajukan gugatan mengenai sengketa tersebut ke
Pengadilan.

Untuk  bidang tanah yang data fisik dan data
yuridisnya disengketakan dan diajukan ke Pengadilan
tetapi tidak ada perintah Pengadilan untuk status quo
dan tidak ada penetapan penyitaan dari pengadilan,
dilakukan pembukuan dalam buku tanah dengan catatan
mengenai adanya sengketa serta hal-hal yang
disengketakan. Catatan tersebut dihapus bila : telah
dicapai penyelesaian secara damai antara pihak-pihak

yang bersengketa atau telah diperoleh putusan yang
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berkekuatan hukum tetap mengenai apa yang

disengketakan;

e. Untuk bidang tanah yang data fisik dan data
yuridisnya disengketakan dan diajukan ke Pengadilan
serta ada perintah untuk status quo atau ada
penetapan penyitaan dari Pengadilan, maka dibukukan
dalam buku tanahnya dengan mengosongkan nama pemegang
haknya dan diberi catatan mengenai hal-hal lain yang
disengketakan serta dicatat adanya perintah status
quo atau penyitaan tersebut. Penyelesaian pengisian
buku tanah dan penghapusan catatan tersebut dilakukan
bila : setelah ada penyelesaian secara damai antara
pihak-pihak yang bersengketa; atau diperoleh putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
mengenai apa yang disengketakan dan pencabutan status
quo atau sita dari pengadilan.

7. Penerbitan Sertipikat

Sertipikat diterbitan sesuai dengan data fisik dan data

yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah. Jika di

dalam buku tanah masih ada catatan~catatan vyang

menyangkut data fisik dan data yuridis maka penerbitan
sertipikat tersebut ditangguhkan sampai catatan yang

bersangkutan dihapus.
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Sertipikat sebagai hasil dari pendaftaran tanah
tersebut merupakan tanda bukti atau alat pembuktian yang
kuat sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 19 ayat

(1) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan

Pasal 38 ayat (2) UUPA, karena itu keterangan-keterangan
yang tercantum didalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus
diterima sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang
tidak ada pembuktian yang membuktikan sebaliknya, sehingga
di kemudian hari apabila ternyata data pendaftaran tanah
tidak benar maka dapat dilakukan perubahan atau perbaikan.
Hal ini menunjukkan bahwa sistem pendaftaran tanah yang
dianut baik oleh PP 10 / 1961 dan PP 24 / 1997 adalah sistem

publikasi negatir.

Sistem ini mempunyai kelemahan terutama yang berkaitan
dengan kepastian hukum bagi pemegang hak yang namanya
terdaftar dalam sertipikat dan pihak ketiga yang berkaitan
dengan tanah tersebut serta pemerintah tidak menjamin
kebenaran data atau keterangan dalam sertipikat tersebut.

Berbeda dengan sistem publikasi negatif, pada sistem
publikasi positif, suatu sertipikat tanah yang diberikan
berlaku sebagai tanda bukti hak atas tanah yang mutlak,

serta merupakan satu-satunya tanda bukti hak atas tanah.
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Karakteristik sistem publikasi yang positif ini adalah

sebagai berikut :

1. Pendaftaran tanah/pendaftaran hak atas tanah menjamin

dengan sempurna bahwa nama yang terdaftar dalam buku
tanah tidak dapat dibantah dan tidak dapat diganggu
gugat, meskipun ia ternyata bukan pemilik yang berhak

atas tanah tersebut. Memberikan kepercayaan yang mutlak

kepada buku tanah.

2. Petugas pendaftaran tanah/Pejabat-pejabat balik nama

tanah dalam sistem ini memainkan peranan yang sangat

aktif. Petugas/pejabat tersebut menyelidiki apakah hak

atas tanah yang dipindahkan itu dapat didaftar atau

tidak. Mereka menyelidiki identitas para pihak,

wewenangnya, dan apakah formalitas-formalitas yang

disyaratkan telah dipenuhi ataukah tidak.

3. Hubungan hukum antara bak dari orang yang namanya

terdaftar dalam buku tanah dengan pemberi hak sebelumnya

terputus sejak hak itu didaftar. ze

Untuk perbaikan kelemahan sistem publikasi negatif

tersebut, sebagaimana dinyatakan oleh Arie S. Hutagalung

“...perbaikan sistem pendaftaran tanah tersebut sebenarnya

28) Ibid, hal. 178
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sudah dilaksanakan pemerintah dengan memasukkan tendensi
yang mengarah kepada sistem publikasi positif dalam lingkup
pengaturan prosedur pengumpulan data sampai penyajian data
fisik dan data yuridis yang diperlukan serta pemeliharaannya
dan penerbitan sertipikat haknya, biarpun sistem
publikasinya negatip, tetapi kegiatan-kegiatan yang
bersangkutan dilaksanakan secara seksama agar data yang
disajikan sejauh mungkin dapat dipertanggung jawabkan
kebenarannya, .. “29)

Untuk perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat,
Pasal 32 ayat (2) PP 24/1997, menyatakan bahwa dalam hal
atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara
sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah
tersebut dengan itikad baik dan secara nyata
menguasainya, maka pihak yang merasa mempunyai hak atas
tanah ini tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak
tersebut apabila dalam waktu 5 (1ima) tahun sejak
diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan  keberatan

secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala

29) arie S. Hutagalung, Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum
Tanah, Cet. 1, (Jakarta : LPHI, 2005), hal.82
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Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak
mengajukan gugatan pada pengadilan mengenai penguasaan
tanah atau penerbitan sertipikat tersebut. Hal ini sejalan
dengan lembaga yang dikenal dalam hukum adat vyaitu lembaga
Rechtsverwerking, vyaitu lampaunya waktu sebagai sebab
kehilangan hak atas tanah, kalau tanah yang bersangkutan
selama waktu yang lama tidak diusahakan oleh pemegang
haknya dan dikuasai pihak lain melalui perolehan hak dengan
itikad baik. 30)

Terlaksananya pendaftaran tanah sebagai suatu proses
vyang diakhiri dengan terbitnya sertipikat, manfaatnya
dapat dipetik oleh tiga pihak yaitu :

1. Pemegang hak atas tanah, yaitu untuk keperluan pembuktian
penguasaaan haknya:

2. Pihak yang berkepentingan, misalnya calon pembeli atau
calon Kreditur untuk memperoleh keterangan tentang tanah
yvang akan menjadi objek perbuatan hukumnya;

3. Bagi pemerintah dalam mendukung kebijakan pertanahan

dan perpajakan.31)

30) Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan
Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya), Cet. 10, (Jakarta
Djambatan, 2005), hal.67.

31) Syafrudin Kalo, Kriminalisasi Dalam Kebijakan Pertanahan
Mengenai Pemberian Sertipikat Hak-Hak atas Tanah Menurut UUPA Nomor 5
tahun 1960, Jurnal Keadilan, Vol.4.No.3, Tahun 2005/2006, hal 35.
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C. Pertanggungjawaban Kepala Desa mengenai data tanah dalam

Buku Register tanah tingkat Desa.

Peralihan hak atas tanah bekas milik adat memerlukan
Letter C atau girik, juga keterangan dari Kepala Desa
mengenai tanah tersebut, keterangan mana oleh Kepala Desa /
Lurah diberikan berdasarkan catatan-catatan yang terdapat
pada buku-buku register tanah tingkat desa khususnya
buku tanah, buku register pemilikan tanah dan buku peralihan
hak atas tanah. Dari catatan-catatan pada buku-buku tersebut
Kepala Desa/Lurah mengeluarkan Surat Keterangan Tidak
Sengketa, dan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang
berisi mengenai subjek (pemilik tanah), status tanah, letak,
luas dan batas-batasnya serta mengenai peralihan haknya
apabila sebelumnya ada peralihan hak dari pemilik-pemilik
sebelumnya baik dengan Akta Peralihan Haknya secara di bawah
tangan seperti segel ataupun dengan akta Pejabat Pembuat
Akta Tanah.

Kebenaran data dalam buku register tanah tingkat desa
tergantung pada pengisiannya yaitu apakah sudah dilakukan
secara benar dan pemeliharaan data tersebut dilakukan secara
terus menerus sehingga menjadi data tanah yang dijamin
kebenarannya, dapat dipertanggung jawabkan serta selalu

mutakhir, sehingga dapat dimanfaatkan oleh anggota
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masyarakat yang memerlukan dan memperkecil kesalahan yang
dapat menimbulkan masalah sengketa tanah di kemudian hari.

Pentingnya data tanah yang terdapat dalam buku register
tanah tingkat desa baik untuk mendukung atau melengkapi
proses peralihan hak juga untuk proses pendaftaran tanah
dalam hal ini konversinya maka pertanggung jawaban kepala
desa / 1lurah sangat besar terutama mengenai Jjaminan
kebenaran data tersebut.

Ketidak benaran data tanah implikasinya pada data fisik
dan data yuridis pada proses pendaftaran tanahnya sehingga
sertipikat yang merupakan hasil akhir  dari proses
pendaftaran tanah dapat dibatalkan. Dalam Peraturan Menteri
Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
tahun 1999 tentang pelimpahan kewenangan pemberian dan
pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah Negara, dalam
Pasal 1 angka 12 disebutkan bahwa pembatalan keputusan
pemberian hak adalah pembatalan keputusan mengenai
pemberian suatu hak atas tanah karena keputusan
tersebut mengandung cacad hukum dalam penerbitannya atau
untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum yang tetap.

Jabatan selaku Kepala Desa / Lurah berkewajiban

memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk masalah
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pertanahan dan berwenang mengeluarkan surat-surat yang
diperlukan oleh masyarakat yang ada di wilayah desanya
seperti surat keterangan mengenai tanah bekas milik adat
vyang diperlukan dalam rangka pendaftaran tanah untuk pertama
kalinya. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72
tahun 2005 tentang Desa yang merupakan peraturan pelaksana
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor
8 tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan dalam
Pasal 14 bahwa tugas dan wewenang Kepala Desa adalah
menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan. Untuk melaksanakan tugas dan wewenang
tersebut dalam Pasal 15 diatur kewajiban Kepala Desa di

antaranya :

g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-
undangan;

h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang
baik;
k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa. 32)
Dalam menjalankan jabatannya untuk melayani masyarakat
Kepala Desa dituntut wuntuk menerapkan “asas kecermatan”
sebagaimana dinyatakan Adrian Sutedi : “Setiap Camat dan

Lurah dalam menerbitkan surat keterangan harus menerapkan

‘asas kecermatan’. Asas kecermatan ini merupakan salah satu

32) Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa & Pedoman Pengelolaan
Kekayaan Desa, (Jakarta : Citra Utama, 2007), hal 93-94
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asas formal di dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik.
Asas kecermatan ini dimaksudkan bahwa setiap pejabat TUN
disyaratkan agar pada waktu menyiapkan keluarnya suatu
keputusan harus memperoleh pengetahuan tentang semua fakta
yvang relevan dari semua kepentingan yang terkait, tidak
semena-mena, adil, menghormati hak-hak orang lain ..” 33)

Dari tugas dan kewajiban Kepala Desa tersebut
implementasinya Kepala Desa bertugas melayani masyarakat
desa termasuk di bidang pertanahan seperti memberikan
keterangan mengenai tanah serta menjadi fasilitator atau
sebagai saksi dalam peralihan hak.

Dengan tugas dan kewajiban tersebut Kepala Desa
memiliki peranan yang besar dan mudah terjadi penyelewengan
atau  penyalahgunaan jabatan misalnya tidak melakukan
pencatatan atau salah melakukan  pencatatan mengenai
peralihan hak atau memberikan keterangan secara melawan
hukum atau bahkan memberikan keterangan palsu. Kesalahan
dalam melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut sering
terjadi terutama kekeliruan dalam memberikan surat
keterangan sehingga hal tersebut merugikan masyarakat yang

membutuhkan bahkan dapat menimbulkan sengketa pertanahan

33) Adrian Sutedi, Op.Cit, halaman 181-182.
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seperti yang marak akhir-akhir ini di antaranya timbulnya
sertipikat asli tapi palsu, sertipikat ganda atau tumpang

tindih ataupun sertipikat palsu.

Yang dimaksud dengan sertipikat asli tapi palsu adalah
sertipikat yang secara formal diterbitkan oleh Badan
Pertanahan Nasional / Kantor Pertanahan kabupaten /
Kotamadya setempat, tetapi surat-surat bukti kepemilikan
ataupun surat-surat lain yang dipergunakan sebagai dasar
pembuatan dan penerbitan sertipikat tersebut palsu. 34

Adapun sertipikat ganda atau tumpang tindih adalah 2
atau lebih sertipikat menguraikan satu bidang tanah yang
sama, baik tumpang tindih seluruh bidang maupun sebagian
dari tanah tersebut. 3s) sedangkan yang dimaksud sertipikat
palsu adalah a) sertipikat yang data pembuatannya palsu
atau dipalsukan; b)Tanda tangan Kepala BPN / Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kotamadya dipalsukan; c) Blangko yang
digunakan palsu atau bukan yang dikeluarkan oleh BPN. 36

Untuk kesalahan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban

kepala desa tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban

34) Ibid, hal. 24
35) Ibid.

36) Ibid.
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baik secara perdata atau pidana oleh masyarakat yang

dirugikan, walaupun hal tersebut tidak diatur dalam

PP 24 / 1997. Hal ini sebenarnya suatu kemunduran atau

dekriminalisasi karena dalam PP 10 / 1961 dalam Pasal 42

dan Pasal 44 ditentukan sanksi pidana terhadap

pelanggaran mengenai batas-batas dari suatu bidang tanah

dinyatakan dengan tanda-tanda batas menurut ketentuan yang

ditetapkan oleh Menteri Agraria dan pelanggaran atas

pembuatan akta tentang pemindahan hak atas tanah,
memberikan suatu hak baru atas tanah, atau hak
tanggungan tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria
dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3
(tiga) bulan dan [/ atau denda sebanyak-banyaknya
Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Disamping itu 3juga
dilarang Kepala Desa menguatkan perjanjian mengenai
tanah yang sudah dibukukan jika

a. Permintaan itu tidak disertai dengan sertipikat

tanah yang bersangkutan;

b. Tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam

perselisihan;

c. Tidak disertai surat-surat tanda pembayaran biaya
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pendaftarannya. 37

PP 24 / 1997 tidak mengatur mengenai sanksi pidana
terhadap pelanggaran yang terjadi dalam pendaftaran tanah
dan penerbitan sertipikat, namun hal tersebut bukan berarti
tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana
berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) apalagi
bila ada unsur kealpaan/kelalaian atau penipuan dan paksaan
dalam pembuatan surat keterangan mengenai tanah atau data
fisik dan data yuridis dalam pendaftaran tanah.

Kesalahan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban oleh
Kepala Desa/Lurah tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi
warga masyarakat terutama bila pada akhirnya menimbulkan
sengketa, kerugian mana tidak hanya berupa penderitaan
kerugian ekonomi, tetapi juga menyangkut kerugian
secara sosial, yuridis, keamanan, psikis dan fisik.

Selanjutnya Syafruddin Kalo menyatakan “Paradigma
Hukum Pidana Modern memberikan arahan bahwa ketentuan
pidana, ditujukan untuk mengatur dan mengendalikan tertib
hukum dalam masyarakat, disamping menjamin ditegakkan

rasa keadilan masyarakat atas perbuatan orang per orang

37) Syafrudin Kalo, Op.Cit, hal. 37-38
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atau sekelompok orang yang telah merusak atau

melanggarnya” 3s).

Oleh karena itu Hukum Pidana dapat diberlakukan dalam

bidang pertanahan sehingga dapat diberlakukan KUHP apabila
ada pelanggaran atau kejahatan yang menyangkut pertanahan

seperti perusakan patok tanda batas tanah, memberikan

keterangan palsu atau tidak benar mengenai data tanah (data

fisik dan data yuridis) atau salah dalam membuat surat

keterangan yang dilakukan oleh Kepala Desa, Lurah atau Camat

dan orang yang memohon hak.

Pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang

berhubungan dengan kejahatan pertanahan adalah sebagai

berikut:

1. Kejahatan terhadap penyerobotan tanah diatur dalam pasal

167 KUHP;

2. Kejahatan terhadap pemalsuan surat-surat masing-

masing diatur dalam pasal 263, 264, 266 dan 274 KUHP;
3. Kejahatan penggelapan terhadap hak atas barang tidak

bergerak seperti tanah, rumah, sawah. Kejahatan ini

biasa disebut dengan kejahatan stellionaat, yang diatur

a8) Ibid, hal 38
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dalam Pasal 385 KUHP. 39

Selain pertanggung jawaban pidana, masyarakat yang
dirugikan dapat 3juga meminta pertanggung jawaban secara
perdata, yaitu dengan memakai atau menerapkan asas perbuatan
melawan hukum atau onrechtmatige daad yang berlaku dalam
Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu perbuatan melawan hukum dapat
ditafsirkan sebagai membuat Sesuatu atau melalaikan sesuatu
yang (a) melanggar hak orang lain, (b) bertentangan dengan
kewajiban hukum (rechtsplicht) dari yang melakukan perbuatan
itu, (c) bertentangan dengan baik kesusilaan maupun asas-
asas pergaulan kemasyarakatan mengenai penghormatan diri
orang lain atau barang orang lain.4o)

Kesalahan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban oleh
Kepala Desa / Lurah tersebut dapat menimbulkan sengketa
tanah. Dalam Peraturan Menterj Negara Agraria / Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 1999 tentang Tata
Cara Penanganan  Sengketa Pertanahan, dalam Pasal 1

disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengketa tanah adalah

perbedaan pendapat mengenaij

39) Muhadar, Viktimisasi Kej j
ahat P .
¢ Laksbang Pressindo, 2006), hal.4é ° festanahan, Cet-2, (Yogjakarta

40) syafrudin Kalo, Op.Cit, hal.40
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a. Keabsahan suatu hak;
b. Pemberian hak atas tanah;
c. Pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihannya dan

penerbitan tanda bukti haknya,

antara pihak-pihak yang berkepentingan maupun antara pihak-
pihak yang berkepentingan dengan instansi di lingkungan
Badan Pertanahan Nasional.a1

Menurut Prof.Dr.Maria S.W.Sumardjono, SH.,MCL.,MPA.,
secara garis besar peta permasalahan tanah dapat
dikelompokkan menjadi 5 :

1. Masalah penggarapan rakyat atas tanah areal kehutanan,

perkebunan, proyek perumahan yang ditelantarkan,

dan
lain-lain;
2. Masalah yang berkenaan dengan pelanggaran ketentuan
tentang landreform;
3. Ekses-ekses dalam penyediaan tanah untuk keperluan

pembangunan;
4. Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah;

5. Masalah yang berkenaan dengan hak ulayat masyarakat

41) Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pertanahan 1999,

(Jakarta : Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Pertanahan Nasional,
1999), Hal.202

Pertanggungjawaban kepala..., Siti Hariyani, FH Ul, 2008



53

hukum adat. a2)

Dari segi yuridis praktis, Prof.Boedi Harsono, SH.,
lebih memperinci masalah tanah yang dapat disengketakan
sebagai berikut :

a. Sengketa mengenai bidang tanah yang mana yang dimaksudkan

b. Sengketa mengenai batas-batas bidang tanah

c. Sengketa mengenai luas bidang tanah

d. Sengketa mengenai status tanahnya: tanah Negara atau
tanah hak

e. Sengketa mengenai pemegang haknya

f. Sengketa mengenai hak Yang membebaninya

g. Sengketa mengenai pemindahan haknya

h. Sengketa mengenai penunjuk lokasi dan penetapan luasnya
untuk suatu proyek pemerintah atau swasta

i. Sengketa mengenai pelepasan/pembebasan tanah

J. Sengketa mengenai pengosongan tanah

k. Sengketa mengenai pemberian ganti rugi, pesangon atau

imbalan lainnya
1. Sengketa mengenai pembatalan haknya
m. Sengketa mengenai pencabutan haknya

n. Sengketa mengenai pemberian haknya

42) Arie S. Hutagalung, Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum
Tanah, Cet. 1, (Jakarta : LPHI, 2005), hal.370
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o. Sengketa mengenai penerbitan sertipikatnya
p. Sengketa mengenai alat-alat pembuktian adanya hak atau

perbuatan hukum vyang dilakukan dan sengketa-sengketa

lainnya. &3

Menurut Badan Pertanahan Nasional dalam Petunjuk Teknis

Nomor : O01/JUKNIS/D.V/2007, tanggal 31 Mei 2007 tentang

PEMETAAN MASALAH DAN AKAR MASALAH PERTANAHAN, masalah

pertanahan meliputi permasalahan teknis, sengketa, konflik

dan perkara pertanahan yang memerlukan pemecahan atau

penyelesaian.

Yang dimaksud permasalahan teknis adalah permasalahan
yang dihadapi oleh masyarakat dan atau Badan Pertanahan
Nasional di pusat maupun di daerah berkaitan dengan sistem

perundang-undangan, administrasi pertanahan, atau mekanisme

penanganan yang belum sempurna. Sedangkan yang dimaksud

sengketa adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan

atau persepsi antara orang perorangan dan atau badan hukum

(privat atau publik) mengenai status penguasaan dan atau

status kepemilikan dan atau status penggunaan atau

pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak

tertentu, atau status keputusan tata usaha negara

43) Ibid
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menyangkut penguasaan, pemilikan dan penggunaan atau
pemanfaatan atas bidang tanah tertentu.

Yang dimaksud konflik adalah perbedaan nilai,
kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara warga atau
kelompok masyarakat dengan badan hukum (privat / publik),
masyarakat dengan masyarakat mengenai status penguasaan dan
atau status kepemilikan dan atau status penggunaan atau
pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu,
atau status keputusan tata usaha negara menyangkut
penguasaan, pemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan atas
bidang tanah tertentu, serta mengandung aspek politik,
ekonomi dan sosial budaya. Sedangkan perkara adalah sengketa
dan atau xonflik pertanahan yang penyelesaiannya dilakukan
melalui badan peradilan.

Selanjutnya dalam JUKNIS tersebut juga disebutkan bahwa
jenis sengketa, konflik dan atau perkara pertanahan yang
disampaikan atau diadukan dan ditangani, terdiri dari
masalah yang berkaitan dengan :

a. Penguasaan dan pemilikan tanah;

b. Penetapan hak dan pendaftaran tanah:;
c. Batas atau letak bidang tanah;

d. Pengadaan tanah;

e. Tanah objek landreform;
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f. Tuntutan ganti rugi tanah partikelir;

g. Tanah ulayat; dan

h. Pelaksanaan putusan pengadilan.

Untuk penyelesaian sengketa pertanahan tersebut dapat
dilakukan melalui 3 (tiga) cara, yaitu :

1. Penyelesaian secara musyawarah oleh pihak-pihak yang
bersengketa, dengan atau tanpa bantuan kepala desa /
lurah ;

2. Penyelesaian melalui badan peradilan, yaitu pengadilan
umum atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN):

3. Melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pertanggungjawaban kepala..., Siti Hariyani, FH Ul, 2008



BAB III
TINJAUAN KASUS OVERLAFPING
PENERBITAN SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 500 / COGREG,

KECAMATAN CISEENG, KABUPATEN BOGOR.

A. Proses Jual Beli dan penerbitan Sertipikat Hak Milik
Nomor 500/Cogreg, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor.
Peralihan hak dengan jual beli atas sebidang tanah Hak
Milik Nomor 500 / Cogreg, berasal dari tanah bekas milik
adat yang tercatat atas nama MIMIT TASDIK dengan Letter C

Nomor : 1754, Persil 86.D.1, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah milik Yeni
Sebelah Timur : tanah milik Susi
Sebelah Selatan ¢ tanah milik Juned
Sebelah Barat : tanah milik Ericksen

Untuk proses jual beli tersebut, terlebih dahulu
dilakukan pengecekan surat-surat di Kantor Desa Cogreg
dengan menemui Kepala Desa Cogreg yaitu Bapak EDI JUNAEDI,
untuk mengetahui status tanah tersebut baik mengenai

kepemilikannya, riwayat tanahnya dan ada tidaknya sengketa
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atas tanah tersebut. Dari pengecekan tersebut diperoleh

Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593.3/06/IX/2005, dan

Surat Keterangan Tidak Sengketa keduanya bertanggal 14

September 2005.
Selanjutnya penandatanganan akta Jjual beli dengan
menghadirkan pembeli dan penjual dengan memenuhi persyaratan

jual beli yaitu :

.

1. Syarat Materiil, yaitu mengenai pembeli dan penjualnya

dalam hal ini adalah seluruh ahli waris dari almarhum

Mimit Tasdik dengan membawa Kartu Tanda Penduduk masing-

masing Ahli Waris, Surat kematian dari Almarhum Mimit

Tasdik dan Isterinya, Surat keterangan Waris vyang

diketahui Kepala Desa Cogreg dan Camat Ciseengy, Salinan

Letter C, SPPT PBB, Surat Keterangan Tidak Sengketa, dan

Surat Keterangan Riwayat Tanah yang didalamnya djuga

menyebutkan bahwa tanah tersebut belum pernah dimohonkan
atau diproses sertipikatnya.

2. Syarat Formal, yaitu menandatangani Akta Jual Beli di

hadapan PPAT dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Kepala Desa

Cogreg dan staf desa.

Dengan akta jual beli yang bernomor 56/2005, tanggal

5 Oktober 2005 berikut lampiran berupa:
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a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penjual (Seluruh
ahli waris) dan pembeli;

b. Surat Kematian;

c. Surat Keterangan Waris:

d. Salinan Letter C Nomor 1754;

e. Surat Keterangan Tidak Sengketa;

f. Surat Keterangan Riwayat Tanah;

g. SPPT PBB dan STTS PBB:;

h. Surat Setoran BPHTB (SSB).
Diajukan permohonan konversi di Kantor Pertanahan Kabupaten
Bogor dengan cara pendaftaran tanah secara sporadik. Proses
tersebut selesai dalam waktu 8 (delapan) bulan dengan

diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 500 / Cogreg.

Setelah 6 (enam) bulan sejak Sertipikat Hak Milik Nomor
500 / Cogreg selesai, pemegang hak yaitu Ericksen
memberitahukan bahwa tanah yang dibelinya dan telah selesai
permohonan pendaftaran tanahnya dengan terbitnya sertipikat
Hak Milik Nomor 500 / Cogreg tersebut ternyata sebelumnya
telah bersertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 118 /
Cogreg, Gambar Situasi Nomor 5403 tahun 1985 atas nama MIMIT
TASDIK, sebagaimana penjelasan salah satu ahli waris
kepadanya bahwa diluar pengetahuan ahli waris, sertipikat

tanah (yang lama) ternyata dipegang oleh teman almarhum
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Mimit Tasdik sebagai jaminan hutang akan tetapi tidak

dilakukan pemasangan hipotik dan setelah bertahun-tahun

hutang tersebut lunas alpa mengembalikan sertipikat tersebut

kepada yang bersangkutan.
Dengan kondisi seperti itu pemegang hak yang baru

(Ericksen) dan Para ahli waris Mimit Tasdik sepakat untuk

menyelesaikan masalah sertipikat ganda atau overlap tersebut
secara musyawarah dengan mengajukan permochonan penyelesaian
ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.

Berdasarkan keterangan dari Bapak AGUS TARUNA selaku
Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan, dan Bapak SUKRI selaku
petugas ukur yang menjalankan pengukuran tanah pada proses
pendaftaran tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 500/Cogreg,
terjadinya overlapping sertipikat tersebut dengan Sertipikat
Hak Milik Nomor 118 / Cogreg, karena pada waktu pengukuran
dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 118 /
Cogreg tahun 1985, belum ada proses plotting atau pemetaan
dan juga belum ada peta pendaftaran tanah yang lengkap,
sehingga ketika proses pengukuran dan pemetaan Sertipikat
Hak Milik Nomor 500 / Cogreg, bidang tanah Sertipikat Hak
Milik Nomor 118 / Cogreg tidak terbaca atau terpetakan.
Apalagi pada saat verifikasi data yuridis di Kantor Desa

Cogreg juga menunjukkan bahwa pada buku tanah tingkat desa,
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untuk bidang tanah yang dimohonkan tersebut belum ada
catatan pernah dimohonkan sertipikat. Sehingga kekeliruan
terjadi pada saat pemeriksaan dan pengolahan data pengukuran
dan berakibat pula adanya kekeliruan pada pemetaan dan
pembuatan peta bidang tanah.
B. ANALISA PERMASALAHAN

Dari permasalahan tersebut penyebab terjadinya
overlapping kedua sertipikat tersebut adalah data tanah yang
tidak benar dan tidak lengkap yang terdapat pada Kantor Desa
Cogreg. Sebagaimana penjelasan dari Kepala Desa Cogreg,
Bapak Edi Junaedi, bahwa seperti halnya kantor desa lain di
Kabupaten Bogor, buku-buku register tingkat desa di Kantor

Desa Cogreg juga meliputi :

a.Buku tanah di desa/kelurahan
b.Register pemilikan tanah
c.Keputusan desa

d.Buku pengusahaan kas desa

e.Buku peralihan hak tanah

dan dari catatan yang terdapat pada buku tanah, register
pemilikan tanah dan buku peralihan hak atas tanah itulah
Kepala Desa membuat Surat Keterangan Riwayat Tanah, Surat
Keterangan Tidak Sengketa, dan Salinan Letter C yang menjadi

data pembuatan akta jual beli dan pendaftaran tanah. Dan
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selanjutnya juga menjelaskan bahwa kekeliruan kemungkinan

terjadi pada saat proses pendaftaran tanah untuk Sertipikat

Hak Milik Nomor 118/ Cogreg, seharusnya oleh Kepala Desa

masa itu pada buku tanahnya ditutup atau dimatikan sebagai
catatan bahwa untuk tanah tersebut telah dilakukan
pendaftaran tanah.

Kekeliruan dalam pengisian buku-buku register tanah di

Kantor Desa tidak saja karena faktor kelalaian atau

kesalahan Kepala Desa atau perangkat desa, tetapi juga

karena faktor kurangnya pengetahuan tentang peraturan di
bidang pertanahan, juga pengetahuan bagaimana administrasi

pemerintahan yang baik, disamping itu Jjuga ketiadaan dana
untuk pemeliharaan buku-buku register tanah di Kartor Desa.

Menurut Bapak YODI ERMAYA M.S., Kepala Sub Bagian
Pemerintahan Desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor,
tingkat pendidikan Kepala Desa dari 411 desa yang ada di
Kabupaten Bogor hanya 5 % (lima Persen) Sarjana, dan sisanya

94 % (Sembilan puluh empat persen) berpendidikan Sekolah

Menengah Atas, bahkan ada beberapa Kepala Desa (1 %)

yang
berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) . Adapun
Perangkat Desa rata-rata berpendidikan SMP - SMA. «4) Dan

44) vawancara pada dengan Bapak YODI ERMAYA M.S. tanggal 29 Oktober 2007
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Kondisi seperti itu serta terbatasnya pengetahuan mengenai
pertanahan berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat
vyang memerlukan khususnya yang menyangkut pertanahan.

Selanjutnya menurut IRWAN PURNAWAN dan DONI RAMDHANI,
Staf bagian Tata Pemerintahan Pemerintah Daerah Kabupaten
Bogor menyatakan bahwa untuk pembinaan dan penyuluhan
masalah pertanahan yang seharusnya dilakukan minimal 1 kali
dalam setahun terhadap para kepala desa tidak dapat
dilakukan secara langsung, tetapi pembinaan dilimpahkan
kepada camat yang biasanya dengan melakukan Rapat Mingguan.
Pembinaan atau pembekalan termasuk masalah pertanahan yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten hanya pada saat
pelantikan Kepala Desa.as)

Terbatasnya pengetahuan di bidang pertanahan
menyebabkan Kepala Desa mudah melakukan tindakan
penyalahgunaan wewenang serta melakukan tindakan yang
kontradiktif seperti membuat Letter C baru, padahal sudah
ada Surat Edaran Menteri Keuangan melalui Dirjen Pajak No.

SE-15/PJ.6/1993 tanggal 27 Maret 1993 yang melarang Kantor

45) Wawancara dengan IRWAN PURNAWAN dan DONI RAMDHANI pada tanggal
29 Oktober 2007
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Pajak Bumi dan Bangunan menerbitkan girik, petuk pajak

bumi atas permintaan seseorang atau badan untuk digunakan

Sebagai bukti hak dan Surat Edaran No. SE-32/PJ.6/1993,

tanggal 10 Juni 1993 yang salah satu isinya melarang

menjadikan girik dan sejenisnya sebagai dasar status hukum /

hak atas peralihan hak atas tanah. Mengenai hal ini BINSAR

H. MANIK, Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan pada kantor

Pertanahan Kabupaten Bogor, menyatakan bahwa kantor

Pertanahan sendiri juga meminta adanya salinan girik atau
Letter C dalam Proses Pendaftaran Tanah untuk pertama

kalinya, sehingga Kepala Desa tetap mengeluarkan Salinan
Letter C / girik, namun seharusnya Salinan Letter C / Girik

yang diberikan adalah Letter C dari pemilik asal atau Letter

C yang telah ada sebelum tahun 1993, karena setelah tahun

1993, Letter C atau Girik sudah dihapus digantikan dengan

pajak Bumi dan Bangunarn.46)

Mengenai terjadinya overlapping, BINSAR H. MANIK

menjelaskan bahwa penerbitan sertipikat lama yaitu SHM Nomor

118 / Cogreg, Gambar Situasi Nomor 5403 tahun 1985 masih

mengacu pada PP 10/1961 dimana pada masa itu belum ada peta

2007 46) Wawancara dengan BINSAR H. MANIK pada tanggal 14 November
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tunggal untuk satu wilayah Kabupaten Bogor, melainkan ada
beberapa peta diantaranya peta desa dan peta garis yang
dipergunakan untuk keperluan pajak yaitu Pajak Bumi dan
Bangunan melalui SISMIOP 47), selain itu juga belum adanya
proses plotting atau pemetaan. Berbeda setelah berlakunya PP
24/1997, sudah dibuat peta foto/citra atau ekonos dan
pengelolahan data juga sudah mulai komputerisasi dan memakai

Global Position System (GPS) untuk menentukan koordinat

bidang tanah walaupun GPS  baru diterapkan pada
tanah~tanah luas untuk perumahan perumahan atau tanah-
tanah milik perusahaan - perusahaan / Badan hukum. Dengan

adanvya PP 24/1997 memperkecil kemungkinan terjadinya

overlapping.as

Pada umumnya yang menjadi kelemahan pelaksanaan
pendaftaran tanah adalah kegiatan manajemen dokumentasi

pertanahan (dalam pemeliharaan data pendaftaran tanah)

47) SISMIOP atau Sistem Manajemen dan Informasi Objek Pajak adalah
suatu sistem pendekatan informasi pengadministrasian data PBB yang
terpadu dan menyeluruh meliputi kegiatan-kegiatan pengumpulan data objek
dan subjek pajak (pendaftaran, pendataan, dan penilaian), pemberian
identitas (NOP), pemeliharaan, serta pemuktakhiran data sampai hasil
keluarannya yang berupa SPPT, STTS, dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak
(DHKP) yang berhubungan dengan SISTEP dan SISLAP,48)

48) Wiratni Ahmadi, Sinkronisasi Kebijakan Pengenaan Pajak Tanah

Dengan Kebijakan Pertanahan di Indonesia, Cet. 1, (Bandung : Refika
Aditama, 2006), hal 170.

49) Wawancara dengan BINSAR H. MANIK pada tanggal 14 November 2007.
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sehingga kesulitan mencari dokumen yang diperlukan dan

kegiatan pengukuran pemetaan. Dalam kegiatan pengukuran dan

pemetaan, kelemahan mendasar adalah penerbitan sertipikat

tidak diikuti dengan pembuatan peta pendaftaran, sehingga

timbulnya kasus sertipikat ganda, tumpang tindih atau

overlapping diakibatkan

oleh belum dipetakannya bidang-—

bidang tanah terdaftar dalam peta pendaftaran, selain itu

kurang tersedianya peta skala besar yang merupakan salah
satu sarana penting dalam melaksanakan pendaftaran tanah

yang menyebabkan bidang-bidang tanah terdaftar tidak bisa
dipetakan.

Penyelesaian masalah overlapping ini dilakukan dengan
pembatalan sertipikat Hak Milik Nomor 500 / Cogreg oleh

Kantor Pertanahan Bogor dengan alasan terdapat tumpang

tindih hak atas tanah serta data yuridisnya tidak benar

sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tatacara

Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak

Pengelolaan, dalam Pasal 104 ayat (2) menyebutkan bahwa

pembatalan sgertipikat hak atas tanah karena cacad hukum

administratif dalam penerbitan keputusan pemberian dan/ atau

sertipikat hak atas tanahnya atau melaksanakan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
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Untuk pembatalan hak karena cacad administratif dalam
penerbitannya dapat dilakukan karena permohonan yang
berkepentingan atau oleh pejabat yang berwenang tanpa
permohonan, selanjutnya dalam Pasal 107 disebutkan cacad
administratif meliputi :

a. Kesalahan Prosedur;

b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
c. Kesalahan subjek hak;

d. Kesalahan objek hak:;

e. Kesalahan jenis hak;

f. Kesalahan perhitungan luas;

g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;

h. Data yuridis atau data fisik tidak benar atau

i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.

Pembatalan sertipikat Hak Milik Nomor 500 / Cogreg
dengan dibuatkan Berita Acara, selanjutnya dilakukan proses
Pemecahan / Pemisahan sertipikat Hak Milik Nomor 118 /
Cogreg. Untuk keperluan tersebut Akta Jual Beli Nomor 56 /
2005, tanggal 25 Oktober 2005 yang menjadi dasar peralihan
haknya Jjuga harus diperbaiki / direnvoi pada bagian
keterangan mengenai hak atas tanah vyaitu yang semula

disebutkan Letter C Nomor 1754, Persil 86.D.1 dicoret dan
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diganti menjadi sebagian dari sertipikat Hak Milik Nomor 118

/ Cogreg.

Perbaikan atau revisi sertipikat yang disarankan oleh
Kantor Pertanahan Bogor tersebut sesuai dengan sistem
pendaftaran tanah yaitu sistem publikasi negatif
vang dianut PP 24/1997, sehingga karena data pendaftaran
tanahnya tidak benar maka dapat dilakukan perubahan atau

perbaikan.

Sistem publikasi negatif ini mempunyai kelemahan
terutama yang berkaitan dengan kepastian hukum bagi pemegang
hak yang namanya terdaftar dalam sertipikat damn pihak ketiga
yang berkaitan dengan tanah tersebut serta pemerintah tidak
menjamin kebenaran data atau keterangan dalam sertipikat
tersebut.

Persoalan tumpang tindih atau overlapping sertipikat
tersebut secara langsung menimbulkan kerugian bagi pihak
pembeli, kerugian mana tidak hanya berupa timbulnya biaya
untuk perbaikannya tetapi juga menimbulkan ketidak pastian
mengenai hak penguasaan dan kepemilikan atas tanah tersebut,
padahal ia selaku pembeli yang beritikad baik haruslah
mendapat perlindungan hukum. Kesalahan dalam melaksanakan
tugas dan kewajiban kepala desa dapat dimintakan pertanggung

jawaban baik secara perdata atau pidana oleh masyarakat yang
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dirugikan, akan tetapi penyimpangan fungsi Kantor Pertanahan
dalam melakukan pelayanan administrasi pertanahan atau
malpraktek, belum memiliki aturan yang menjelaskan secara

spesifik.

Penyelesaikan sertipikat ganda dan overlapping
Sertipikat Hak Milik Nomor 500 / Cogreg dan Sertipikat Hak
Milik Nomor 118 / Cogreg, Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
pada akhirnya membatalkan atau menghapus sertipikat Hak
Milik Nomor 500 / Cogreg, dan selanjutnya tanah yang dijual
belikan dengan Akta Jual Beli nomor 56 / 2005, tanggal 25
Oktober 2005 tersebut dilakukan proses pemecahan / pemisahan
dari sertipikat Hak Milik Nomor 118 / Cogreg atas nama Mimit
Tasdik, sehingga terbit sertipikat baru yaitu Sertipikat Hak
Milik Nomor 530 / Cogreg, dengan  Surat Ukur  Nomor
09/Cogreg/2006, tanggal 23-02-2006 atas nama Ericksen dan
Sertipikat Hak Milik Nomor 527/Cogreg, dengan Surat Ukur

Nomor 17/Cogreg/2007 atas nama sepuluh ahli waris dari

Almarhum Mimit Tasdik.

Atas masalah ini pihak pembeli dapat meminta
pertanggungjawaban Kepala Desa atas kesalahan dalam
pemberian data tanah yang tidak benar atau tidak akurat, dan
ketidakcermatan dalam menerbitkan Surat Keterangan mengenai

tanah, sehingga menimbulkan kerugian materiil berupa biaya
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yang harus ditanggung untuk penyelesaian sertipikat tersebut
di Kantor Pertanahan. Pertanggung jawaban secara perdata
dapat dimintakan dengan dasar perbuatan melawan hukum atau
onrechtmatige daad vyang berlaku dalam Pasal 1365 KUH
Perdata: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yYyang membawa
kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang vyang karena
salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian”.
Demikian juga terhadap Para Ahli Waris (Penjual) juga dapat

diminta pertanggung jawaban secara perdata.
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1. Penyebab terjadinya Overlapping atau tumpang tindih
atau sertipikat ganda tersebut antara lain :

a. Data yang mendukung proses pendaftaran tanah untuk
pertama kali tidak akurat kebenarannya, sehingga
menimbulkan kesalahan 1letak, batas-batasnya, luas
dan kepemilikannya. Hal ini disebabkan :

a.l. Tidak lengkapnya pencatatan peralihan hak atas
tanah-tanah milik adat, sehingga catatan pada
buku-buku register tanah sering kali tidak
menunjukkan data yang sebenarnya;

a.2.Tidak terpeliharanya buku-buku register tanah di
kantor desa, sehingga terdapat data tanah yang
hilang atau tidak lengkap akibat kurangnya
pengetahuan mengenai tata cara pengisian
buku-buku register tanah, pemeliharaan dan
penyimpanannya.

a.3. Kurangnya pengetahuan Kepala Desa dan aparat
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pemerintahan desa khususnya mengenai peraturan
di bidang pertanahan dan juga pelaksanaan
administrasi pemerintahan vyang sesuai dengan
asas—asas tata pemerintahan yang baik akibat
terbatasnya pembinaan, bimbingan dan penyuluhan

yang dilakukan pemerintahan daerah;
b. Tidak adanya peta pendaftaran tanah yang lengkap,
khususnya untuk tanah-tanah yang didaftar
berdasarkan PP 10/1961 atau sebelum berlakukan PP

24/1997;

2. Penyelesaian masalah Overlapping Sertipikat sesuai

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tatacara
Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak
Pengelolaan, Kantor  Pertanahan dapat membatalkan
sertipikat baik atas permohonan pihak yang
berkepentingan ataupun berdasarkan kewenangan Pejabat
Kantor Pertanahan. Hal ini sesuai dengan sistem
publikasi yang dianut PP 24/1997 yaitu Sistem Publikasi
negatif yang mengandung unsur positif. Oleh karena itu
Sertipikat Hak Milik Nomor 500/Cogrek yang overlapping
dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 118/Cogreg dibatalkan

dan selanjutnya peralihan hak berdasarkan Akta Jual
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Beli Nomor 56/2005, diproses melalui pemecahan

sertipikat bukan pengakuan hak.

3. Pertanggungjawaban Kepala Desa atas kesalahan dalam

memberikan data yang dipergunakan sebagai dasar

Peralihan Hak dan pendaftaran tanah antara lain:

a. Pertanggungjawaban Pidana yaitu berdasarkan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana, pasal-pasal yang
berkaitan dengan kejahatan pertanahan antara
lain:

a.l. Kejahatan terhadap penyerobotan tanah diatur
dalam pasal 167 KUHP;

a.2. Kejahatan terhadap pemalsuan surat-surat
masing-masing diatur dalam pasal 263, 264, 266
dan 274 KUHP;

a.3. Kejahatan penggelapan terhadap hak atas barang
tidak bergerak seperti tanah, rumah, sawah.
Kejahatan ini biasa disebut dengan kejahatan

stellionaat, yang diatur dalam Pasal 385 KUHP.

b. Pertanggung Jjawaban secara perdata, yaitu dengan
memakai atau menerapkan asas perbuatan melawan hukum
atau onrechtmatige daad yang berlaku dalam Pasal

1365 KUH Perdata:;
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c. Sanksi Administratip berdasarkan ketentuan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, vyaitu
berupa teguran, Pemberhentian Sementara sampai
Pemberhentian Tetap dari jabatan kepala Desa;

B. Saran—saran
1. Meningkatkan penyuluhan dan pembinaan terhadap Kepala

Desa dan aparat pemerintahan desa mengenai peraturan-

peraturan pertanahan khususnya yang menyangkut tata

cara pengisian buku-buku register tanah, pemeliharaan
dan penyimpannya, sehingga mengetahui bahwa buku-buku
register tanah tersebut juga merupakan arsip atau
dokumen negara Yyang tidak boleh dikuasai atau
disimpan secara pribadi oleh kepala desa atev aparat
desa, sehingga menghambat dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat yang membutuhkan;

2. Meningkatkan bimbingan dan penyuluhan dari pemerintah
daerah (kabupaten/Kotamadya) terhadap Kepala pDesa
mengenai tata pemerintahan yang baik, sehingga ada

kesadaran untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya
terhadap masyarakat.

3. Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri
Sipil, sehingga walaupun ada pergantian Kepala

Desa tetap ada aparat desa yang menangani dan
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mengerti tata cara pengisian buku-buku register

tanah, pemeliharaan dan penyimpanannya secara
berkesinambungan;

Data Fisik dan Data Yuridis yang diumumkan di Kantor
Desa hendaknya diarsipkan atau dibukukan, sehingga
memperkecil kemungkinan untuk tanah yang sudah pernah
dimohonkan sertipikatnya dilakukan peralihan hak
dengan memakai Salinan Letter C sebagai dasar
kepemilikan dan pada buku tanah dari tanah yang sudah
dilakukan pendaftaran tanah atau pensertipikatan
diberi catatan mengenai hal tersebut.

Meningkatkan penyuluhan dan pembinaan terhadap PPAT
Camat dan PPAT-Notaris berkenaan dengan Peraturan
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2006
dan PP 37/1998 khususnya yang menyangkut peralihan
hak atas tanah milik adat;

Penerapan ketentuan Pasal 54 ayat (4) dan (5)
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1
tahun 2006, tanggal 16 Mei 2006 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998
tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah,
untuk peralihan hak tanah yang belum bersertipikat,

dilakukan pengukuran terlebih dahulu sehingga atas
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bidang tanah tersebut sudah ada NIB (Nomor

Identifikasi Bidang) tanahnya, sehingga diharapkan

dapat mengurangi kekeliruan letak, luas atau batas-

batasnya.

7. Meningkatkan transparansi dan keaktipan pejabat

kantor pertanahan dalam pengumpulan, penelitian dan
pengolahan data fisik dan yuridis dalam proses
pendaftaran tanah untuk pertama kali atas bidang-
bidang tanah yang belum bersertipikat, sehingga
pendaftaran tanah yang merupakan realisasi dan
konkretisasi dari catur tertib pertanahan diharapkan

dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi

penguasaan dan pemilikan tanah.
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WAWANCARA DENGAN KEPALA DESA COGREK
(Bapak EDI JUNAEDI)
T : Pendidikan terakhir Kepala Desa
J : Sekolah Menengah Umum (SMU), walaupun ada
beberapa periode sebelumnya yang berpendidikan
SMP.
T : Buku-buku register tanah yang dimiliki kantor
desa Cogrek, meliputi apa saja?
J : sama dengan kantor desa lain, buku-buku register
yang ada antara lain : Buku Tanah (Buku Register
tanah), Buku Register Pemilikan Tanah, Buku Peralihan

Hak (Mutasi), Buku pengusahaan kas desa, Buku
Keputusan Desa;
T : Bagaimana pemeliharaan dan penyimpanan buku-buku

register tanah tersebut?

J : memang untuk pemeliharaan dan penyimpanan buku-
buku tersebut kurang memenuhi syarat administrasi
yang baik, karena dana untuk itu sanqgat terbatas,
seperti pengadaan iemari penyimpanan kurang memadai,

sehingga seringkali buku-buku tersebut X%Xhususnya buku

register tanah dibawa dan disimpan di rumahk kepala

desa.

T : Pendidikan rata-rata staaf Desa Coqgieck?
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J : SMP - SMA

T : Apakah pernah dilakukan bimbingan, atau pembinaan

dari kecamatan atau kantor pertanahan yang berkaitan

dengan cara pengisian dan pemeliharaan buku-buku

register tanah?

J : Ada bimbingan dan pemhinaan yang dilakukan Camat,
seperti rapat mingguan yang wajib dihadiri kepala
Desa dan stafnya, namun pada umumnya menyangkut
masalah program kerja yang berkaitan dengan program
pembangunan, sosial, ekonomi, pendidikan dan masalah-

masalah yang ada dalam masyarakat desa.

T Dalam hal ada pengumuman data yuridis dan datsa
fisik suatu bidang tanah vang dimohonkan
sertipikatnya, apakah ada dibuatkan pembukuan/arsio
pengumuman tersebut?

J : Tidak ada buku khusus untuk itu, walaupun ada
bidang-bidang tanah tertentu yang disimpan seperti

bila ada pihak yang mengajukan keberatan.

T : Berapa banyak tanah-tanah di wilayah desa Cogrek
yang sudah bersertipikat (dalam prosentase)?

J Tidak ada data pasti, namun diperkirakan sekitar
25 % (dua puluh lima Persen).

T :

Berapa banyak permasalahan tanah yang terjadi di
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desa Cogrek dan bagaimana cara penyelesaiannya?

J : Tidak ada data pasti, namun bila ada permasalahan

biasanya diselesaikan secara musyawarah.
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WAWANCARA DENGAN
Pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten BOGOR

(BINSAR H. MANIK, dan MEDI L.)

T Jumlah sengketa tanah yang ada di wilayah Kantor

Pertanahan Xab. Bogor, dan jenis sengketanya?

J : mengenai jumlah dan jenis sengketa tanah di Kantor

Pertanahan Kabupaten Bogor, dibuatkan laporan per

trisemester.

T :Berkaitan dengan penerbitan SHM Nomor 500/Cogrek,

yang ternyata overlapping dengan SHM Nomor 118/Cogrek,

apa yang kemungkinan menjadi penyebab sehingga terjadi

overlapping?

J : belum adanya satu peta dasar pendaftaran tanah di

Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor pada masa berlakunya

PP 10 Tzhun 1961, sehingga bidang tanah Hak Milik No.

118/ Cogreg belum terpetakan.

L)

i Mengenai Peta Dasar Pendaftaran Tanah Kabupaten

Bogor.

J : Pembuatan peta dasar di

Kantor Pertanahan
Kabupaten Bogor dimulai

sekitar tahun 1990 an dan

dengan berlakunya PP 24 tahun 1997 menerapkan GPS yang

menghasilkan foto citra/ekonos, sehingga pendaftaran
tanah pertama kali

(Initial registration) atas bidang
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ada dapat dilakukan pemetaaan dengan lebih baik, dan
hal ini mengurangi terjadinya overlapping.

T : Perbedaan mendasar Proses Pendaftaran Tarah PP
10/1961 dan PP No. 24/1997.

J : Proses tidak banyak berbeda, hanya mengenai
proses pengukuran, pemetaar dan pengelolaan détanya,
PP 24/1997 sudah mengunakan tehnologi modern yaitu
memakai GPS dan komputerisasi.

T : bagaimana pembinaan dan bimbingan terhadap kepala
desa yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor?
J Pembinaan dan penyuluhan tidak memungkinan
dilaksanakan secara rutin dan langsung kepada kapala
Desa karena terbatasnya petugas dan dana yang
tersedia, melainkan dilimpahkan ke Camat. Pembinaan
dan penyuluhan terhadap Camat minimal dilakukan pada
saat p=2iantikan sebagai PPAT

T : Berkaitan dengan sengketa tanah, apakah ada
pejabat atau staaf Kepzla Desa yang diminta
pertanggungjawaban baik secara pidara atau perdata?

J : tidak ada data, walaupun dalam sengketa tanah
khususnya yang menyangkut penguasaan dan pemilikan

tanah ocberapa berkaitan dengan girik atau Letter C.
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WAWANCARA DENGAN
PEJABAT PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

(Bag.Pemerintahan Desa)

T : jumlah Kepala desa di Kabupaten Bogor?

J : Di wilayah kabupaten Bogor, terdapat 411 orang

Kepala Desa

T Tirgkat pendidikan Kepala Deca?

J : 94 % berpendidikan SMA, 5 3% Sarjana dan ada

beberapa berpendidikan SMP tetapi memiliki pengalaman

dalam pemerintahan desa

T : Prosentase sengketa tanah yang diiaporkan dan
penyelesaiannya®?
J : tidak ada data pasti, karena beberapa kasus

perdata tidak dilaporkan ke Pemda, walaupun di pemda

ada bagian advokasi yang mendampingi kepala desa dalam

prosecs perkara pidana atau perdata, tapi tidak

dimanfaatkan secara maksimal sehingga data pasti

mengensi masalah yang menyangkut kepala Desa tidak

tercatat secara pasti jumlah dan jenis masalahnya.
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T : Berkaitan dengan sengketa tanah, apakah ada:
pejaba* Kepala Desa atau staaf Kepala Desa yang
diminte pertanggungjawaban baik secara pidana atau
perdata, atau mendapat sanksi administracif?

J : Ada beberapa, jumlahnya tidak banyak tapi tidak

menggambarkan jumlah pastinya

. T : Mengenai penyuluhan hukum khususnya Dbidang

pertanahan, seberapa sering diadakan penyuluhan dan
pembinaan untuk Kepala Desa dan Staaf kantor Desa?

J ¢ karena terbatasnya pétugas dan biaya, maka
pembinaan dan penyuluhan tidak dilakukan secara rutin
minimal 1 kali setahun. Dengan bekerjasama dengan
Kantor Pertanahan pembinaan dan penyuluhan dilakukan
secara berjenjang yaitu dilakukan kepada para Camat
dan selanjutnya Camat yang melakukan pembinaan dan
penyuluhan kepada para kepala desa dengan mengadakan
Rapat Mingguan.

T : Mengenai Buku-buku register yang ada di kantor
desa apakah ada keseragaman jumlah dan jenisnya serta
peraturan daerah yang mengatur atau Yyang menjadi

acuan.

J : rata-rata kantor desa memiliki buku register

minimal Buku Register Tanah, Buku Peralihan atau
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Mutasi Tanah, Buku pengusahaan kas desa dan buku

keputusan desa, walaupun jenis buku administrasi yang

diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan

Keputusan Bupati lebih banyak jumlah dan jenisnya.
T : Apakah ada semacam pemeriksaan atau pembinaan

mangenai cara pengisian, pemeliharaan dan menyimpanan

buku-buku register tersebut?

J : pemeriksaan atau pembinaan secara langsung tidak

ada, tetapi dilimpahkan ke Camat.
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BUKU TANAH DI DESA

~ T e e A T S T e e S e Ty M°del A'G
TERDAFTAR DALAM SSRTIFIKAT/ GIRIK / w
No | NN P GaNG | LETER C/SPPT ot oam | SEWRE N A SNYA | PENGGUNAA | RRNAYAT IPERUBAAN | KETERANGAN
NOMOR |  ATASHAMA  INOPERSL] LUAS(M) SEBELAH{USBY) |  TANDABATAS
_d 2 I I Y I 6 i B T o TN T T A 13
|
S A, : U ST B S S
} R B NMM7 o el .
Tata Cara Pengisian :
Kolom 1 Diisi dengan, nomor urut pencatatan ‘
Kolom 2 Diisi dengan, nama pemilik alau pemegang hak atas tanah
Kolom 3 Diisi dengan, nomor girik / leter C / sertifikat
Xoiom 9 Diisi dengan, atas nama yzng tercantum dalam girik / leter C / seriifizal
Kolom § Diisi dengan, nomor persil yang tercantum dalam girik / leter C / serifikat
Kolom & Diisi dengan, iuas fisik lahan yang sebenamya dalam satuan meter persag: jiks sudah diukur oleh tembaga yang berwenang
Kolom 7 Diisi dengan, keadaan fisik lahan darat atau sawah
Kolom 8 Diisi dengan, nama kampuna/blok yang dilengkapi dengan nama RT dan RW dimana lahantanah tersebut berada
Kolom % Diisi dengan, nama-nama pemilik tanah atau sesuatu yang berbatasan langsung dengan lahanftanah milik desa
Kolom W Diisi dengan. vang menjadi ciri atau tanda batas
Kolom ® Diisi dengan, penggunaan alasi tanah tersebut
Kolom % Diisi dengan, riwayat perubahan atau beralih kepemilikannya tanah
Kolom B8 Diisi dengan, catatan yang diperiukan
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BUKU REGISTER MUTASI TANAH TAHUN ..............

o i Model F.4
B TANAH YANG TERDAFTAR DAN
r SERTIFIKAT / GIRIK / LETER 'C / SPPT TELAH DIMUTASIKAN HAKNYA
NO | TANGGAL . BATAS-BATAS KE=ADA NAMA, OLEH NAMA, BENTUK
“OMOR ATASNAMA  NO.PERSIL| LUAS (M) | ¢coc 0 (USBT) LOKASI UM R, ALAMAT UMUR, ALAMAT ) SELUAS (M))| PERALIHAN |KETERANGAN
D 3EBAGAI) (SEBAGAY) HAK

7

m

S

10

11

12

13
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Gb. 3-1. Skema Pemrosesan Pendaftaran Tanah Sporac}ik

{Sumber: Henderi Kusuma Wijaya, 2000},

yanig ditujukan kepada

H.epala Kantor Penznzhan

unuk kegiatan-kegiatan:

. Pengukuran bidang
tanah untuk
kepetluan rerienty,

. fendaftar kas. baru
berdasarkan alat
bukti sebapainana
dimaksud dalam
Pasal 23 PP 24/1997.

. Mendaftar hak lama
scbagaimana
dimaksud Pasal 24
PP 24/19917.

Permolionan tersebut di a1as

disertai dzngan dokumen

asli yang membuktikan
pemilikan/penguasaan
tanah.

80

MASUKAN =] PROSES ["®| KELUARAN
Permohonan pendaftaran Pemeriksaan surat Surat Keputuszn
tanaty/sertifikat oleh > permohonun beserna pl men gendi usulas
masyarakat baik secara persyarstan oich pemohon
individu mavpun massal Keoala Kartor

|

Y
Penguiiuran dan Titik-titik Dasar Teknik
penetapan Titik-titik i Orde 2. 3 dars & dalum
Dasar Tekaik okeh sistem koozdinat
Seksi Pengukuzan dan nasional (T 3%
Pendafiacan Tanah

20V

]

Y

Pengutwran dan
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Peta Dasar Pendattaran
Pemetasn Dasar Tanah:
Pendafizran Tanah . Skela 1:1000 aau
dengan eara teresieial.  t——{p febih besar uniuk
fotogrametrik: atay daerxh perkotaan.
metode hin oleh Seksi . Skala 1:2500 wau
PIT. febih besar uniuk
dagtah
penanian/petdessan
e Skia 11000 atau
lebih besar untuk
daerah petkehunan
besar.
| 3
h 4
Pemohon menunjuidan
batas-batas bidang
Goah vang Kesepak batas
bersangkutan dengan =P paus l:i‘;:::-:'i?ang
tidang-bidang wanah tasah yang berbatasan.
yang berbatasan
+ J
Peretapan batas bidang
unzh dan pemasangan
anda baias oleh
Petugas Ukur dari
Kantow Berisnatan




v .

Pengukuran bidang-bidang Risalah Pénelitian Data
tanab yang telah diberi Nomor » Yuridis dan Penciapan
1demnifikast Bidang (NIB) Batas.

Tanah oleh Scksi P2T.

¥

Pengeploian bidang-bidang
tanab pada Peta Dasar
Pendafiaran Tanah oleb Seksi

P27
|

S
Pembuatan Gambar ukur R
bidang-bidang tanab oleh Seksi /-3

Pengunmman mengenai dRo
data fisik dan data yuridis @
bidang 1anah dan peta bidang
tanzh sclama 60 hari di Kantor
Pertanahan dan Kantor Kepala
Desa/Kelurahan ataw pada
sebuah Harian Umum setempat
21au di lokasi 1anah tersebut atas
biaya pemohon.

mengenal
data fisik

v
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Pengesahan Berita Acara N "

mengenai data yuridis dandata | P Beria Acara

fisik oleh Kepala Kantos Pengesshan Data

Perarahan. Fisik dan Data
+ PETA

Pengesaban Peta Pendafiaran ' PENDAFTARAN

':::hokh Kepala Kautor p| TANAH




R

Pembukuan bidang-bidang tanah BUKU TANAH
olch Scksi P2T

[ ]

i 4 Y
Pengutipan Pengutipan
Buku Tanah Surat Ukur dari
Peta
Pendaftraran
Tanah

v

Pengzabungan kutipan Buku
Tznah dan Surat Ukur

Y

Penandatanganan Sertifikat oleh SERTIFIKAT
Kepala Kantor Pertanahan, Hak Atas Tanah
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Organisasi dan Fungsi Kantor'Pertanahan
" Gambar‘3:2 Bagan Struktur Or
{Sumber:

ganisasi Kantor Pertanahan,
Keputusan Kepala BPN No. 1 Tahun 1989).

Sub
Bagian
Tata Usaha
[ 1
Urusan Urusan Umum
2 Keuangan
J ! { |
Scksi - Scksi Seksi Seksi
Pengaturan Penatagunaan Hak-hak Atas Pengukuran
Penguasaan Tanah Tanah dan
Tanah (PGTY Pendaftaran
(PPT) (HAT) Tanah (P2T)
—_— ] j
Sub Scksi Sub Scksi Sub Scksi Sub Scksi
Penataan Data Pemberian Hak Atas Pengukurun,
— Penguasaan dan | Penatagunaan | Tanah =] Peinctaan din
Pemilikan Tanah Konversi
Tanah
<
Sub Seksi Sub Seksi Sub Seksi Sub Seksi
Pengendalian Rencana dan - PengadaanTanah | ) | Pendafiaran
—1 Penguasaan dan Bimbingan — Hak
Pemilikan Penalagunaan dan Infonmasi
Tanah Tanah
Sub Seksi Sub Seksi
- Penyelesaian —)  Peralihan
Masalah Hak,
Pertanshan Pembebanan
Hak. dan
PPAT
83 '
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KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

KiEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 34 TAHUN 2007
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN DAN PENYELESAIAN

MASALAH PERTANAHAN

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :oa

Mengingat L

Menetaphan

bahwa dalam rangka percepatan penanganan dan penyelesaian -
masalah pertanahan, sesuai peta sebaran kasus sengketa dan konflik

pertanahan diseluruh wilayah Indonesia Badan Pertanahan Nasjonal

Rl Cq Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan

Konflik Pertanahan telah menyusun 10 (sepuluh) petunjuk teknis

penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan;

bahwa pemberlakuan 10 (sepuluh) petunjuk teknis dimaksud perlu

ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2043;

Peraturan Presiden Reputlik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006
tentang Badan Pertanahan Nasional; ,
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik !l]dOl]CSla
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pcrianahan Nasional Republik Indonesia; . .
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2006 ‘tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Menyatakan berlaku 10 (sepuluh) petunjuk tcknis penanganan dan
penyelesaian masalah pertanahan yang meliputi :
).

2.

)

0.

Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS/DV/2007 tentang Pemetaan
Masalah dan Akar Masalah Pertanahan.
Petunjuk Teknis Nomor £2/JUKNIS/DV/2007 tentang Tata Laksana
Loket Penerimaan Pengaduan Masalah Pertanahan.
Petunjuk  Teknis  Nomor  03/JUKNIS/DV/2007  tentang
Penyelenggaraan Gelar Perkara. .
Petunjuk Teknis Nomor 04/JUKNIS/DV' 2007 tentang Penelitian
Masalah Pertanahan.
Petunjuk Teknis Nemor 05/JUKNIS/DV:2007 tentang Mekani-ne
Pelaizsanaan Mediasi.
Petusjuk Teknis Nomer 00/JUKNIS/DV/2007 tentang Berperkara di
Pengadilan dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan Pengadilan.

-
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.

7. Petunjuk Teknis Nomor G7ZJUKNIS/DV/2007 tentang Penyusunan
TasRdA ¥ rngoionan Data (RPD)

8. Petunjuk Tzkais Nomor 08/JUKNIS/DV/2007 tentang Penyusunan
Keputusan Pembutalan Surat Keputusan Pemberian Hak  Atas
TanalV/Pendaftaran/Sertipikat Hak Atas Tanah.

9. Petunjuk Tcknis Nomor 09/JUKNIS/DV/2007 tentang Per.yusunan
Laporan Periodik.

10. Petunjuk Tcknis Nomor 10/ JUKNIS/DV/2007 tentang Tata Kerja
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan
Republik Indonesia.

KEDUA :  Memerintahkan kepada Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan
. Sengketa dan Konflik Perianahan, Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional, Kepala Kantor Pertanahan serta unit kerja
penanganan dan pengkajian sengketa, konflik dan perkara untuk
mempedomani petunjuk teknis tersebut di dalam pendnganan dan
penyelesaian masalah pertanahan.

KETIGA : Petunjuk tcknis penanganan dan penyelesaiaon masalah pertanahan
dimaksud Diktum PCERTAMA di atas dapat diadakan penyesuaian,
penyempurnaan dzlam jangka waktu tertentu bila diperlukan.

DITETAPKAN DI @ JAKARTA |
PADA TANGGAL : 12 JUNI 2007

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada

1. Sekretaris Utama, Badan Pertanahan Nasional Republik Indoncsia.

2. Deputi Bidang Survel, Pengukuras: dan Pemetaan, Badan Pertanahan Nasionai Republik
Indonesia. .

3. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pencaltaran Tanah, Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia.

4. Deputi Bidang Pengaturan dan Penztaan Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional Republik
It donesia.

5. Deputi Bidang Pengendalian Pertanshan  dan  Pemberdayaan Masyarakat, Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

6. Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Scngketa dan Konflik Pertanahan, Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia,

7. Ipspcktorat Utama, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, .

8. P uwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional seluruh Indonesia.
0. 1o Kepala Kantor Pertanahan scturah Indonesia.

AR )'\l‘?’h'\.
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PETUNIUK TEKNIS
NOMOR : 01/JUKNIS/D.V/2007
TENTANG

PEMETAAN MASALAH
DAN AKAR MASALAH PERTANAHAN

PENDAHULUAN

1. Unmum

a.

Balma dalam rangka membangun kepercayaan publik (trust building)
terhadap Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, salah satu yang
perlu dan harus dilakukan adalah melakukan percepatan penanganan dan
pny~-lesaian kasus-kasus pertanahan sebagaimana diamanatkan di dalam
Tap MPR IX/MPR/2001 dan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 dan
sekaligus menjadi bagian dari 11 Agenda prioritas Badan Pertanahan

Nasic nal Republik Indonesia yang berlandaskan 4 (empat) prinsip kebijakan
pertanahan, b

Bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, dalam Pasal 22 Peraturan
Presiden No. 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional
disebutkan Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan
Konflik Pertanahan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan
kebijakan di bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik
pertanat.an.

Selanjutnya di dalam Pasal 23 ditentukan bahwa salah satu fungsi Deputi
Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dar. Konflik Pertanahan
adalah menyelenggarakan pengkajian dan pemetaan secara sistematis
berbagai masalah, sengketa, dan konflik pertanahan;

Bahwa untuk itu diperiukan petunjuk teknis tentang Penyusunan Pemetaan
Masalah dan Akar Masalah Pertanahan.

2. Dasar

a‘

b.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, Lembaran Negara Tahun 1960
Nomor 104 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentarng Badan Pertanahan
Nasional;
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c. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor
3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonvsia; . |
d. Pera~uran Kepala Badan Pertanahan Nasional Rapublik (hdonesia Nsmar

4 Tahur 2006 tetang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. -

3. Maksud dan Tujuan L

a. Petunjuk teknis ini dimaksudkan scbagai pedoman bagi unit kerja di

lingkungan Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan

Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Bidang

Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor

. Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Seksi Sengketa, .Konflik dan

Perkara Kantor Pertanahan se Inaonesia dalam menyusun pemetaan
masalah dan akar masalah pertanahan.

b. Tujuarc penyusunan Petunjuk Teknis ini adalah agar terdapat standarisasi

penyusunan pemetaan masalah dan akar masalah pertanahan di seluruh
Indonesia.

4. Ruang Lingkup
Petunjuk Teknis ini meliputi :
a. Pemetaan masalah pertanahan.
b. Pemetaan akar masalah pertanahan.

5. Tata Urut

Petunjuk teknis Pemetaan Masalah dan Akar Masalah Pertanahan ini disusun
sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN
II. PENGGOLONGAN
I11, PELAKSANAAN

IV. PENYUSUNAN PETA MASALAH DAN PETA AKAR MASALAH PERTANAHAN
V. PENUTUP

II. PENGGOLONGAN

1. Masalah Pertanahan meliputi permasalahan teknis, sengketa, konflik dan

perkdra pertanahan yang memeriukan pemecahan atau penyelesaian.

2. Permasalahan teknis adalah permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat
dan atau Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. di pusat maupun
dacrah  berkaitan dengan sistem perundang-undangan, administrasi
pertananan, atau mekanisme penanganan yang belum sempurna. .

3. Sengketa adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan atau persepsi

antara orang perorangan dan atau badan hukum (privat atou publik)
mengenai status penguasaan dan alau status kepemilikan dan atau etatus

£
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penggunaan atau pemanfaatan aias bidang tanah tertentu oleh pihak
tertentu, atau status keputusan tata usaha negara menyangkut penguasaan,
pemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu.
. Konflik adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan atau persepsi
antara warga atau kelompok masyarakat dan atau warga atau kelompok
.masyarakat dengan badan hukum (privat atau publik), masyarakat dengan
masyarakat mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan
atau status penggunaan atau pemanfaatan atas btidang tanah tertentu oleh
pihak tertentu, atau status Keputusan Tata Usaha Negara menyangkut
penguasaan, pemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang
tanah tertertu, serta mengandung aspek politik, ekonomi dan sosial budaya.

. Perkara udzlah sengketa dan atau konflik pertanahan yang penyelesaiannya
dilakukan melalui badan peradilan.

Pemetaan masalah pertanahan adalah proses pengkcjlan penyusunan,
pengolahan dan penyajian data sengketa, konflik dan perkara yang
menggambarkan atau menginformasikan tentang tipologi, jumlah kasus,
jumlah sebaran kasus berdasarkan wilayah administratif (Provingi,
Kabupaten/Kota/Kotamadya, Kecamatan, Kelurahan/Desa), jumlah sebaran
kasus berdasarkan karakteristik pihak yang bersengketa, mendapat perhatian
publik, bersifat strategis dan berdasarkan jangka waktu penanganan.
. Pemetaan masalah pertanahan ditakukan untuk menghasilkan Peta Sebaran
sebagai bzhan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi
strategi penanganan, pemecahan atau penyelesaian sengketa, konflik dan
perkara pertanahan. -
. Peta Sebaran berbentuk tabulasi dan arafik atau diagram dan atau tematik
yang menyajikan dan atau menginformasikan data (tekstual dan spasial)
masalah pertanahan berdasarkan tipologi, wilayah administratit (Provinsi,
Kabupaten/Kota/Kotamadya, Kecamatan),  karakteristik  pihak  yang
bersengketa atau berkonflik atau berperkara, masalah yang menjadi
perhatian publik dan jangka waktu penanganan dan keterkaitan satu dan
lainnya.
. Tipologi Masalah Pertanahan adalah jenis sengketa, konflik dan atau perkara
pertanahan yang disampaikan atau d.adukan dan ditangani, terdiri dari
masalah yang berkaitan dengan :
- Penguasaan dan Pemilikan Tanah yaitu perbedaan persepsi, nilai
atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah
tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah Negara), maupun yang
telah dilekati hak oleh pihak tertentu.
- Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah yaitu perbedaan persepsi,
dilai atau pendapat, kepentingan mengenai proses penetapan hak dan
pendaftaran tanah yang merugikan pihak lain sehirgga menimbulkan
anggapan tidak sahnya penetapan atau perijinan di bidang pertanahan.
Batas atau letak bidang tanah yaitu perbedaan pendapat, nilai
kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui
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10.

11.

12.

13

14,

satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia maupun yang masih dalam proses penetapan batas.

- Pengadaan Tanah yaitu perbedaan pendapat, kepentingan, persepsi
atau nilai mengenai status hak tanah yang perolehannya berasal proses
pengadaan tanah, atau mengenai  keabsahan proses, pelaksanaan
pelepasan atau pengadaan tanah dan ganti rugi.

- Tanah obyek Landreform vyaitu perbedaan persepsi, nilai atau
pendapat, kepentingan  mengenai prosedur penegasan, status
penguasaan dan pemilikan, proses penetapan ganti rugi, penentuan
subyek obyek dan pembagian tanah obyek Landreform.

- Tuntutan Ganti Rugi Tanah Partikelir yaitu perbedaan persepsi,
pendaodt, kepentingan atau nilaj mengenai Keputusan tentang kesediaan
pemerintah untuk memberikan ganti kerugian atas tanah partikelir yang
dilikwidasi. '

- Tanah Ulayat vyaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat,
kepentingan mengenai status ulayat dan masyarakat hukum adat di atas
areal tertentu baik yang telah diterbitkan hak atas tanah maupun yang
belum, akan tetapi dikuasai oleh pihak lain.

- Pelaksanaan Putusan Pengadilan yaitu perbedaan persepsi, nilai atau
pendapat, kepentingan mengenai putusan badan peradilan yang
berkaitan dengan subyek atau obyek hak atas tanah atau mengenai
prosedur penerbitan hak atas tanah tertentu.

Karakteristik pihak yang bersengketa, berkonflik dan atau berperkara adalah -

Mmacam-macam penggolongan pihak di dalam sengketa, konflik dan perkara.

Perhation Publik adalah perhatian masyarakat, Lembaga Negara dan atau

Instans! Pernerintah yang terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun

hegara sahabat mengenai masalah pertanahan tertentu.

Masalah Pertanahan Strategis adalah masalah pertanahan yang berdampak

sosial, ekonomi, politik, budaya dan, pertanahan keamanan karena berkaitan

langsung dengan kehidupan masyarakat banyak dan mengganggu jalannya
tugas pemerintahan.

-Jangka waktu penanganan masaloh pertanahan adalah jangka waktu

berlangsungnya penanganan penyelesaian sengketa, konflik dan perkara

ketika dilakukan pemetaan.

Permr.etaan Akar Masalah Pertanahan.

a. .\kar masalah pertanahan adalah faktor mendasar yang menjadi
penyebab timbuinya suatu sengketa, konflik dan perkara pertanahan.

b. Pemetaan akar masalah pertanahan dilakukan berdasarkan proses
kegiatan identifikasi dan inventarisasi yang menguraikan penyebab
timbulnya masalah pertanahan yang meliputi sengketa, konflik dan
perkara berdasarkan tipologi sengketa, konflik dan perkara pertanahar..

c. Pemetaan akar masalah pertanahan bertujuan untuk memperoleh
informasi tentang penyebab limbulnya masalah pertanahan, dan menjadi
bahan kajian penetapan strategi kebijakan pencegahaan dan penanganan
alau penyelesalan sengketa, konflik dan parkara pertanahan.
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d. Akar masalah, sengketa, konflik dan perkara dapat terjadi karena tidak

lengkapnya dan lemahnya penerapan peraturan perundang-perundangan,
administrasi pertanahan yang kurang mendukung, dalam penanganan
dan penyelesaian sengketa, data palsu, beragamnya alas hak, dan lain-
lain yang dapat dikembangkan sesuai dengan kasus yang ada.

I11. PELAKSANAAN

a. Pemetaan Masalah

1)

-2)

3)

4)

5)

6)

7)

Pemetaan masalah, dilakukan oleh Deputi Bidang Pengkajian dan
Penanganan’ Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia, Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan
Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional dan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor
Pertanahan se Indonesia.

Pemetaan masalah disusun dalam bentuk peta tematik yaitu berupa tabel

grafik, ciagram, matrik, tekstual maupun spasial dan dilakukan revisi dalan;
setiap tahun anggaran.

Pemetaan masalah menggambarkan variabel sebaran mengenai :
a. Tipologi.

b. Wilayah administratif (Provinsi,Kabupaten/Kota/Kotamadya, Kecamatan)
c. Perhatian publik.

d. Masalah pertanahan strategis.

e. Pihak-pihak yang bersengketa.

f. Jangka waktu penanganan kasus.

Terdapat 8 (delapan) tipologi Masalah Pertanahan yang telah ditetapkan
yaitu Penguasaan dan Pemilikan tanah, Prosedur Penetapan Hak dan
Pendaftaran Tanah, Batas atau Lerak Bidang Tanah, Penguasaan Tanah
Obyek Landreform. Tuntutan Ganti-Rugi Tanah Partikelir, Pembebasan dan
Per gadaan Tanah, Tanah Ulayat dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan.
Terdapat 9 (sembilan) karakteristik pihak yang bersengketa, berkonflik dan
atau berperkara yaitu : orang perseorangan, perseorangan dengan badan
hukum, perseorangan dengan Instansi Pemerintah, Badan Hukum dengan
Badan Hukum, Badan Hukum dengan Instansi Pemerintah, Badan Hukum
dengen Masyarakat, Instansi Pemerintah dengan Instansi Pemerintah/
BUMN/BUMD, Instansi Pemerintah dengan Masyarakat, Masyarakat dengan
Masyarakat (Kelompok).

Terdapat 3 (tiga) katagori jangka waktu penanganan dan penyelecaian
sengke*a, konflik dan perkara yaitu 0 s/d 2 tahun, 2 s/d 5 tahun dan lebih
dari S tahun.

Pemeliharaan peta masalah dilakukan dengan pemutakhiran data

berdasarkan perkembangan dan dinamika masalah yang disampaikan
masyarakat.

[N
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b. Laporan Periodik berdasarkan pemetaan masalah
1) Data mengenai perkembangan kasus-kasus yang secang ditangani dan
" atau telah diselesaikan dibuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan.
Suatu sengketa, konflik dan perkara yang diajukan baik melalui pengaduan
tertulis maupun lisan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan
dianggap selesai apabila telah memperoleh :

2)

a)

b)

c)

)

q)

Keputusan berupa Keputusan Pembatalan Hak/Sertipikat Hak Tarah
karera cacat administratif maupun sebagai pelaksanaan putusan
angadilan apabila kasusnya menyangkut tanah yang telah dilekati hak
dan atau sudah bersertipikat,

Keputusan Penolakan Pembatalan Hak/Sertipikat dalam bentuk surat
keputusan maupun surat penolakan apabila kasusnya menyangkut
tanah yang telah dilekati hak dan atau sudah bersertipikat

Keputusan tidak diterimanya pengaduan yang bersangkutan karena
kasusnya merupakan kewenangan lembaga peradilan atau instansi lain
c'an bukan kewenangan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
dan atau masih berada dalam proses penyelesaian di instansi terkait.
Rekomendasi Penyelesaian dari Deputi Bidang Pengkajian dan
Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan kepada Kepala Badan
Pertanahan  Nasional Republik Indonesia, Kepala Bidang Bidang
Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan kepada
Kepcla Kantor Wilayah Badan Pertanahan “Nasional, Kepala Seksi
Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan kepada Kepala Kantor
Pertanahan untuk  dapat diproses hak atas tanal salah satu pihak Jika
kasusnya mengenai prioritas pemberian hak/pendaftaran tanah baik
sebagai  pelaksanaan putusan pengaditan maupun atas Kajian
administratif.

Rekomedasi penyelesaian cari Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia/Kedeputian Bidang Pengkajian dan Penanganan
Sengketa dan Konflik Pertanahan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan  Nasional  atau Kepala Kantor Pertanahan atau
instansi/lembaga yang  berkepentingan atau masyarakat yang
menyampaikan permasalahan tanahnya kepada Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia, Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional atau Kantor Pertanahan untuk memperoleh petunjuk
penyelesaian,

Rekomendasi penyelesaian dari Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional kepada Kepala Kantor Pertanahan atau
instansi/lembaga  yang berkepentingan atau masyarakat yang
menyampaikan permasalahan tanahnya kepada Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia, Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional atau Kantor Pertanahan untuk memperoleh petunjuk
penyelesaian.

Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
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1V. TATA CARA PENYUSUNAN PEMETAAN MASALAH

1. Penetapan Tipologi Masalah Pertanahan

4.

b.

Peinetaan masalah dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan tipologi

sengkata, konflik dan perkara pertanahan.

8 (delapan) tipologi masalah pertanahan yang meliputi sengketa, konflik

dan perkara pertanahan di tiap-tiap daerah (Provinsi dan atau

Kabupaten/Kota/Kotamadya) dapat dikembangkan lebih dari yang telah

ditetapkan atau dikurangi sesuai dengan karakteristik kasus riil yang ada

pada masing-masing daerah; sepanjang penetapan tipologi tersebut dapat
dibuat suatu definisi tersendiri sehingga berbeda dengan yang telah
ditetapkan. _

Peta Sebaran untuk keperluan informasi mengenai jumlah kasus

berdasarkan masing-masing tipologi disajikan dalam bentuk tabel dan

grafik atau diagram sebagaimana contoh DI. 501 A dan DI 501 B.

Peta Sebaran untuk keperluan informasi jumlah kasus (sengketa, konflik

dan perkara) berdasarkan variabel tipologi dan wilayah administratif

disajilan dalam bentuk tabulasi silang yang menguraikan jumiah sebaran
masalah pertanahan pada tiap-tiap wilayah administrasi berdasarkan

tipolugi sebagaimana contoh DI 501 C (tabel) dan DI 501 D atau 501 E

(grafik atau diagram).

.~ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. membuat peta sebaran
kasus berdasarkan tipologi untuk seluruh wilayah provinsi.

. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional membuat peta sebaran
kasus berdasarkan tipologi untuk tiap-tiap wilayah
kabupaten/kota/kotamadya.

. Kantor Pertanahan membuat peta sebaran kasus berdasarkan tipologi
untuk tiap-tiap wilayah kecamatan.

Jumlah sebaran kasus dibuat dalam 2 (dua) bentuk yaitu nominal dan

prosentase.

2. Masalah Pertanahan Yang Menjadi Perhatian Publik

a.

b.

Peta Sebaran untuk keperluan informasi mengenai jumlah Kkasus
herdasarkan variabel tipologi masalah pertanahan yang menjadi perhatian
publk, disusun dalam bentuk tabel dan grafik atau diagram sebagaimana
contoh DI 502 A dan 502 B.

Peta Sebaran untuk keperluan informasi mengenai jumlah kasus yang
menjadi pechatian publik di wilayah administratif tertentu yang cisusun
dalam bentuk tabulasi silang berdasarkan variabel tipologi inasalah
pertanahan sebagaimana contoh DI 502 C (tabel) dan DI 502 D (grafik
atau diagram).

Jjumlah sebaran kasus dibuat dalam 2 (dua) bentuk yaitu nominal dan
proscntase.
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3. Sebaran Pihak-pihak Dalam Masalah Pertanahan Berdasarkan
Tipologi

! a‘

c.

)

Peta sebaran untuk keperluan informasi mengenai jumlah kasus
berdasarkan variabel tipologi dan pihak-pihak yang bersengketa disajikan
dalam bentuk tabel dan grafik atau diagram sebagaimana contoh DI 502 E
dan DI 502 F.

Peta sebaran untuk keperluan informasi mengenai jumlah kasus
berdasarkan tipologi di wilayah administratif tertentu terkait dengan pihak-
pihak yang bersengketa disusun dalam bentuk tabulasi silang sebagaimana
contoh DI 503 A (tabel) dan DI 503 B (grafik atau diagram).

Jumlah sebaran kasus dibuat dalam 2 (dua) bentuk yaitu nominal dan
prosentasa. X :

4. Sebaran Waktu Penanganan Masalah Pertanahan Berdasarkan Tiplogi

a.

b.

Jangka waktu penanganan masalah pertanahan terdiri dari 3 (tiga) katagori
yaitu 0 s/d 2 tahun, 2 s/d 5 tahun dan lebih dari 5 tahun.

Peta  sebaran  untuk keperluan informasi mengenai jumlah kasus
berdasarkan variabel tipologi dan jangka waktu penanganan disusun dalam
bentuk tabel dan grafik atau diagram sebagaimana contoh DI 504 A dan

- DI 504 B.

Peta scbaran untuk keperluan informasi mengenai  jumlah kasus
berdasarkan tipologi pada wilayah administratif tertentu berkaitan dengan
jangka waktu penanganan masalah pertanahan disusun sebagaimana
contoh DI 505 A 15 (tabel) dan DI 505 B (grafik atau diagram).

Jumlah sebaran kasus dibuat dalam 2 (dua) bentuk yaitu nominal dan
prosentase.

5. Sebaran Kasus Yang Bersifat Strategis Berdasarkan Tipologi, Pihak
Yang Bersengketa, Jangka Waktu Penanganan Dan Wilayah
Administratif,

a.

Pctu sebaran untuk keperluan informasi mengenai  -jumlah kasus
berdasarkan  tipologi, pihak yang bersengketa dan jangka waktu
pcnanganan sengketa, konflik dan perkara dapat dilakukan dalam bentuk
tabulasi siiang yang menggambarkan jumlah kasus pertipologi, pihak yang
bersengketa dan jangka waktu penanganan sengketa sebagaimana contoh
D1 506 A (tabel) dan DI 506 B (grafik atau diagram).

. Untuk keperluan informasi mengenai jumlah sebaran kasus (sengketa,

konflik dan perkara) berdasarkan tipologi, pihak yang bersengketa dan
jangka waktu penanganan sengketa, konflik dan perkara pada tiap-tiap
wilayah administratif dapat dilakukan dalam bentuk tabulasi silang yang
menggambarkan jumlah kasus pertipologi pada satu wilayah administratif,
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jangka waktu penanganan sengketa dan pihak-pihak yang bersengketa
sebagaimana contoh DI 507 A (tabel} dan DI 507 & (grafik atau diagram).

¢. Jumlah sebaran kasus dibuat dalam 2 (dua) bentuk yaitu nominal dan

prosentase.

6. Scharan Kasus Berdasarkan Tipologi, Pihak Yang Bersengketa,
Jangka Waktu Penanganan Dan Perhatian Publik

da.

b.

Untuk keperluan informasi mengenai jumlah sebiran kasus (sengketa,
konflik dan perkara) berdasarkan tipologi, pihak yang bersengketa, jangka
waktu penanganan sengketa, konflik dan perkara dan perhatian publik
dopat  dilakukan dalam bentuk tabulasi silang yang menggambarkan
jumlah kasus pertipologi perjangka waktu, dengan pihak yang bersengketa
dan perhatian publik sebagaimana contoh DI 508 A (tabel) dan DI 508 B
(grafik atau diagram).

Jumlah sebaran kasus dibuat dalam 2 (dua) bentuk yaitu nominal dan
prosentase.

V. TATA CARI‘. PENYUSUNAN PEMETAAN AKAR MASALAH

1. Penetapan Pokok Masalah Dan Penetapan Akar Masalah Pertanahan,

a.

C.

d.

Pokok Masalah adalah bagian yang ditemukan dari tipologi masalah
pertanahan yang meliputi sengketa, konflik dan perkara yang merupakan
inti permasalahan yang disengketakan, yang menjadi konflik atau yang
menjadi perkara.

Satu tipologi masalah pertanahan dapat terdiri dari beberapa pokck
sengketa, konflik, perkara.

Akar masalah adalah penyebab utama timbulnya pokok masalah yang
menjadi obyek sengketa, konflik dan perkara.

Satu pokok masalah dapat terdiri dari lebih satu akar masalah.

2. Periyusunan Peta Akar Masalah

a.

b.

‘\kar masalah disusun dengan terlebih dahulu menetapkan pokok masalah
berdasarkan tipologi.

Penyusunan akar masalah digkukan dalam bentuk matrik sebagaimana
contoh DI 508 C. |
Pemeliharaan peta akar masalah dilakukan dengan pemutakhiran data
berdasarkan perkembangan dzn dinamika masalah vang disampaikan oleh
masyarakat.
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VI.

PENUTUP

10

1. Demikian Petunjuk Teknis ini dikeluarkan untuk menjadi pedoman dalam
penyusunan nemetaan masalah dan akar masalah sengketa, konflik dan

perkara.

2. Hal-hal yang belum jelas akan diatur kemudian.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal 31 MEI 2007

An. Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I.
_De¢puti:Bidang Pengkajian dan Penanganan
#37” Sengketa dan Konflik Pertam?v/v
L & A

" ome o

L

~
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_PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH'?-

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REEEUBUK INDONESIA

2006

Pertanggungjawaban kepala..., Siti Hariyani, FH ul, 2008



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

RDPUBLIK INDONESIA

/) ﬂ!w’ RN Ll abes SN TY Yo e e L L AL R Y

{ PERA'I‘URAN‘K%}’ALA:BADAN PERTAI\IAHAN\NQSIQS@‘.Sr

' l-;kk:ﬁ’«i"" rn}; SRR g?%-
SEATTAHUN 1200657/

TENTANG

RIONIOR:

KETENTUAN PELAKSANAAN PLRATURAN PEMERENTAH

NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN JABATAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

" Menimbang;

Mengingat

bahwa untuk mclaksanakan ketentuan Peraturan Pcmcrmtah Nomor 37 Tahun'
1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah perla’ menetapkan -
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

1.

1.

Undané-Undang' Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan-Dasar Pokok-
pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1960 Nomor
104, Tamibahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); -

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2(:00

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985); .

. Undang-Undang Nomor 16 Takun 1985 tentang Rumeh Susun (Lembaran

Megara Republik Indonesia Tehun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3318);

L3

. Undang-Undong Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggurgan Atas.

Tanah Beserta "Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tandh “(Lembaran®
Negara Republik Indonesia Tahtn 1996 Nomor 42, Tarnbahen .cmb'uan
Negara Republik Indonesia Nomor 3632),

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Alns

Tanah dan Bangunon scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3988); .

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lcmbar;m

‘Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran

Megara Republik Indonesia Nomor 4432);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tcntang Rutanh Susun
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahnn ~
tembaran Negara Republik Indoncaxa Nomor 3372);

Peraturan Femerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaf*aran Tenuh'
(1 embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahaa °
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 3696);

Pertanggungjawaban kepala..., Siti Hariyani, FH Ul, 2008 9. Peraluran /‘{



-3 -

10, Kepala Badan. adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Republxk
Indonesia.

11. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Badan Pertanahan anionul
Provinsi.

.12, Kantor Pertanzhan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

BAB II
TUGAS POKOK DAN KEWENANGAN PPAT

Pasal 2

(1) PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendafisran tanah
.+ dengan membuat okia sebagal bukti telah dilakukannya perbuatan hukum .
S tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun’

yeng akan dijadikan dasax-bagi pendaftaran perubahan data pcnda.ftamn
tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.

(2) Ferbuatan hukum sebagaimana dxmaksud pada ayat’ (1) adalch sebagax
berikut.s-

jual beli;

tukar mrenukar;

hibah; :
pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);
pembagian hak bersama;

pemberizn Hak Guna Bangunar/Hak Pakai atas tanah Hak Mxlnk
pemberian Hak Tanggungan;

. ‘pemteriaa kuasa membebankan Hak Tanggungan.

}

a0 ?.p_g"?

Pasal 3

4] PPAT mempunym kewenangan membuat akta tanah yang merupakan akia
otentik mengenai semua perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalan

Pzual 2 ayat (2) mengenai hak atss tanah dan Hak Milik Atas Satusn
‘{umah Susun yang terletak di dalam daerah kerjanya.

(2) PPAT Sementara mempunyai k!:wenangan membuat nkta tanah yang
merupakan skta otentik mengenai semua perbuatan hukum sebagaimana
dimaksud Pasal 2 ayat (2)-mengenai hak atas tanah dan Hak Milik Atas
Satunn Rumah Susun dengan daerah kerja di dalnm wilayah kerja
Jabatannya. .

(3) PPAT Khusus hanya berwenang mcmbu_at akta mengenai perbuatan hukuin
yang disebut secara khusus dalam penunjukannya.

Pasal 4

' (1) PPAT dapat membuat akta tukar menukar, akta pemasukan ke dalan
. perusahaan, atuu akta pembagian hak bersama mengenai beberapa hak atas
tanah dan atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang tidak semuanya

terletak dalam satu daerah kerjanya, apabila salah satu bidang tanah atau
Satvan Rumah Susun yang menjadi obyek perbuatan hukum tersebut

terletak di dnlam daerah kerjanya. .
(2) Akta f

¢
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(2) A¥ta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh PPAT sesual dengan
jumlah kabupaten/kota letak bidang tanah .yang dilakukan perbuatzn
hukumnya, untuk kemudian masing-masing akia PPAT tersebut didaftarkan
pada Kantor Pertanahan masing-masing. .

BABTI
DALERAH KERJA PPAT .

. Pasal§

(1) Daérah kerja PPAT adalah satu wilayah kerja Kantor Pertanahan.

(2) Dacrah kerja -PPAT Sementara dan PPAT Khusus meliguti wilayah |
" . kerjanya sebagai pejabat pemerintah yang menjadi dasar penunjukannya. |

Y

Tasal 6'.'

(1) Apabilc, suatu wilayah kabupaten/kota dipecah ‘menjadi 2"(dua) atay M_’“‘
wilayah Kabupaten/kota, maka dalam waktu 1 (satu) tahun scjak
diundangkannya undang-undang tentang pembeptukan kabupaten/kots yang
bary, PPAT yang daerah keganya édalsh kabupaten{kota semula .Pams

. memilih salah saw’ wilayah kabupatenkota sebagai dacrah kerjanye,
dengan ketentuan bahwa apabila pemilihan tersebut tidak dilakukan pada
waktunya, maka mulai 1 (satu) tahun sejak cliu.ndangkann)fa[‘1“‘1““8"’“"‘“’g
pembenwukan kabupaten/kota baru tersebut daerah keqja PPAT yang

bersangkutan hanya meliputi wilayah kebupatenfkota letak kantor PPAT
yang bersangcutan,

(2) Pemilihan dscrah kerja scbagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
dengan sendirinya mulai | (satu) tahun sejak diundangkannya undang:
undang pembentukan kabupaien/kota yang baru.

(3) Apabila Kontor Perianahan untuk wilayah pemekaran masnh'mempﬂkan
kantor penwakiluo, teshadap PPAT yang memilih daergh )gerja asal :tktm
dacrah kerja pemekaran masih dapat melaksanakan pembuatan ’t;
meliputi wilayali Kantor Pertanahan induk dalam waktu paling lam;
(sata) tahun sejak diundangkannya nndang-undang p'embentu an
kabupaten/kota yang bersangkutan. * ‘ '

. . caran
(4) PPAT yang diangkat dengan dacrab kerja kubupaten/kota peme -
sedangkan Kartor Pertanahan KabupatesvKota pem~karan belum !efb;m:;;
maka PTAT yang bersangkutan hanya berwenang membuat akia di daers
_ kerja sesuai-dengan pengangkatannya. . '

BAB1V
FORMASI PPAT, PPAT SEMENTARA
DAN PPAT XHUSUS
Hagian Kesata
Farmasi PPAT

Pasal 7

(1) Fermasi atau kebutuhan dan pengadaan PPAT ditetapkan olch Kepela
Badan untuk setiap daerah keja PPAT dengan mempertimbangkan faktoxt

scbagai berikut
n.j\imlah /
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a. jumlah kecamatan di daefah kabupaton/kota yang bersangkutan;
b. tingkat perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak
" Milik Atas Satuan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;

¢. tingkat perkembangan ekonomi daerah yang bersangkutan;

d.” jumlah permohonan untuk dapat diangkat sebagai PPAT di daerah
kabupaten/<ota yang bersangkutan;

e. jumlah PPAT yang sudah ada pada setiap daerah kabupatcn/kota yang
bercangkutan;

f.

l2in-lain faktor yang dianggap pcntmg oleh Kepala Badan,
(2) Formasi PPAT diklasifikasikan menjadi 2 (dua) ya:tu :

a. Jormasi pada beberapa daerah kabupaten/kota tertentu yang hanya
. diperuntukkan bagi PPAT yang pemah menjabat sebagai PPAT: dan
b.. formasi pada dacrah Kkabupaten/kota yang diperuntukkan bagi

penganghatan pertama kali dan/atau untuk PPAT yang pernah mcnjabat
sebagai PPAT.

(3) Penentuan beberapa daerah kabupaten/kota yang hanya dnperuntukkan bagi

PPAT. yang pernah menjabat sebagai PPAT sebagaimana difiaksud pada
ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

(4) Formasi PPAT yang telah ditetapkan, dapat ditinjau kembali oleh Kepala

Eaden apabila terdapat perubahan berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

Di daerah kerja PPAT yang hanya diperuntukkan bagi PPAT yang pernah
men;abat sebagai PPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak dapat
_dilaksanckan pengangkatan PPAT, kecuali jumlah PPAT yang telah ada

berkurang.dari jurlah formasi yang telah ditetapkan atau formasinya diadakan
pcrubahen,

-

Bagian Kedun | :
Formasi PPAT Sementara

Pasal 9

(1) Fermasi atau kebutuhan dan penunjukan PPAT Sementara ditetapkan olch

Kepala Badan dengan mempertimbangkan faktor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 avat (1).

(2) Dalam hal di daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan oleh Kepala
DBadan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 7 PPATnya telah terpenuhi,
maka terhadap Camat yang baru dilantik tidak lagi ditunjuk sebagai PPAT,

kecuali jumlah PPAT yang telan ada berkurang dari jumlah formasi yang
telah ditetapl:an atau forimasinya diadakan perubahan,

(3) Fonmasi PPAT Scmentara yang telah ditetapkan, dapat dmnjn‘u kembali
oleh Kepala 3adan apabila terdapat pembahan berdasarkan pemmbangan

scbagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(1).
Bagian Ketiga i
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Bagian Ketiga «
Formasi PPAT Khusus

Pasal 10

Formasi PPA‘]‘. Khusus ditetapkan oleh Kepala Badan berdasarkan kebutuhan
akan perbuatan hukum tertentu di kabupaten/kota yang bersangkutan. :

BABYV
PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN
PEMBERHENTIAN PPAT

Bagian Kesatu
Pengangkatan PPAT

) g Paragraf1
Ujian dan Pendidikan dan Pelatihan ..

Pasal 11

(1) PPAT diangkat oleh Kepala Badan.

(2) Untuk dapat diangkat scbagai PPAT, yang bersangkutan harus lulus ujian

PPAT yang disclenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia. ’

(3) Ujian PPAT scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dise!engggmkan m;tuk
mengisi formasi PPAT dj kabupaten/kota yang formasi PPATnya belum
terpenuhi, .

Pasal 12

1) Sebelum  racngikuti ujian PPAT, yang bersangkutan wajib mengikuti

' )pcndidik:m dagn pelmjihan PPAT yyangg diselenggarakan oleh Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang penyelenggaraannya dapat
bekerja sama dengan organisasi profesi PPAT. i -

(2) Pendidikan dan pelatihan PPAT sebagaimena dimaksud pada ax;f! d(1)
dimaksudkan untuk mendapatlan *calon PPAT yang profesional dan
memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas jabatannya. .

(3) Materi wjian PPAT terdiri dari ;

Hukum Pertanahan Nasional ;

Organisasi dan Ke'embagaan Pertanahan;

Pendaftaran Tanah;

Peraturar Jabatan PPAT;

Pembuatan Akta PPAT: dan

Etika profesi.

e c.peeP

Pasal 13

(1) Pendidikan dan pelatihan FPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (1) meliputi Pendidikan dan Pelatihan Pertama dan Khusus.

idi i i kan sebagai .salah satu
(2) Pendidikan dan Pelatihan Pertama dns.c!enggam : t
persyaratan untuk mengikuti vjian pengisian formasi PPAT dalam rangl_.a'

pengangkatan PPAT pertama katii. ~. '.
(3) Pendidikan J%
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(3) Pendidikan dan Pelatihan Khusus diselenggarakan untuk niemberikan
pemahaman atau pengetabuan lanjutan dalam rangka pembuatan. akta

tertentu yang berkaitan dengan perkembangan peraturan perundang-
" undar:gan bidang pertanahan, )

Pasal 14

Untuk dapat mengikuti ujian PPAT, yang bersangkutan berusia paling kurang
30 (tiga puluh) tahun dan wajib mendaflar pada panitia pelaksana ujian Badan
- Pertanahun Nasional Republik Indonesia, dengan melengkapi persysratan : -
a. fotocopy KTP yang masih berlaku;
b. fotocopy sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Pertama PPAT yang dilegalisir
oleh pejabat yang berwenang;
¢. .pas photo berwarna dengan ukuran 4 X 6 sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
d. fotocopy ijazak S! dan Program Pendidikan Khusus PPAT yang

diselenggarakan oleh lembaga’ pendidikan tinggi yang dilegalisir oleh
- pejabat yang berwenang; atau

¢. fotoéopy ijazah Program Pendidikan Spesialis Notariat atau Magis(cr
Kenotariatan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Paragraf 2
Syarat dan Tata Cara Pengangkatan PPAT

Pasal 15

(1) Calon PPAT yang clah lulus ujian PPAT sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (2), mengajukan permohonan pengangkatan sebagai PPAT

kepada Kepala Badan sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam
Lamgiran 1.

(2) Permohonan pengangkatan sebagai PPAT, dilengkapi dengan persyaraton :

a. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan/atau surat keterangan
ydng pada intinya menerangkan tidak pemah melakukan tindak pidana
kejahatan yang dikeluarkan olch Instansi Kepolisian; L.

b. Surat keterangan kesehatan dari dokter umum atau dokter spesialis yang
menyztakan bohwa yang bersangkutan schat jasmani danohani;

c. Surat pernyataan bermalerai cukup dari yang bersangkutan yang
menyatakan kesediaannya untuk ditunjuk sebagai penerima protokol
PPAT lain;

3. Surat pernyatazn bermaterai cuikup dari yang bersangkutan yang
menyatakan tidak rangkap jabatan;

¢. fotocopy sentifikat Pendidikan dan Pelatihan Pertama PPAT yang
dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; .

f. daftarziwayat hidup; dan .

g. fotocopy ijazah Program Pendidikan Spesialis Notariat atau Magister
Kenotariatan yang dilegolisir oleh pejabat yang berwenang; atau

h. fotocepy ijazah S1 dan Program Pendidikan ‘Khusus PPAT yang

diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tinggi yang dilegalisir oleh
pejabat yang berwenang.

Pasal 16

Berdasarkan permohonan pengangkatan PPAT sebagaimana dimaksud dalam -
Pesal 15, Kepala Badan menerbitkan Keputusan Pengangkatan PPAT,

. vt L Pasal 17 .. 4.
Pertanggungjawaban kepala...,”Siti Hariyani, FH Ul, 2008 (
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Piisal 17 ¢

(1) Bagi calon— PPAT yang . akan diangkat .sebagai PPAT, sebelum
" melaksanakan tugasnya wajib mengikuti pembekalan tehnis pertanahan

yang diselenggarakan oleli’Badan Périaiahan Nasiofial Republik Indonesia*
;ygﬁ'T:’IgE'ﬁﬁél?higﬁﬁéhhy'a' dapat bekerja sama dengan organisasi p-ofesi *
PPAT. : .

(2) Keputusan pengangkatan PPAT sebagaimana dimaksud ‘dalam Pasal, 16
diberikan kepada yang bersangkutan sctelah selesai pelaksanaan
pembekalan tehnis pertanahan.

(3) Tetnbusan keputusan pengangkatan FPAT. sebagaimana dimaksud dalam
Pasal )6 disampaikan kepada pemangku kepentingan.

(4) Unwik keperluan pelantikan dan pengangkatan sumpsh jabaian PPAT,
setclah menerima keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada

. ayat (2), calon PPAT wajib melapor kepada Kepala Kantor Pertanahan
* setempat paling lambat 3 (tiga) bulan, '

(5) /pabila calon PPAT tidak melapor dalam jangka.waktu .sébagaimara

dimaksud pada ayat (4), maka keputusan pengangkatan PPAT yang
bersangkutan batal demi hukum. aES

Bagian Xedva
PPAT Sementara

Paragraf 1
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 18

(1) Dalam hal tertentu Kepala Badan dapat menunjuk Camat dan/atau Kepala

~ Desakarena jabatannya sebagai PPAT Sementara. S

(2) Sebelum Camat dan/dtay Kepala Desa ditunjuk sebagai PPAT Sementara,
vang bersangkutan -wajib mengikuil ~pendidikan ‘dar” pelatihan  yang
diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik I“d°'.‘°s'a yang

penyclenggaraannya dapat bekerja sama dengan organisasi profesi PPAT#

(3) Kewajiban mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dikecualikan bagi Camat dan/atau Kepala Desa yang akan
ditunjuk sebagai PPAT Sementara, apabila di daerah kabupaten/kota yang
bersangkutan belum ada PPAT.

(4) Pendidikan dan pelatihan scbagaimana dimaksud pada ayat (2)

dimaksudkan untuk menambah kemampuan PPAT Sementara dalam
melaksanakan tugas jabatannya. )

Paragraf 2
Penunjukan PPAT Sementara

Pasal 19

(1) Penunjukan Camat sebagai PPAT Sementara dilakulkan dalam hal di daerah
kabupater/kota sebagai wilayah kerjanya masih tersedia formasi PPAT.

‘ e
(2) Keputusan /‘7

Pertanggungjawaban kepala..., Siti Hariyani, FH Ul, 2008
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(2) Keputusan penunjukan Camat sebagai PPAT Sementara sebagnimana
dimaksud pada ayat (1) ditctapkan oleh Kepala Badan yang pelaksanaannya
dapat didelegasikan kepada Kepala Kantor Wilayah,

(3) Untuk keperluan penunjukan Camat sebagai PPAT Sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan wajib mengajukan permolionan
penunjukan sebagai PPAT Sementara kepada Kepala Badan dengen,
melampirkan salinan atau fotocopy keputusan pengangkatan sebagai Camat
melalui Kepala Kantor Wilayah. ‘

(4) Dalam kal keputusan penunjukan Camat sebagai PPAT Sementara
scuagaimana dimaksud pada-ayat (2) didelegasikan Kepada Kepala Kantor-
Wilayah, keputusan penunjukannya ditandatangani ofen Kepaia Kantor
Wilayah atas nama Kepala Badan sesuai bentuk sebagaimana tercantum
dajam Lamnpiran Il

(5) Penupjukan Kepala Desa sebagai PPAT Sementara dilakukan oleh Kepala
Badan setelah diadakan penclition mengenai kebutuhan pelayanan
masyarfakardi bidang pembuatan akta di daerah-daerah terpencil.

-

Pasal 20 ¢

(1) Bagi Camat dan/alann Kepala Desa yang telah ditunjuk sebagai PPATS
Sementasa scbelum melaksanakan tugasnya wajib mengikutl pembekalan
telifiis "pertnahan yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia yang Penyelcnggaraannya dapat bekerja sama dengau
organisasi profesi PPAT. ° .

.(2) Keputusan :penunjukon Qamat dan/atau Kepala Desa secbagai PPAT
Sementara scbagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan kepada yang
“hersangkutan setelah selesai pelaksanaan pembekalan tehnis pertanahan,

(3) Tembusan keputusan penunjukan Camat dan/atau Kepala Desa sebagai
PPAT Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan
kepaia pemengku kepentingan. .

(4) Untuk keperluan pelantikan dan- pengangkatan sumpah jabatan sebagai
PPAT Sementara, setelah menerima ‘keputusan penunjukan sebagai PPAT
Sementara scbaguimana dimaksud ‘pada ayat (2), Camat dan/atau Kepala
Desa yang bersangkutan wajib melapor kepada Kepala. Kantor Pertanahan
setempat paling lambai 3 (tiga) bulan. ‘ - .

-(5) Apavila Camat dan/atau Kepala Desa yang telah diturjuk sebagai PPAT
Sementara tid2k melapor dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), meka keputusan penunjukan sebagai PPAT Sementara yang
bersangkuten batal demi hukum.

Bagian Ketiga
Penunjukan PPAT Khusus

Pasal 21

.Peuunjukan Kepala Kantor Pertanahan sebagai PPAT- Khusus dilakukan oleh
Kepala Badan untnk perbuatan hukum tertents, .

' Bagian %
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’



720 -

_ Baglian Keempat
Pemindahan PPAT

Pasal 22

(1) PPAT dapat mengajukan permohonan pindah ke dacrah kerja lain, sctelan
yang bersangkulan mengajukan’ pennohonan berhenti sebagai PPAT di
dacrah kerja semula dengan ketentuan masih tersedia “formasi di
kabupaten/kota tujuan,

(2) Permohonan pindab ke daerah kerja lain scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat diajukan dalam rangka penyesuaian dengan kcduc!ukannyn
scbagai Notaris, bagi PPAT yang merangkap jabatan scbagai Notaris.

R Pasal 23 ‘”

: ”

(1) Permohonan pengangkatan kembali PPAT yang berhenti, diajukan kepada
Kepala ‘Badan' olch- yang_bcrsangkutan sesyai bentuk scbagaimana
tercantum dalam Lampiran 1lla dan Lampiran TiIb, dengan tembusan
kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pertanahan di daereh
kerja semula dan dacrah kerja tijuon, dengan dilengkapi persyaratan t .«

a. fotocopy keputusan pcngangkatan yang bersangkutan sebagai PPAT
dan Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan PPAT di dacrah kerja
sernula; ;

b. {olocopy keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Notaris...
dan Berita Acara Sumpah Jebatan Notaris, bagi PPAT yang juga
menjabat sebagai Neotaris;

¢. fotocopy Berita Acara Penyerahan Protokol PPAT di dacrah kerja
semula;

. Surat pernyataan bermaterai cukup dari yang bersangkutan yang
menyatakan kesanggupan bersedia menerima protokol dari PPAT calon

penerima prolokol di dacrahikerja semula; '

Surat keterangan dari organisasi profesi yang mencrangkan bahwa

PPAT yang Lersangkutan. selama menjabat PPAT tidak pernah

‘melanggar ciika profesi PPAT yang dibuktikan sccara tertulis oleh

Pengurus Cabang, afau pengurus Dacrah/Wilayah ‘apabila di daerah

yang bersangkutan belum ada’ Pengurus Cabang organisasi profesi
PPAT:.

f. Surat ‘ketcrangan dari Kepala Kontor Pertanahan sctempat: yang
~ mencrangkan babwa PPAT yang bersangkutaa selama menjabat PPAT
. tidak pemah mendapat sanksi administratif;

“g. Surat ketcrangan dari Kepala Kantor Pertanahan sctempat mengenai

“penilaian kualitas dan kuantitas akta yang dibuat selamz menjabat
sebagai PPAT, )

(2) Permohonan pengaratatan kcmbali karena berhenti atas permintaan sendiri
dengan rnaksud untuk pindah daerah kerja lain dapat diajukan setzlah PPAT
yang bersangkutin raclaksanakan tugasnya paling kurang 3 (tigaj tahun.

Pasal 24

Persyaratan -scbagaimara  dimaksud dalam Pasal 23 merupakan  bahan
pertimbangan bagi Kepala Badan dalam mengambil keputusan sclain
pertimbangan tehnis luiniva, : /
Bagian ;'i'

/l

—- - - r
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Baglan Kelima
Pembcrh_cntian PPAT

- Pasal 25
(1) PPAT berhenti menjabat scbagai PPAT, karcna :

¢. meninggal dunia; atau

b. tclah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun; atau

. diangkat dan ‘mengangkat sumpah jabatnn atau meclaksanakan tugas
scbagai notaris. dengan tempat kedudukan di kabupatesvkota yang lain
daripada daerah kerjanya sebagai PPAT; atau

d. diberhentikan olch Kepala Badan,

" (2) PPAT Scmentara dan PPAT Khusus berhenti melaksanakan tugas PPAT
apabila tidak lagi memegang jabatan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 18
dan Pasal 21, atau diberhentikan oleh pejabat dibidang pertanahan sesuai
‘dengan kewcenangannya.

Pasal 26

(1) PPAT, PPAT Sementara atou PPAT Klvisus yang berhenti menjabat karcna
alasan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) hunf a sampai
dengan huruf ¢ Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, karena tidak
lagi memegang jabatanrya, dan atau telah menyelesaikan penugasannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
37 Tahun 1998 tidak perlu dibuatkan kcpulusg\n pemberhentiannya.

(M PPAT yeng akan berhenii karena mencapai usin 65 (enam puluh iima)
whun paling, Eunbat 3 (ipa) bulan sebelmmnya havus melaporn ko kepada
Fepalo Kantor Pertanahin setempal mengemni PPAT yong bersedia
menerima protokol PPA"nya, denpan tembusan kepada Kepala Kantor
Wilayah. :

(3) Pemberhentian PPAT dari jabatannya scbagaimana dimaksud dalam Pasal
10 dan 2asal 11 Peraturan P¢merintaly Nomor 37 Tahun 1998 dilakukan
dengan Keputusan Kepala Badan, | ;o

(4) PPAT, PPAT Sementara atau PPAT Khusus yang berhenti dari jabatannya
sebagaimena yang dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang membuat nkta
PPAT scjak tanggal tcrjadinyaipcristiw:\ sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf ‘¢ atau Pasal 8 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, - .

(5) PPAT yang diberhentikan dari Jabatannya scbagaimana dimaksud pada nyz;t
(3) tidak benvenang membuat akta PPAT scjak tanggal berlakunya
keputusan pemberhentian yang bersangkutan.

Pasal 27

(1) LPAT, PPAT Sementara atau PPAT Khusus yang berhenti dari jabatannya,
wajib menyerahkan protokoei FPATnya kepada PPAT, PPAT Scmentara
maun kepada Kepala Kantor Pertanahan keeusli kawenn pemberhention ‘
sementara sebagaimena dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Pemerinialy
Nomor 37 ‘Tahun 1998.

A
(2) Pearverahan ..,),'..
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(2) Penycrahan protokol PFAT yang Uerhenti menjabat bukan Kkarcna
meninggal dunia diberikan kepada PPAT lain yang ditentukan old‘\ PP(\T
yang berhenti menjabat terscbut Halam waktu 7 (tujub) hari kerja sejak
tanggal berhenti PPAT yang i bersangkutan atau apabila menurut
pemberitahuan dari PPAT yang bersangkutan tidak ada yang ditentukan
olehnys, ditunjuk olch Kepala Kantor Pertanahan dalam waktu 7 (tujuh)
hari kerja sejak tanggal penunjukan penerima tersebut. '

(3) Dalam hal PPAT berhenti karena meninggal dunia, maka ahli warisnya
* wajib menyeraikan protokol PPAT kepada PPAT yang ditunjuk oleh

Kepala Kantor Wilayah dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setclah
penunjukan tersebut,

" (4) Penycrahan protokol PPAT Sementara yang berhenti menjabat dilakukan
kepada PPAT Scmentara yang menjabat berikutnya di kecamatan yang
bersangkutan, atau apabila Camat di keeamatan tersebut tidak ditunjuk lagi
scbagai PPAT Semecntara, kepada Kepala Kaator Pertanahan -untuk
sclanjutnya discrahkan kepada PPAT yang berkantor di keccamatan yang
bersanghkutan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pertanahan. !

(5) Penyerahan protokol PPAT Khusus dilakukan kc'padsf PPAT Khusus yang
mecnjabat berikutnya. . .

(C) Apabila  jumiah dan volume :protokol PPAT cukup besar, ‘maka
Pcn'ycra.hmmya dapat dilakukan kcpada lebih dari satu PPAT yang dacrah
kerjanya sama kecuali untuk PPAT Khusus dan PPAT Sementara, :

(7) Serah terima protokol PPAT scoagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai
dengan ayat: (6) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Protokol
PPAT yang diketahui/disaksikan oleh Kepala Kantor Pertanahan atau dalam

hal Kepala Kantor Pertanahen berhalangan sccara sah, olch petugas yang
ditunjuknya, : :

(8) PPAT yang ditunjuk olch Kepald Kantor Pertanahan atau Kepala Kantor
. Wilayah scbagai penerima protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sampai dlengan ayat (4) wajib menerima protokol PPAT yang bersangkutan.

(9) PPAT wajib " menurunkan papan nama PPATnya pada had yang
‘bersangkutan berhenti dari jabatan PPAT.

Pasal 28
(13 PPAT diberhentiknn dengan hormat dari jabatannya oleh Kepala Badan,.
kavena @
a. penuintaan sendiri;

b. tidak lagi mampu menjnlankan tugas-karena keadaan keschatan badan

ot kenehotan jiwanya,. sotelah  Jdinyntalan oleh tim pemeriksn
Fesehntan yiny berwening mths peomintams Fepnln Badnn ntint pejabunt
yang ditunjuk; ! ’

¢. melakukan. . pelanggaran ringan terhadap larangan .atau kewajiban
relegead PPAT, !
A dinygkat sebiagiad PNS atau anggota THINOLRD

2) PPAT diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Kepala
I3adan, karena

a. melakukan pelanggaran berat terhadap lerangan atau kewajiba1 sebagai -
PPAT, /

b. dijatuhi .. &/

/!/
7
v
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. b. dijatuhi hukuman kurungan/penjara  kaiena melakukan kcjahatan
perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman kurungan atau prenjara
paling. Jama 5 (lima) tahun atau lebih berat berdasarkan putusan
gengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hultum tetap;

¢. meclanggar kode etik profesi.-

(3) Pelanggaran  ringan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hucuf ¢ antara
" lain:
. a..racmungut  uang jasa melebihi ketentuan peraturan pemndang-

~updangan; '

b. dalam waktu 2 (dua) bulan setelah berakhirya cuti ndak meinksanakan
tugasnya kembali schagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 5);

c. tidak menyampaikan laporan bulanan mengenai akta yang dibuatnya
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 62;

d. mcrangkap jabatan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1); dan
lain-lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan. . :

e
’f(g)vgg@ggdmi;:ﬁeﬁt scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara Jain
. a. membantu - melakukan  permufakatan  jahat yang mcngakibﬂu-n.;
sengketa atau konflik pertanahan; PR ' o
« b, melakukan pembuatan akta  sebagai  permufakatan jahat  yane
mengakibatkan sengketa atau kondlik pertanaban; ’ L
c. meclakvukan pembuatan akta di lvar dacrah kerjfanya kecunl; yang
dimaksud dalain Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (3); : ST
d. mecmberikan kelerangan yang tidak benar 4 dalam akta  yan
mengakibatkan sengketa atau konflik pcxianal\an; yang
c. membuka kantor cabang atau perwakilan atau bentuk lainnya yan
terletak di luar dan atau di dalam  dacraly kerjanya scb-u,'.y‘ 8
dimaksud dalam Pasal 16; afaimana
f. mzlanggar sumpah jabatan sebagai PPAT;
4 f. pembuntan akta PPAF yang dilakukan, scdangkan diketahui olch PPAT
: yang bersangkutan bahwa para pihak ‘yang berwenang melakuk
perbuntan hukum atau kunsanya sesuai peeaturan pcrundn;\g-un;.h;ng:g

ftldale, )adizdihadapan < I

moiphals "é'(ﬁ%‘m i\, ., .

h. pembuaten”a engenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satucn
Rumah Susun yang olch PPAT yang bcrsnngkulanﬁﬁik}‘;t'ahbi;tmas;],()
Q‘W@ﬁkw yang m'cngnklbalkn:: penghadap yang lu:-'r::‘m'.'pkul:m
tidak “berhak —untek smefakikan perbuatan hukum yang dibukiikan
dengun akta; ] . ) ) o

i. (PPAT tidak:membacakin:akfarflddiiadapsitphta pilgksinaupua:pihak ¢
;j':};}g_“!g‘c’l}gn"'g[qgf;;_{l_dak berwvenang melakukan. perbiialni: hukum’ seaas - ..
fektayang dibuatnya; ¢ B RN

J- PPAT membuat akta dihadapan para pihak vang lidak berwenaag

* 1nclakukan perbuatan bukum sesuai akta yang dibuatnyz; i

k. PPAT membuat akta dalam masa dikenakan sanjsi pentberhentian

" sementara atau dalam keadaan cuti;

I lain-lain yang ditetapkan olch Kepala Badan,

-

Pasal 29 .

(1) Pemberhention PIPAT sebugaimana dunaksud dabinn Pazal 28 ditelapkan
olch ‘Kepala Badan berdasarkan usulan Kepala Kantor Peranahan

melalui Kepala Kantor Wilayah.
J

. . i
) I’cml)(:rhcntl:n\.«..,'.',i"
)
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(2) Pemberhentian sementara PPAT sebagaimana din.aksud dalam Pasal 11
Pecaturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 ditetapkan olech Kepala
Badan berdasarkan usulan Kepala Kantor Pertanahan melalui Kepala
Kantor Wilayah.

. Bagian Keenam
- Rangkap Jabatan PPAT

Pasal 30
(1) PPAT dilarang mcmngkap-jabétun atau profesi :
. 8. advokat; . . N
b. ‘pezawai neger, pegawai badan usaha milik negara/daerahy;
¢. laia-lain jabatan yang dilarang peraturan perundang-undangan.

(2) PPAT yang merangkap jabatan sebagaimana dimaksud. pada_ayat (1)
wajib mengajukan permohonan berhenti kepada Koppla-Badan,

(3) PPAT yang mecrangkap jabatan scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
apabila masa tugasnya berakhir dapat. mengajukan  permohonan
peagangkatan kembali sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Apnbila dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan scjak FPAT yang merangkap
Jabetan sebapaimana dimaksud dalem Pasal 30 ayat (1) tidak mergajukan
pumohonan berhenti, maka Kepala :Badan mcmberhentikan® dengan hormat
yang bersangkutan scbagai PPAT. i

. BAB VI '
PELANTICAN DAN PENGANGKATAN
SUMPAH JABATAN PPAT

Pasall2 © °
N Y d ]
() K?putusmt pengangkatan PPAT ditetapkan oleh Kepaln Badan dan beriaku
sejak ‘(anggal pelantikan,

(2) Pelantikan PPAT scbagaimana dimaksud pada ayat (i) dilaksanakan olch

Kepala Kaator Pertanahan setempat.

Pasal 33
1’::l:u.iik;|_n PPATT dilaksanakan dcnéan mengangkat sumpah’ jabatan PPAT

dihadapan  Kepala Kantor Perlanahan setempat dan  didampirgi oleh
Rahaniawan,

Pasal 34

(1) Penpanpkaton, mmpade jabatan PPAT, PPAT Sementapa dan PPAT
Pengganti- dilokukan sesuai dengin agama dan keyakinan masing-masing

¢engan pengucapan kata-kata sumpah jabatan PPAT, PPAT Scmentara divy

PPAT Pengpanti, scbagai berikut :

-Pertanggungjawaban kepala..., Siti Hariyani, FH Ul, 2008
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" “Demi Allah Saya bersumpah” ‘ : : ) .

“Bahwa Saya, untuk diangkat menjadi PPAT, akan sctia dan \oat

sepenuhpya kepada Pancasila, UUD 1945 dan Pemerintah Republik
Indonesia”, ~ .

‘“Bahwa Saya, akan mentaati peraturan perundang-undangan d
bidang pertanahan dan yang berkaitan dengan ke-PPAT-an serta peraturan
perundang-undangan lainnya”. . o

“Bahwa Sayn, akan menjalankan jabatan Saya dengan ujur, tertib,
cerma’; dan penuh kesadaran, berfanggung jawab sertn tida)_c b:r.pxhak".

. “Bahwa Saya, akan sclalu sénantiasa menjunjung tinggi kehormatan
negiara, pemicrintah dan martabat PPAT™. . .
“Bahwa Saya, akan merahasiakan isi akta-akta yang dibuat
. dihadepan Saya dan protokol yang menjadi tanggung jawab Saya, yang
menurut sifatnya atau berdasarkan peraturan perundang-undangan harus
dirahasiakan”, ;

' “Bahwa Saya, untuk diangkat dalam jdbatan Saya sebagai PPAT
s:cara langsung atau tidak langsung -dengan dalih atau alasan apapun juga,
tidak pernah memberikan atau berjanji untuk memberikdn sesuatu kepada

. siapapun “juga, demikian juga tidak akan-memberikan atau berjanii
ricmberikan sesuatu kepada siapapun juga®. - E '

(2) PPAT Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ‘ayat «3) huruf b
I'craturan Pemecrintah Nomor 37 Tahun 1998 tidak perlu mengikuii
- pelantikan dan mengangkat sumpah jabatan PPAT,

(3) PPAT yang daerah kerjanya discsuaikan karcna pemecahan wilayah
kabupaten/kota sebagaimana dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor
37 Tahun 1998 tidak perlu mengikuti pelantikan dan mengangkat sumpah di
dacrah kerjanva yang baru,

. )

Pasal 35’

(1) Setelah- pelaksanaan pelantikan dan  pengangkatan sumpah jabatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 dibuatkan Berita Acara
Pelantikan dan Berita Acara Siimpah Jabatan yang disaksikan paling kurang
2 (dua) orang saksi, '

s

(2) Berita Acara Sumpah Jabatan éebagnimann dimaksud pn'dlx ayat (1) dibuat
seperti contoh schapnihana terbantum dnlnm Lampiran IVn snmpai denpan
. Larnpiraa [Ve, ¢ . .

(3) ?PAT, PPAT Scmentara, dan| PPAT Penggantl yang sudah mengangkot

sumpah wajib menandatangani surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan
. jabatan PPAT scsuai dengan ke_’putusan pengangkatannya.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PPAT

Bagian Kesatu
Hak PPAT

Pasal 36

PPAT mempunyai hak :
a. cuti; ) :

b. memperolch vang jasa (honorarium) dari pembuatan akta sesuai, Pasal 32
© ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomeor 37 Tahun 1998;

. o
¢. memperolen /'{l

[
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¢. memperoleh informasi serta perkembangan peraturan perundangan-
-undangan pertanahan;

d, memperoleh kesempatan untuk mengsjukan pembelaan diri scbelum
ductapkannya keputusan pemberhentian sebagai PPAT.

Pasal 37 !

asl nE

(1) PPAT dapat melaksanakan cuti qcbap,'umnn.\ dimaksud dalam Pazit 20
huruf a sebagai berikut : .
a. culi tahunan paling lama 2 (dua) minggu sctiap tahun takwim:
b. cuti sakit termasvk cuti mclahirkan, untuk jangka waktu menurut
. keterangan dari dokter yang berivenang;
¢. cuti karena alasan penting dapnt diambil setiap kali dnpcrluLan dengan
Jjangka waktu paling lama 9 (sembnlan) bulan dalam setiap 3 (tiga) tahun
takwxm- ”

(2 Untuk dapat mclaksanakan cuti sebagaimana dimaksud.pada ayat (1) huruf
a dan huruf ¢, PPAT yang baru diangkat dan diangkat kembzli harus sudah
membuka kantor PPATnya minimal 3 (tiga) tahun.

(3) Untuk melaksanakan cuti scbagmmana dimaksud pada ayat (1) diperlukan *
persetujoun "sebagai berikut ‘

a. . untuk cuti yang lamanya kusang dari 3 (tiga) bulan dengan perseujuan
chala Kantor Pertanahan setempat;
b untik cuti yang lamanya 3 (tiga) bulan atau lebih tetapi kurang dari 6
‘(cnam) bulan dengan persctujugn Kepala Kantor Wilayah sctempat;
¢. untuk cuti yang lamanya 6 (enam) bulan atau lebih dengan persetujuan
chala Badan, )
i

Pasalis |

(l) Permohonan persctujuan untuk melaksannkan cuti dm)ukan secara teriulis
‘olch PPAT yang beesangkutan kepada pcjabat yang buerwenany membce-i
persetujunn cuti: e
. paing Immbat 15 (lima belas) hami kerja scbelum mnggal mulai

pelaksanaan cuti, kecuali- permohonan cuti sakit yang ‘dapat diajukan
sewnktu=waktu sesudah dxpcroieh keterangan dokter;

b. dalem hal permohonan cuti d iajukan kurang dari waktu sebagaimana
dimaksud pada huruf a atau meélampaui tanggal mulai pelaksanaan cuti, -
maka keputusan cuti diberlakukan surut.

(2) Purmohonan cuti harus mencantumkan Jamanya cuti, tanggal mulai
pelaksanaan dan berakhirya cuti, alasan pengambilan cuti, daftar cuti
yang telah dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan alama. selama

. menjalankan cuti, .

) Dalam hal PPAT menjalankan cuti, maka permohonan cuti scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat disgrtai dengan usul pengangkatan PPAT
Pengganti, kecuali di daerah kerja tersebut sudah terdapat PPAT lain yang
diangkat oleh Kepala Badan. )

(1) Permohcnan usul pengangkalan PPAT Pengganti sebagrimana dimaksud
pada ayat (3) dilampiri dengan
a. fotccopy KTP calon PPAT Pengganti yang masih berlku;

*

b. salinan ?,'L
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b.: salinan atau fotocopy surat pengangkatan atau perjanjiin kerja calon
PPAT Pcnggnnti sebagai pegawai PFPAT yang bersangkutan;

¢ fotocopy ijazah Sarjana Hukum calon PPAT Pengganti; dan

d berita acara péngangkatan sumpah jabatan PPAT Pengganti apabila
" yang diusulkan scbagai PPAT: Pengganti pernah menggantikan PPAT
yang Lcrsangkutan di dacrah ker_,a yang same

(5) PPAT Pcngganu yang diusulkan harus memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998,
berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun dan beium berumur 65
(enam puluh lima) tahun sampai dengan batas akhir masa jabatan PPAT
- Pengganti.

(6) Sebelum mclaksanaknn euti, PPAT wajlb menutup Buku Daftar Akta dan
melaporkan kepada Kepala Kantgr Pertanahan sctempat dan sclama cuti
yang bersangkutan t:dak perlu mcmbua laporan bulanan.

- Pasal 39 :

M chabat yang bcrwenang memberikan pcrsctmuan cuu w'\_):b memberikan
persetujuannya mengena: permohonan cuti yang sesuai dcngan kctcntuan
dalam Pasal 37 ayat (1) ¢an ayat (2) apabila :

a. jumlah PPAT di dacrah kerjajyang bersangkutan lebih dari 50% (llma
puluh persen) dari formasi PPAT- atau
b. alasan pengambilan euti adalah karcna sakit; atau

¢. pe:molionan persetujuan tcrsi:but disertai dengan uqul pengangkatan
PPAT Pengganti.

(2) Penolakan pemberian pcrsctujuan' cuti yang sesuai kelentuan dalam Pasal
37 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan olch pejabat yang
berwenang apabila jumlah PPAT di dacrah keja PPAT yang bersangkutan
tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari formasi PPAT, sedangkan
pemberian - cuti dikhawatirkan akan mcnghambat pelayanan  kepada

. tnasyarakat.

(3) Penolakan atau persetujuan cuti harps diterbitkan oleh pejabat yang
berwenang dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja scjak tang 2al diterimanya
pcrmohonan persetujuan cuti dengan‘ketentuan bahwa dalam hal penolakan
ciiti, maka pembéritahuannya harus disertai alasan penolakan tersebut.

(4) Dalam hal penolaken atau persetujuan tersebut tiduk dikeluarkan dalam
teriggang waktu sebagaimana dx}naksud pada ayat (3), maka cuti tersebur
dianggap sudah disetujui =cpnnjrng cuti terscbut sesuai dengan ketentuan
“dalam P)sal 37 ayat (1) dan (2). )

Pasal 40

¢)) Persctujuan untuk menjalankan cuti PPAT diberikan dzngan keputusan
pejabat yang berwenang yang dibuat mcnurut contoh scbagaimana
tercantum dalam Lampiran V.

(2) Dalam hal pengajuan permohcnan persctuju'm cuti disertai dengan usul
pengangkatun PPAT Pengganti scbagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat
(3), muka pcngangkatan PPAT Pengganti dilakukan sckahgus chlam
keputusan persetujuan cuti.

(€))] '( zputusan . 'er
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H

(1)) chums'm ijin pelaksanaan cuti bcnkut pengangkatan PPAT Peng gganti
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) disampaikan kepada
PPAT yang bersangkutan atau kuasanya dan kepada PPAT Pengganu serta
salinannya disampaikan kepada : ; i

1. Pejubat yang berwenang membefi fjin cuti lainnya; i
2, BupatMWalnkota yang bersangkutan I
. I . :
Pasal a4 | - ) ;
y l i
. (l) PPAF Pengganti melaksanaknn lugas jabatannya sebagai pcnggann PPAT’
yang menjalankan cuti setelah ; diterbitkan keputusan - scbagaimana
diaksud dalam Pasal 40 ayat:(2) dan sctelah yang bcrsangkutan
mengangkat sumpah jabatan.

(2) Dalam hal PPAT Pengganti sebagaimana dimaksud pada aynt (1) adalah
orang yang pernah melaksanakan fugas jabatan sebagai PPAT Pengganti
untuk PPAT yang sama di dacrah kerja yang sama, maka dalam
melaksanakan tugas jabatannya yang bcrsangkutan tidak perlu mengangkat
sumpnh jabhatan PPAT.

{3) Scbelun. melaksanakan mg'\snya PPAT Pcngg'mu w'unb meneriing
‘protokol PPAT dari PPAT yang digantinya. :

(4) Dalam hal PPAT yang melaksanakan cuti berhalangan untuk menyerahken
protokol PPAT kepada PPAT Pengganti, maka scrah terima protokol PPAT
dilakukan olch kuvasa dari PPAT kcpada PPAT ngqann dengan
disalisikan olch 2 (dua) orang saksq

(5) Dalar hal PPAT yang dnganukan,memnggal dunia sebelurh berakhirnya
masa cuii dan telah ditunjuk PPAvT Pengganti maka kcwennngan PPAT
2engganti tersebut dengan scndmnya berakhir.

(5) Dalam menjalankan tugas jabatannya, ketentuan yang berlaku pada PPAT
. berlaku pula techadap PPAT Pengganti.

(7\ PPAT Pengganti bertanggung Jawab secara pribadi atas pelaksanaan tugs
J 1Inlm|m' A, .

(8) Kewajiben PPAT scbagmmanu' dlmaksud dalam  Vasal (19 Pernturen

' Pemerintal: Nomor 37 Tahun 1998 berlaku pula bagi PPAT Pengganti.
. I :

Pasal 42 . I‘

(1) PPAT wajib mclaporkan berakhirnya pelaksanaan cuti kepada Kepala
Kaator Pertanahan setempat paling lambat 1 (satu) minggu sctelah jangka
waktu cutinyn’habis dan melaksanakan kembali tugas jabatannya,

.:2) Sebelum masa cutinya habis, PPAT dapat mengakhiri masa cutinya dan
.ncl_aksanuknn tugas jabatannya kembali.

(3) Dalam hal tugas J'\b'll.m PEAT dilaksanakan olch PPAT Pehppanti, PPAT
yang menjalani cuti melaksanakah' kembali tugas jabatan .PPAT sctelah
menerima protokol dari PPAT Pcnggaru

(4) PPAT Pcnl,ganu wajib mcnycrahkan protokol PPAT Pengganti kepada .
PPAT yang mengakhiri cutinya :lan sinp melaksanakan tugasnya kembali.

(5) PPAT yang dalam waktu 2 (dua) bulan sctelah berakhirnya cuti scsuai
dengan  persctujuan  cuti  tidak  mclaksanakan  tupasnya  kembali

diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai PPAT.
Pasal 43 /(’
|
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Pasal 43

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 42
- tidak berlaku bagi PPAT Scmentara dan PPAT Khusus.

Pnsal 44

_ (1)' PPAT, Camat dan Kepala Kanto:i Pertanahan yang sedang mcnjalankan cuti
dilarang membuat akta PPAT. | '

(2) Akta vang dibuat oleh PPAT, C!lmat atau Kepala Kantor Pertanahan yang
sedang menjalankan.cuti tidak <hpat duadxkan dasar pendaftaran perubahan
dala pendaflaran tanah. c

©)) Ap\bxh l'uangan mengenai pcmbu.nan akta olch pcjabat y—mg sedang
mcnyxlmkm cwii scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanggar, maka
scgala akibat hukumannya mcnyxdn tanggung jasvab oribedi dari pembuat

aktn yang bersangkutan.

Bagian IKedua

Kewajiban PPAT
. Pasal 45

PPAT mempunyai kewajiban @ 4
£, menjunjung tinggi Pancasila, Undang Undang Dasar 1945 dan Negara
Kesatuay Republik Indonesia;
b. mengikuti pelantikan dan pengangkatan sumpah jabatan sebagai PPAT;
¢. menyampaikan laporan bulamg mengenai akta yang d;buatny"\ kepada
. Kepala Kantor Pertanahan, Kegala Kantor Wilayah dant Kepala Kantor
" Pelayanan Pajok Bumi dan B'mgunnn sctempat paling lumbnl tunggal 10
vulan berikutnya;
d. menyciahkan protokol PPAT clalam hal
1. PPA'T yang berhenti menjabat scbagaimana dimaksud; dalam Pasal 23
Cayat (1) dan ayat (2) kcpada PP/\I‘ di dacrah ksrjanya atau kepada
Kepala Kantor Pertanahan;

2. PPAT Sementara yang bcrhcnh scb:\gal PPAT Sementara kepada PPAT
Scmentara  yang mcnggmtlkmnya atau  kepada  Kepala }\anlor
Pertanahan;

3, PPA7T Khusus yang bcncnu scbagai PPAT Khusus keprda PPAT

- Khv sus yang menggantikannya atau kepada Kepala Kantor Pertanahan;
c. mcmbcbus}\an uang jasa kepada orang yang tidak mampu, yang dibuktikan
secara saly;
f. membuka .c'mtomya setiap h"fﬂ kerja kecuali sedang melaksanakan cuti
atau hari libur resmi dengan jam kerja paling kurang sama dengan jom kerja

_Kantor Pertanahan selempat;.

g Yérkantor- hanya di 1 (satu) Kkantor dalam daerah ]\61’)3 sebagaimana
' dltetapkan dalam keputusan pengangkatan PPAT;

h, mcnyampalkan alamat kaniornya, contoh tanda tangan, dontoh paraf dan
leraan (‘np/sh,mpcl Jnl)1lnn11¥'1 kepada  Kepala I\nnlor Wilayah,
Bupati/V/alikota, Ketua Pcnr,.ulnan Negeri dan Kepala Khator Pertanahan
yang wilayahnya melipuli dacrah kerjo PPAT yang bersangkutan didam

Cwiiktu 1 (satu) bulan sctetab pengambilan sumpah jabatan;
}
. _ fta
_ medalsanakon Y
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Hc‘aksamkan jebatan secara nyata sctelah pengambilan sumpah jabatan;

oo memasang papan nama dan menggunakan stempel yang bentuk - dan
~uKuraanya ditetapkan oleh Kepala Badan;

k. lain-lain .,csum peraturan perundang-undangan.

BAB vII ;
PELAKSANAAN JABATAN PPAT

Bagnn Kcsatu
Kantor PPAT

Pasal 46 I .

’ : i
(1) PF AT wajib berkantor di 1 (satu) kamor dalam duemh kerjanya
scbagaimana  ditetapkan  dalam keputlisan  pengangkatannya . atau

... penunjukan darj Kepala Badan atau pejabat Yang ditunjuk. '
(2) Dalam hal PFAT merangkap jabatan sebagai Notaris, maka kantor tempat

melaksanakan -tugas jabatan PPAT wajib di lcmpxl yang sama dengan
kantor Motarisny. i

(3) Selain berkantor scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) PPAT
tidak dibenarkan membuka kantor cabang atau perwakilan atau bentuk

Jainnya yang terletak di Juar dan atau di dalam dacrah kerjanya (lcnmn
maksud menawarlan jasa kepada masyarakat.

Pasal 47

(l) Kantor PPAT wajib dibuka setiap hari ke "a kecuali pada hari libur resmi

dengan jam kerja paling kurang sama dengan jam kerja Kantor Pzrtanahan
sctcmpat |

(2) Apavila dianggap perlu PPAT dapat membu\\a kantornya di uar jam kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dnlam rangka memberikan pelayanan
“pembuatan akta pada masyarakat.

() Dalam hal PPAT scdang melaksanakan (L,utx dan tidak menunjuk PPAT
“Pengiganti, kantor PPAT yang bcrsmgkutdn wayib dibuka scfiap hari kerja

untuk meleyani masyarakat dalam pcmbcnan ]\ctcr'\ngan salinan akta yang
tersimpau schagai protokol PPAT.

Bngl:n. [Cedun
Stempel Jabatan PUAT

Pasal 43

(1) Stemyeel jabatan PPAT diterakan pada sctiap tanda l.mr; an PPAT, akue,

salinan akta, surat dan dokumen lain ynng merupakan produk dari PPAT
yang bcrc.mgkutan

(>) Beatuk dan ukuran stempel jabatan PPAT, PPAT Pengganti dan PPAT
Sementari adalah scbagaimana contoh yang tercarium dalzm Lampiran Ml
yang rinciannya adalah scbagai berikut : ! .

. Bentuk: ' ;

Bulat, terdapat 2 (dua) lmgqu'm di tcngah lingkaran dalam untuk nama
PFAT alau PPAT Pengganti atau tulls n Camat atau Kepala Desa.

b. Tulisan ...
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Tutisun dalam-stempel ;
1. untuk FPAT atau PPAT Pengganti; lingkaran luar bagian ates ditulis

“PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH” atau  “PPAT
PENGGANTI" dan lingkaran Juar bagian bawah ditulis dacrah kerja
nama Kabupaten/Kota yang dibatasi dengan gambar bintang;

untuk PPAT Secmentara, lingkaran juar bagian atas ditulis “PPAT

2.
SEMENTARA" dar: lingkaran Juar bagian bawah diwlis dacrah
. keja I'PAT Sementara “Kecamatan atws Desa™ yang dibatasi
dengan gamber bintang; ‘
3. warna tinta stempel : Merah,
Ukuran: .
1. Bulatan lvar dengan garis tengah 3% cm, dibuat dalary gawis hingkar

dq,

rangkap yang scbelah luar agak mencbal scdangkan yang di dalam
dengan garis lebih tipis dan bergaris tengah lebih kecil, Jarak antara
kedua bulatan adalah 1 mm. : -

._Bulat}xn dalam dengan garis tengah 2 cm, dibual dengan garis

lingkar tunggal. : \

Di antara bulatan luar dan dalam, di bagian tengah bawah terdapat 2
(dva) lukisan bintang bersudut 5 (lima) dengan. ukufan ‘garis tengah
3Imm. i i :
Dalam ruang bulatan terdapat ruang yang dibatasi oleh 2 (dua) garis
lurus mendatar sejajar dengan jarak satu sama lain 1% em.yens
ditulis dengan huruf kapital : ' v

a) N‘a:m PPAT atau PPA'L Pengganti; atau

b) tulisan Camat; atau ,

c) tulisan Kepala Desa, : l

Sebelah atas manpun bawah dai nuang angka 4 di atay terlukis
garis-gavis tegek lurus dengan jarak antara garis satu dengan yany
lainnya scbesar 1 mm, - !

(3) PPAT Zhusus yang dijabat oleh chnlaéKnnlor Pertanahan mengpunakaa

stempel Kantor Pertanahan dalam melaksanakan tugasnya sebagai PPAT
Khusus. ‘ : |

- (4) Waki: Camat aau Sckretaris Desa yang membuat akta untuk keperluan

plaak-pihak scbagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat {2) Peraturan

" - Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 mempergunakan stempel jabatan yani

(1)

dipergunukan FPAT Scmentara yang bersangkutan,

Bagian Ketiga . i
Papan Mama dan Kop Surat PPAT

Pasal 49

!
Bentak dan Ukuran Papan Nama Jabatan PPAT dan PPATT Sement i y g
dijabat oleh Camat dawatan Kepala Deza adalah « padd Lonlon
sebagaimana  (creantum dalam Lempiran VIL dengan cincion sebagai

“berikut ;

0. Ukuran @ 190 % 40 e atau 150 ¢ 60 cm aiau 200 x 80 ¢,

L. Warna : Dasardical putih, tulisan hitam;

c. Dentuk huraf @ Cetak kapital (haruf besar), untuli o dipereaadig
huruf yang lebih besar.

!

) Nalan [ ;

Pertanggungjawaban kepala..., Siti Hariyani, FH Ul, 2008 /



- 22.-

(2) Dalam hal pemasangan papan nama sebagaimana dimaksud puda Ayt (1)
tidak dapat dilakukan karena kesulitan tempat, pemasangan papan japatan
dilakukan pada tenipat yang memungkinkan dan dapat dzbnc:_l‘ol_ch umun
sepanjang masih dalam lingkungan gedung tempat kantor AT disnakewd,

Pasal 50

Kop surat jabatan PPAT dibuat seperti contoh sebapaimana wresatim pada

Lampiran VI1:1 dengan kelentuan sebagai b_cri_kul S _

A lk@fffﬁff\uﬁﬁﬁiﬂﬁ}m?ﬁfdicnnm|nknnld{_’;b’:‘j’giﬂjifmj{z‘.g;_f;‘gb#g[@ggx__\;ég@fr1 kertas
surat dan sampu) dinas PPAT; . .

b. tidak dibenackan menulis jabatan lain kccuulij:}bulnn PBEAT

. kep surat jabatan PPAT dibuat dengan warma hitam.

Bagian Keanpal
Blaatlo Akta dan Pembuntan Ala
A Tl

S Ll 2
S VB O Ty L B s e TS AT L e e N
BBk DEAT R AR RKRISIEN B:idn?i‘r;'l’;.flmmmmmg%
Republik Indonesia dan hanya boleh dileli oleh PPAT, PP/\.I e amyianti, l'l..-\]
Sementara atau PPAT Khusus.

(1) FPAT meinksanakan tugas pembuatan akta PPAT di lx:.nl._nrn:\'il dergan
dibadiri olch para pihak dalam perbuatan hukum yang bersanghuian atay
kuasanya sesuai peraturan perundang-undangan,

‘.:":x‘“' S BT TR RO Y A o [ TR P N
{‘42‘21)‘ ) 5 da ,('cmbualénklm'_dbf UL kanlognya-a
A A T ST A D oty j pa o AR PR 1 gl
s S I S e
L R Y S e A SBELERY,
107 "‘,\;w;n:\,»':ly T inpen eiaie ila "", Ry ey s ' " VY ¥ ¥, e il
R i Y S e i
SRECES i i

H
rt AN oy

LR ey

'I&WV}; ;’6"

.

asal 53 : )

(1) Akta PPAT dibuat dengan mengisi blanko nkta yang tersedia secati
lcx-lgkap sesuai petijuk pengisiannya, |

(2) Pengisian blanko akta dajam rangha pembuaian aktn PPAT scbagaimana

dtmaksud. Pada ayat (1) harus dilakukan 'sesuai dengan kejadian; status dan

data yang benar serta didukung dengan dokumen sesuni peraturan -
perundang-undangan, ' '

(3) Pcmbuatan akta PPAT dilakukan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orans

saksi yang memberi Kesaksian mengenai :

a. identitas dan kapasitas penghadap;

L. kehadiraz para pihak atau kuasanya;

¢. kebenaran data fisik dan daa yuridis obyel: perbuatan bk delaim il
obyek tersebut belwn tedaftar

. keberadaan dokumen yang ditunjuklkan dalam pembuatan aka;

¢ telah dikksanakannya perhuatan hukum teisebut oleh pane pibag yang
bersanglutan,

(1) Yann dapat menjadi saksi adalah orang yang (elah memenuhi svarat seua.
denzan peraturan perundang-undangan.
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(1) Scbelum  pémbuatan  akta mengenai perbuatan  hukum  scbagaimana .
dimaksud Jalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g, PPAT wajid
melakukan pemeriksaan kesesuaian/keabsshan scrtipikat dan catatan lain
pada Kantor Pertanahan setempat* dangan  menjelaskan maksud  dan
tujuannyi, ‘ S

(2) Dalam pembuatan akta scbagaimana dimeksud pada ayat (1) PPAT tidak
diperbolchkan memuat kata-kata “sesvai atau menvrut keierangaa para
pihak” keenali didukung olch dala formil.

.(3) PPAT benvenang menolak pembuatan akta, yang tidak didasari data fonmil.

it4) BPAT “idak diperbolehkan membuat!ukta sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huria sampai dengan hwiuf g, atas sebagiai bidanz tanah yang +
sudsh terdafiar ataw itanali‘milik adat;* Sebéluin "dikir ~olch™ Kantor'y
Peaanahan dan diberikan;Norior dentifikast Bidarig Tanah (1T ¢
(5) Dalam pembuatan akia, PBPAT wajib mencantumkan NIB dan atayy, nomor
hak atas tanal, nomor Surat Pemberitahtian Pijak ‘I‘érlfiif:mff%sgﬁp’i‘)‘ IRB, 4
pengpunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan keadaan Japangan.
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Baglan Kelima
Buku Daftar Akia I'PAT,

Pasal 56

(1) FPAT wajib membuat daftar akta dengau. menggunakan 1 (saw) buku d: flar
akta untuk semun jenis akta yang dibuatnya, yung di dalamnya dicontumbkian
secard Lerunt nomor semua akta yang dibuat berikut dina lain yang
berkzitan depgan pembuatan akta, ‘dengan kolom-kelom sehagaimana
dimaksud da’am contoh pata Lampiran IX.

(2) Buiu Jaftar PPAT diisi s=tiap hari kedja PPAT dan ditutup'sctiap akhir hari
kerja yang cama dengan garis tinta hitam dan diparal olch’ PPAT 9ada
kolem terakliir dihawal garis peautupy .

(3) Apabiia padza hari kerja yang bersangKutan tidak terdapat akia yang dibuat,
maka dicant:mkan kata “Nihil”, disamping tanggal pencatatan dimaksud.

(4) Pada akhir kerja terakhir scliap bulah, daftar akta PPAT ditutup dengan
garis merah can tanda tangan serta narha jelas PPAT, dengan catatan di atas
tanda tangan tersebut yang berbunyi scébagai berikut :

“Paca hari ini ... tanggal ..... dafiar akta ini ditutup oleh saya, dengan
catatar. bahwa dalam bulan ini telah dibuat ....(........) buah akta™

(5) Dalam: hal PPAT menjalankan cuti, diberhentikan untuk scmentara atau
berhenti dari_abatannya, maka pada hari terakhir jabatannya itu PPAT yang
bersangkutan wajib menutup daftar akia dengan paris merab dan tuda
tangan serta nama jelas dengan catatan di atas tanda tasgan terssbut yany
Heebuavi sebanai berikut '

“Paaa hari i ..., Lwggal ... daltar akta ind ditutup oleh saya, Lorena
nenjlankan cuti/berivent untol sementara/berhenn.”

I J-
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(6) Ketentvan- schagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5)
verlaku jupa bagi PPAT Sementaca dan PPAT Pengganti. |

Pasal §7

(1) Buku daftar akia harus diisi sccara lepgkap dan jelas sesuai kolom yang ada
schingga dapat diketahui hal-hal yang berkaitan dengen pcm}:uatau akta
termasuk mengenai surat-surat yang berkaitan. i

(%) Pengisian buku dafar akia dilakukan tanpa baris kosong yang lebih dari 2
(dua) baris.

(3) Dalam hal terdapat baris kosong lebih dari 2 (dua) baris, maka scla kosong
tersebut di.viup dengan garis berl: entuk : Z. '

-

Ragian Keenam
Penjilidan Akt dan Warkah Pendukung Akt

Pasal 88

(1) Akta olentik, surat dibawah tangan? atau dokumen lai{!n)'fl' yang dipakai
scbagai dasar bagi penghadap sebagai pihak dalam perbuatah Tukum yang
dibuatkan skianyn dinyatakan dalam akta yang bersangkutan dah-dilckitkan
Atau dijahitkan pada akta yang disimp:nn oleh PPAT. *

(2) Akta otentik, surat dibawalh mngan! atau dokumen lainnya scbagaimana

dimaksud rada ayat (1) adalah ; |

a. akla atau surat kuasa dari pihak yang berwenang melaksanakan
perbuatan hukum;

b. akta atau’surat persetujuan yang menurut peraturan diperlukan scbagai

-dasar kewenangan penghadap ‘atau yang memberi kuasa k«.[md:l

penghadap untuk melakukan pefbuatan hukum, misainya persctajuan

suami atau isteri mengenai tanah kepunyaan bersama; -

“akla Ataw'surat yang memuat benthk pemberiankewenangai i s -

¢ surat atau peta “yang mcnjclas;kan obyck perbuafan hukum yang
bersaapk:tan,

9

Pasal 59

R e e .

(1) Akta PPAT berikwt akia otentik, surat dibawah tanpan, atau d°k"mcl,:
lainnya scbagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dijilid dul:}m 1 (satu]
sampui yang berisi S0 (lima puluh) akta, :

(2) Fenjilidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan scbulan sekali,

dengan ketentuan ; o .

a. apabila jumlah akta yang dibuat «‘alam bulan tersebut levih dari 50 (lima
pulub) tuah atau kelipatannya, maka kelebihan akta terscbut dijilid
sebagai jilid terakhir dalam bulan:yang bersangkutan; i

b. apabila jumlah akia yang dibual’ dalam bulan tersebut kucang dafi 50
(lima puluh) buah, maka akia-akta 1ersebut dijilid sebagai satu-zatunya
Folidakea datan bulan yanp hersapybutan. )

Pasal 60 /l

f
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I’ns:al 60

(1) Warkah yang merupaken dokumen yang dijadikan dasar pcmbnal:\n akta,
sclain akta otentik, surat dibawah tangan, atou dokumen lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dijilid tersendiri dalam bundel
warkah pendukung yang masing-masing bcnsn warkah pendukung untuk

25 (dua puluh lima) akta.

(2) Penjilidan .,c\u.lg.um'm'\ dimaksud pada aym m dllakuk.m sctiap bulan,
dengan ketentvan @ |

a. apabila jumlab akta yang chbuat dalam bulan tersebut lebih dari 25 (dua
puluh lima) buah atau kelipatannya, wal'kah pendukung untuk kelebihan
akta terscbut dijilid scbagai jilid war,kah pendukung terakhir dalam
bulap yang bersangkutan; ,

b, apabila jumlah akta yang dibuat dnl'\m bulan tersebut kurang dari 25
(dua pulub lima) buah, maka w-urkah pendukung fintuk  akta-akta
terschut dijilid sebagai satu-satunya phd warkah pendukung akta dalam
bnlas. yang l:cmngkm.m

(3) Pada pungpun; sampul mnd:‘l warkah pm(lukun[' dituliskan nomar-nomor
akta yang tetah dibuat berdasarkan dokumen ity dengan menuliskan nomor
terkeei) dan yang terbesar denpan tanda strip () diantaranya, berikut wilisan
“warkah" didepan nomor terkecil serta tahun pembuatan aktanya mengikuti
garis miring (/) dibelakang nomor terbesar. :

Pasal 617

(1) PPAT wajib menyampaikan akta PPAT- diin dokumen-dokumen lain ydang
diperlukan untuk keperluan’ pendaftaranl akta perbuatan  hukum yang
dibuataya kepada Kepala Kantor Pmam]‘mn paling lambat 7 (tujuh) hari
kerjasséjak ditaadatangani akta yang bcrsa.r‘gkutan. ..

(2) Pchnggmn ~erhadap kclcmuan sebagaimana dimaksud pada .\y.\' 4]
merupakan pelanggaran administratif.
' Y
Bagian Ketujuh ' ‘
Laporan Bulanan PPAT | !

Pasal 62°¢ :

(1) PPAT wajib menyampaikan laporan bulanan mengenai semua akh yang
dibuatnya paling lambat tanggal 10-bulan berikuinya kepada Kepala Kantor .
Pertanahan dan Kepaia Koantor Wilayah,

(2) &PRT‘Waji\? imenyampaikan Japoran bulanansmengenai Akta Jual-beli, Akta

- Tukar Mcnukar, Akta Hibah, Akta Pemasukan Ke Dalam Perusahaan, Akta
Pembagian Hok Bersama, Akta Pemberian Mak Guna Bangunan Atas
Tanah Hak Milik, dan Akta Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik
kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan Kepala
“Kantor Pelayaran Pajak. i

(3) Penyampaian laporan sebagaimana dnm*sud pada ayat (J) dan ayat (2)-
dilakukan melalui jasa pengiriman atau dinntar langsung ke alamat instansi
yang dimaks ad pada ayat (l) dan ayal (2),

!
| (4) Penyampaian fl

'
14
v
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(4) P=nyampaian laporan scbagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan

dengan tanda penerimaan oleh perusahaan jasa pengiriman atay tanda

pencrimaan olch instansi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat @),
yang berlanggal paling lambat tanggal 10;bulan berikut dari bulan laporan.

Pasal 63 ;

Laporan bulanan PPAT dibuat scbag;ﬁm::mn dimaksud pada contoh dan
ketentuan dalam Keputusan Bersama Menteri Negara Agrarin/}(cpal? Badan

Pertanahan Nasional dan Dircktur Jenderal Pgjak Nomor : |
SKB 2 Tahun 199§ :

t

KEP-1 '/9_/1’1./1 998, -
Pasal'G4

(1) Dalam hal PPAT Pengganti mulai mcln}{sanakan tugasnya tidak pz;da a:w;-l
bulan dan berlangsung hingga kewajiban melapor dimaksud terbit, PPAT
Pergganti berkewajiban ményampaikan! laporan bulanan: PPAT termasu

mengenai pelaksanaan tugas PPAT yang digantikannya. - " N

(2) Dalam hal FPAT Pengganti mcngak.hirf tugasnya tidak pada awal bulay,
PPAT yang digantikannya wajib menyampaikan laporan bulanan PPAT
fSengpanti,

(3) Dalzm hal zebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau dalam hal PPAT
Penppganti wrelaksanakan tugas tersendini dengan penuly pada bulan yanj
bersmgkutan hingga terbit kewajiban melapor, dalam pengisian lapori.n
nama PPAT ditulis dengan mama PPAT Pengganti dan PPAT yanp
digantikan dengan ditambah kata “pengganti dari” antara kedua nami
terscbut.

BAB IX _
. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

v~ Pasal 63

(1) Pembinnan dan pengawasan terhadap pclnlis:maan tugas PPAT éilnkuknn
oleh Kepala Bndan, -'

(2) Pembinaan dan pengawasan PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dnlnm pelaksanaannya oleh Kepanln Badan, Xcpala Kantor Wilayuh. dan
Kepala Kantor Pertanahan:

Pasal 66

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT yang dilakukan olch Kepala
Isadan scbagai berikut =
a. memberikan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas jabatan PPAT;
L. memberikan arahan pada semua pemangku kepentingan yang berkaitan
. dengan ke-PPAT-an; . .
c¢. melakukan pembinaan dan pengaveasan atas organisasi profesi pp/:\'l :
agar teta berjalan sesuai dengan arah dan tujuannya,
d. menjalankan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu untuk
memastikan pclayanan PPAT tetap Gcrjalan scbagaimana mestjnya;
c. melokukan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT dan PPAT
Sementara dalam ranaka mcnjnlank:}n kode etik profesi PPAT:

i "
o o . (2) Pembinaan ;Ii,
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@) Pembinaan dan pcnga\vasnn terhada PPAT yang dxlakukan Ich cpala
Kanter Wilayah sebagai berikut ;. : e
n. .menyarnpaikan dan manclaskan kcbuakan dan pcnturan pcnanz\han
serta pefunjuk tehnis pclaksmaax‘m tugas PPAT yang tcl'\h ditétapkan
oleh Kepala Badan dan peraturan Pcmnd'\ng-undmgnn yang, bcrlaku,
b. membantu melakukan so..xalxs'xsx; digeminasi kebijakan dnn pcrat\nan
nerundang-undangan pertapahan qlau pctunjuk tehnis; ;

¢. secara periodik melakukan pengawasan ke kantor PPAL . guna

memastikan ketertiban administrisi, pelaksanaan tugas dan kewajiban
scsu‘u denpan ketentuan peraturan pcrundang,-undmxgm Ke- PPA T-an

3) Pcmbmann dan pengawasan terhadap PPAT yang dilakukan olch ch1la

Kantor Pertanahan sebagai berikut i
~ 2. membantu menyampaikan dan ncnjclmsk'm kebijakan da pcrnumn
" pertanahan serta petunjuk (chnis Dclak.,anaan tugas PPATI\/ang telah
aitetapkan oleh Kepala Badan dan pcmtumn perundang- -undangar;

b. memeriksa akta yang dibuat PPA dan mcmberitahukan st:am crulis
© kepada PPAT yang bersangkuta npabnln ditemukan n}\mrk yang tidak -

. memenuhi syarat untuk digunakan scbagai dasar pendaftaranihaknya;
. ¢. melakukan pcmcnksw‘m mengenai pelaksanaan kcx\/'\ijanl perasional
PPAr Wi ] I
. ’ -i
Pasal 67 I ! ]
(1) Dalam meliksanak=n pembinaan dan pengawasan PPAT sebagaimana

‘dimaksud ¢alam Pasal 66 ayat (3), Kepala Kantor Pertanahan dapat
meaugaskap stof yang membidangi kc' PPAT-an.

(2) Petugas varg ditugaskan untuk melatsanakan pemeriksaan sebagaimeana
dimaksud pud.\ ayat (1) wajib diserai dengan surat tugas.

(32 PPAT wajils melayani petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untux
meracriksa buku  daftar  akia, hasxl penjilidan akta  dan bukti-bukti
pcmn iman u'\l-’l ke Kantor Pertanahan,

(1) Setagai bukti bahwa buku daftar akta sudal: diperksa, petugas p;:mcrxksa
mencantumkan parafnya pada sctiap. halaman yang sudah dxpcnksa dan
pada akhir halaman yang sudah diperiksa dengan dxcmtum an mhszm
“buku daftar akta ini sudah dipcriksa olch Saya o
suembubuhkan tanda tangannya dibawah n.llsm iu. i

(b) Hasil pemeriksann terscbut dncnnmmkhn dalam Risalah '>cmcxlxkann.\
Pelaksanaan Kewajiban Opcrasxonal PPAT yang dibuat scs\xax comoh
" daiam Lampiran X dan ditandatangani oleh petugas pemeriksa; dan PPAT
yang bersanghutan, : —

Pasal 68

(1) Apatila PPAT dalam melaksanakan tugasaya mendapy hambatan atau
kendala pelayanan di Kantor Pertanahan, PPAT yang Lersangkutan dapat
menyampaikan  permasalahannya  langsung  kepada  Kcepala  Kantor
Pertanahan yang bersangkutan.

(2) Apabila permasalahan scbagaimana dimaksud pada ayau (1) tidak dapat
diselesaikan oleh Kepala Kantor Pertanahan, PPAT yang bersangkutan
~dapat  mclaporkan  permasalahannyy kepada Kepala Kantor  Wilayah
setempat atau kepada Kepala Badan nilclalui organisasi profesi PPAT.

; !
BARX T
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ORGAMISASI PROFESI PPAT DA)
PPAT SEMENTARA |

Pasal 69 j

(l) Untuk mcruaga mnmbat dnn kehormatan profesi PPAT dan/atal PPAT
* Sementara  wajib d;bcntuk organisasi profesi PPAT danata P AT
Scmentara. '

(2) Organisasi profesi PPAT danlatau PPAT Sementara scbagmmana dimaKsud
prda ayat (1) wajib menyusun 1 (satu) Kode Etik Profesi PPAT Yanz
berlaku secari nasional untuk dntaav semua anggota PPAT dan PPA['
Scmentara.

(3) Penyusunan Kode Etik Prol'cs: PPA’I‘ scbagmmana dimaksud pada ayat 73]
dilakukan olch organisasi proTcsa PPAT sccara bersama-sama. )

(1) Kode ctik profesi PPAT yang telah disusun sebagaimana dxmaksud pada,
ayat (3) disahkan oleh Kepala Badan scbagal pedoman bcrsamn untuk
pengembangan profesi PPAT. )

(5) PPAT dan PPAT Sementara wajib mentaati Kode Etik Profcsi PRAT
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). i

BAB I ',
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal?0 |

Denigan  berlakunya pcratur:‘m ini, chulﬁsﬁ Kepala Badan Pe lana}wan
Nacional mi2ngenai forinasi PPAT yang tertuang dalam Keputusazﬂchala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 15- Xl-2001 tanggal 22 Juni 2001 dndaka.n

perubahan sesuai dengan prinsip-prinsip y'mg dlarur dengan peraturan ini. i
! '

BAD XII . ‘ v
PENUTUP

Pasal 71

p———

P )

i De agan berlakunya peraturan ini, maka : *

. a. Peratvran Menteri Negara Agraria/Kepala B'\d'\n Pertanahan Nasional

Nomor 4 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peratiran Pemerintah
Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pemturan anatan Pejabat Pcmbq-nt Aktn

.y i, Tanah; dan

Vi

s, |!|

b. Fetentuan-ketsntuan lain yang bcrlc'nangan dengan peratursu\ ini*

- dinystakan tidak berlaku,

Pasal fIZ )
: |
Pcm.ur-m ini mulm berlaku scjak tanggal ductaplgan

Dnuapklm di : Jaknrml

Padatanggal : 16 Med 2006. N
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL !
REPUBLIK INDONFSIA

JOYOQ WINOTO, Ph.D.
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Halaman :

" PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENZATATAN LAINNYA ‘

L.

B Sebgb.pé'mbahan )

Tangpal Pendafiaran
No. Daftar Isian 307
" No. Daftar Isian 208

Nama yang berhak
dan
Pemegang hak lain-lainnya

S [ &3
Tanda tangan ‘Kéfml'a_ kanto!
dan Cap Kantor
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